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MOTTO
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Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha
Bijaksana lagi Maha Perkasa.” (Q.S Al-Maidah:38).
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
tertanggal 22 Januari 1998 No : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
s Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
o Ba’ B Be
) Ta’ T Te
& Sa’ S Es titik di atas
z Jim J Je
z Ha H Ha titik di bawah
z Kha’ Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 Zal Z Zet titik di atas
, Ra’ R Er
3 Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Esdan Ye
o Sad S Es titik di bawah
) Dad D De titik di bawah
L Ta’ T Te titik di bawah

vii



L Za’ 4 Zet titik dibawah

7 ‘Ayn Koma tebalik (di
atas)

¥ Gayn G Ge

o Fa’ F Ef

5 Qaf Q Qi

gl Kaf K Ka

J Lam L El

s Mim M Em

O Nun N En

P Waw w We

» Ha’ H Ha

. Hamzah Apostrof

S Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Tasydid Ditulis Rangkap

Cxbdlaze Ditulis muta“aqqgidin

Bac Ditulis ‘iddah

C. Ta Marbutah Diakhir Kata
1. Bila dimatikan, ditulis H :

ia Ditulis Hibah
L Ditulis Jizyah

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain,
ditulis t
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Ditulis ni’'matullah
i) 555 Ditulis zakatul-fitri
D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri

atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau

diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

_&_ (fathah) ditulis a P ditulis daraba
contoh

_o_ (kasroh) ditulis i o ditulis fahima
contoh

_’_ (dammah) ditulis u ditulis kutiba
contoh

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa

gabungan huruf, yaitu :

\ (fathah + ya mati) contoh

<

ditulis bainakum

S (fathah + wawu mati)
contoh

Jsp

ditulis gaul

E. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :




Fathah + alif Ditulis a (garis e | Jahiliyyah
diatas)

Fathah + alif Ditulis a (garis g Yas’a

maqsur diatas)

Kasroh + ya Ditulis i (garis di 2 Majid

mati atas)

Dammah + Ditulis u (dengan »:# | Furud

wawu mati garis diatas)

Kata Sandang Alif + Lam

No. Kata Sandang Alif + Lam

Contoh | Penulisan

1. Bila diikuti huruf gomariyah

ditulis al-

ol Al- Qur’an

2. Bila ditulis huruf syamsiyyah,

nya

ditulis dengan

menggandengkan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya
serta menghilangkan huruf |-

o2l Asy-Syams

. Huruf Besar

Huruf besar dalam penulisan latin digunakan sesuai dengan
Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat Dapat
Ditulis Menurut Penulisannya

oA 5

Ditulis

Zawi al-furud

Ll ol

Ditulis

Ahl as-sunnah




ABSTRAK

Pada akhir abad ke-19 jumlah kriminalitas yang dilakukan
oleh anak semakin meningkat. Jepara merupakan salah satu kota
yang terdapat aksi kriminalitas dengan pelaku anak. Anak dibawah
umur melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan
pemberatan, bahkan tindakan ini dilakukan secara berulang
(Residiv). Hal ini dilatarbelakangi oleh salahnya pergaulan pada
anak, kenakalan remaja, dan minimnya pendidikan.

Berkenaan dengan metode penelitian, metode yang
digunakan penulis adalah dengan penelitian doktrinal. Dengan data
umum yakni putusan no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa dan Undang-
undang, dan juga terdapat data pendukung berupa wawancara
dengan Hakim selaku yang menangani dan memutuskan perkara
ini. Sehingga,data lebih akurat dan bisa dilihat dari alasan Hakim
menjatuhkan hukumannya atas kewenangannya sesuai peraturan
yang berlaku.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama,
pertanggungjawaban pidana oleh pelaku anak dapat dilakukan.
Dengan pertimbangan anak mampu bertanggungjawab dalam arti
tidak cacat dan tidak gila. Selain itu Dengan ini, anak dihukum
selama 8 bulan di LPKA Kutuarjo dengan harapan anak bisa lebih
baik dan tidak mengulangi apa yang sudah dilakukannya. Dengan
maksimal penjara adalah setengah dari hukuman dewasa,yakni 4,5
tahun. Kedua, pertanggungjawaban anak dalam perspektif hukum
pidana Islam adalah seorang anak yang sudah mumayiz dan
mukalaf. Sehingga anak sudah dibebani kewajiban. Dalam hal ini,
anak wajib bertanggungjawab atas apa yang sudah dilakukan.
Anak juga bukan seorang yang gila, sehingga anak bisa dibebani
hukuman. Hukuman anak diberi hukuman takzir dengan
mengesampingkan had. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh
khalifah Umar, selain itu Indonesia juga negara dengan sistem
pemidanaan berdasarkan UUD, hukuman potong tangan juga
dilansir melanggar HAM. Sehingga hukum potong dianggap
kurang tepat.

Kata kunci: Pertanggungjawaban,pencurian,anak,hukum pidana
Islam, hukum positif.
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ABSTRACT

However, at the end of the 19th century the number of
crimes committed by children increased. In Jepara, minors commit
criminal acts of theft which are carried out by weighting. Even
with the repetition of criminal acts (recidivist). This is motivated
by wrong association with children, juvenile delinquency, and lack
of education.

With regard to research methods, the method used by the
author is doctrinal research. With general data, namely decision
no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa and the Law, and there is also
supporting data in the form of interviews with the Judge as the one
who handled and decided this case. Thus, the data is more accurate
and can be seen from the reason the judge sentenced him to his
authority in accordance with applicable regulations.

The results of this study can be concluded that: First,
criminal liability by child perpetrators can be carried out.
Considering that children are capable of being responsible in the
sense that they are not disabled and not crazy. Apart from that,
with this, the child is punished for 8 months in the Kutuarjo LPKA
in the hope that the child will get better and not repeat what he has
done. The maximum imprisonment is half of an adult sentence,
which is 4.5 years. Second, the responsibility of children in the
perspective of Islamic criminal law is a child who is mumayyiz and
mumayiz. So that the child has been burdened with obligations. In
this case, the child must be responsible for what he has done.
Children are also not crazy, so children can be burdened with
punishment. Punishment for children is given takzir punishment by
setting aside had. Like what was done by the caliph Umar, apart
from that Indonesia is also a country with a criminal system based
on the Constitution, the punishment for cutting off a hand is also
reported as violating human rights. So the law of cutting is
considered inappropriate.

Keywords: Accountability, theft, children, Islamic criminal law,
positive law.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari Tuhan yang wajib
dijaga, dirawat dan diberi kasih sayang, karena anak adalah
titipan terbaik dari Tuhan. Sehingga anak bisa berkembang
dan tumbuh sesuai dengan harapan dari masing-masing
orangtua. Anak menjadi generasi emas bangsa, oleh sebab itu
anak berhak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya
untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kelebihannya
masing-masing. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan
pendidikan yang layak, sandang, pangan dan tempat tinggal.
Pertanggungjawaban dalam melindungi anak tidak hanya oleh
orangtuanya saja. Semua pihak termasuk keluarga,
masyarakat, negara, dan pemerintah  juga wajib dalam
melindungi hak-hak anak.

Menurut UU no.23 tahun 2002 anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 tahun,anak adalah seorang yang masih

butuh pengarahan, pembimbingan sehingga pentingnya



pendidikan anak wajib diberikan oleh setiap orang tua atau
wali atau orangtua asuh dari anak.*

Anak sebagai anugerah dari Tuhan yang digambarkan
seperti perhiasan kehidupan, yang masa mudanya menjadi
harapan keluarga, bangsa, agama dan negara. Dalam setiap hal
yang diberikan kepada anak sudah dijanjikan akan mendapat
pahala yang besar. Hal ini tertulis dalam surat Al-kahfi ayat
46:

Sl U e Sl Sgdy S aedt i 03 JW
Sl 5255 655

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan

dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus

adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan-mu serta
lebih baik untuk menjadi harapan (Q.S.18 Al-

Kahfi:46)%

Dalam tafsir kitab Tafsir Al- Jalalain karya imam
Jalaludin Mabhalli dan Jalaludin As-suyuthi menyebutkan tafsir
dalam ayat tersebut bahwa untuk berbuat baik kepada anak,
yaitu dengan mengajarkan kalimat tasbih, tahmid, dan tahfil.

Sebagian mereka ada yang menambahkan juga dengan

! Elvi zahra Lubis, perlindungan hukum terhaap anak yang
melakukan kejahatan dalam persidangan anak, mercatoria vol.3 no.l
tahun 2010 him. 52-53

2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,
Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema (QS. Al-Kahfi;46)



mengajarkan kalimat haugalah. Hal ini menunjukan
pentingnya dalam berbuat baik kepada anak. ®

Pemikiran anak-anak adalah pemikiran khayalan,
pemikiran yang tiap perkembangannya berbeda-beda. Pada
saat anak masih bayi, hanya sedikit yang di ketahui, sehingga
orang-orang dewasa disekitarnya menganggap bahwa semua
keinginannya harus dipenuhi. Pemikiran khayalan inilah yang
menjadi alasan untuk memenuhi keinginan si bayi. Ketika
mulai tumbuh, harapan dan keinginannya mulai berangsur-
angsur mengajarinya lebih berkurang, karena harapan
seringkali mengecewakan. Dorongan keinginannya yang kuat
seringkali tidak bisa membedakan mana yang fakta dan
fantasi. Sehingga mereka selalu mencoba bereksperimen
dalam segala hal untuk memastikan hal tersebut benar atau
tidak. *

Pada akhir abad ke-19 negara Eropa dan Amerika
mengalami kondisi yang memprihatinkan. Kriminalisasi yang
dilakukan oleh anak dan pemuda jumlahnya mulai
meningkat. Dalam menghadapi permasalahan tersebut,
perlakuan terhadap pelaku kejahatan disamakan baik anak

maupun orang dewasa. Upaya ini direalisasikan dengan

% Jalaluddin Muhammad dan Jalaludin AbdurRahman, tafsir Alqur
an, Juz 2 him. 7.

* Jerome Frank, Law and the modern Mind, (Bandung: Nuansa
Cendekia: 2013),hal. 119-120.



dibentuknya pengadilan anak (juvenile court) pertama di
minos Amerika serikat tahun 1889, dimana undang-
undanganya berdasarkan asas penguasa bertindak apabila
anak-anak membutuhkan pertolongan. Sedangkan pemuda dan
anak-anak sebaiknya tidak diberi pidana namun harus
dilindungi dan diberi bantuan. Hal ini juga serupa di negara
Inggris, yaitu penerapan asas yang sama. Dengan adanya
perlindungan dan bantuan untuk anak. °

Indonesia memiliki perkembangan yang baik dalam
sistem tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Lebih
spesifiknya yaitu pada tahun 1997 dimana mulai
dikeluarkannya undang-undang tentang pengadilan anak.
Dalam undang-undang ini tidak terjadi perubahan secara
substansial, hanya ajaran klasik yang masih berlandaskan
pikiran dan pembalasan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa
ketentuan, yaitu: Pertama, pasal 1 angka 1 Undang-undang
ini anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah
mencapai umur 18 tahun dan belum menikah. Oleh karena itu,
anak yang berumur 16 tahun serta sudah menikah, maka jika
dia melakukan tindak pidana akan dikenakan hukuman sama
dengan orang dewasa. Kedua, pasal 1 angka 2 menjelaskan
bahwa jika hal yang dilakukan oleh anak, yang jika

dikategorikan pada orang dewasa adalah kenakalan biasa,

® Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak(Bandung: PT Refika
Aditama,2006) hal.1



namun tetap dipenjara maka hal ini dianggap berlebihan.
Karna hanya melakukan tindakan-tindakan nakal yang masih
dianggap wajar. Ketiga, pasal 4 ayat 1, mengatakan batasan
umur tanggung jawab kriminal oleh anak adalah 8 tahun,
padahal ketentuan sudah disepakatai masyarakat Internasional
yang dirumuskan dan dijelaskan dalam Nations Standard
Minimum rules for the administration of juvenile 1985 adalah
12 tahun. Undang-undang ini menjadi wujud perlindungan
hak-hak anak yang sudah tercapai dimana anak tidak lagi
mengalami  kecemasan, ketakutan sehingga anak dapat
berkembang dengan baik. Meskipun dalam undang-undang
nomor 3 tahun 1997 dirasa batas usia anak terlalu rendah.
Namun, hal ini dikembangkan dengan adanya RKUHP yang
mengorientasikan tentang masalah perbuatan,
pertanggungjawaban, pidana/kesalahan serta pidana/straf. °
Mengkaji dari kasus-kasus yang sudah terjadi,
dimana batas usia 8 tahun dalam undang-undang nomor 3
tahun 1997  terlihat masih  terlalu muda untuk
bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.
Konsepsi sudah kawin dalam undang-undang ini seharusnya
konsisten dengan gagasan yang memberikan batasan
perbuatan anak bertanggungjawab dengan berbasis usia. Hal

ini relevan dengan RKUHP yang menggunakan basis konsep

® Nandang sambas, Pembaruan sistem pemidanaan anak di
Indonesia, (Yogyakarta: Graha IImu, 2010) him.82-87



berdasarkan usia dengan menaikkan usia minimum anak dapat
bertanggungjawab menjadi umur 12 tahun, yang dalam
undang-undang nomor 23 tahun 2002 ini tidak lagi menganut
pembatasan atau konsep sudah kawin. ’

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak
semakin memprihatinkan belakangan waktu ini. Hal ini
menimbulkan pertanyaan kritis olen berbagai lapisan
masyarakat. Tentang bagaimana pendidikan oleh orangtuanya,
bagaimana keadaan keluarga daripada anak sendiri. Banyak
fenomena kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh anak
dengan latar belakang ekonomi atau karena salahnya
pergaulan anak. Contoh dalam kasus yang terjadi adalah
pencurian. Mencuri adalah tindakan diam-diam mengambil
hak orang lain dengan tanpa izin si pemilik, yang bertujuan
untuk memiliki bentuk fisik dan kemanfaatannya secara
penuh. & Hal ini bisa jadi karena kurangnya perhatian orangtua
dalam memperhatikan perkembangan anak, sehingga anak
melakukan tindak pidana pencurian tanpa sepengetahuan
orangtua.

Fenomena kenakalan anak ini memang menganggu
ketertiban masyarakat. Selain kerugaian yang dialami dalam

tindak pidana pencurian, hal ini juga membuat masyarakat

" 1bid, him. 87-90.
8 Ahmad bin umar asy syathiri, Yaqutunnafis, (Surabaya: toko
kitab hidayah) him. 191-192.



merasa tidak aman. Oleh karena itu, kenakalan anak ini harus
segera diatasi demi masa depan negara yang aman, damai,
tentram dan minim kriminalitas. Kejahatan kriminal yang
merupakan permasalahan sosial yang bisa diatasi dengan
upaya kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal adalah upaya
rasional untuk menanggulangi kejahatan disuatu negara yang
tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
(protection of society). ° kemudian kebijakan kriminal ini
dilansirkan sebagai social enginerering yang konsep tersebut
adalah teori pertama yang dikemukakan oleh Roscoe pound™
yang tujuan dan maksudnya adalah sama, yaitu demi
keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, social
engineering adalah konsep yang diartikan sebagai alat untuk
mengubah masyarakat atau dalam bahasanya adalah law as a
tool of social engineering''. Pengendalian upaya pencegahan
kejahatan kriminalitas yang terjadi bisa dengan pengendalian

masyarakat sarana penal dan non penal. Pengendalian secara

° Dey Ravena dan Kristian, kebijakan kriminal,(Surabaya:

Kencana)him.1

% Roscoe Pound (1870-1964) pembentuk aliran sociological
jurisprudence yang mengembangkan konsep-konsep terbaru mengenai
hukum sebagai alat pengembang masyarakat. Gagasan pound yang
menjelaskan proses hukum sebagai bentuk rekayasa sosial ini dipengaruhi
oleh kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemikiran Pound
berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis
melainkan suatu proses. Lihat rangkuman dalam buku kebijakan kriminal
(criminal policy) oleh dey revana dan kristian.

! Dey Ravena dan Kristian, kebijakan kriminal,(Surabaya:
Kencana)hlm 95



penal lazim dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah
operasional, yang mengandung struktur substantif, struktural
dan kultural masyarakat. Penanggulan ini bersifat represif,
yakni bersifat menekan, memaksa penindasan yang sudah
terjadi."* Sedangkan penanggulangan secara nonpenal lebih
bersifat pada pencegahan saat kriminalitas belum terjadi. **
Permasalahan orang tua dalam mendidik anak inilah yang
seringkali menjadi latarbelakang kriminalitas oleh anak.
Orang tua wajib memberikan pengarahan, pendidikan akhlak
yang baik pada anak. Namun, yang menjadi permasalahan
adalah jika orang tua anak sudah tidak ada atau meninggal
dunia. Sehingga, kurangnya perhatian pada anak menjadi
faktor utama anak melakukan tindakan-tindakan yang tidak
sepatutnya dilakukan oleh anak, contoh saja pencurian.
Pencurian ini termasuk dalam delik pidana dan merugikan
orang lain. Sehingga, kebanyakan korban melaporkan kasus
ini dengan tidak adanya alasan pemaaf pula, sehingga kasus
ini berlangsung hingga putusan oleh hakim.

Namun, dalam memberikan hukuman sebagai bentuk
pertanggungjawaban anak mengenai tindakannya, hakim
harus mempelajari secara mendalam dan mempertimbangkan
hukuman yang pantas untuk anak. Mengingat anak adalah

seorang yang harus diberikan kasih sayang, dan pendidikan

12 Ishag, Hukum Pidana, (Depok: PT Rajagrafindo) him. 181
2 1bid, him 181



yang pantas untuk anak dan anak adalah seorang yang belum
cakap hukum. Sehingga, pertanggungjawaban anak ini juga
harus mempertimbangkan dengan melihat masa depan anak
yang seharusnya bisa diraih dan dimiliki anak dengan
kebahagiaannya. Pada kesempatan ini, hakim seharusnya
dengan kewenangannya hakim melakukan hal-hal sebagali
berikut : pertama , mengesampingkan perkara anak atau
dibebaskan, kedua, mengalihkan perkara anak ke jalur
nonformal, ketiga  menerapkan pendekatan Restorative
Justice. *

Dalam  putusan  no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa,
kasus yang penulis angkat adalah mengenai pencurian yang
dilakukan oleh Anak. Anak sebagai pelaku pencurian di
daerah Jepara, dengan barang curian berupa Motor Kharsima
2004. Pencurian dilakukan bersama dengan temannya, sekitar
3 pelaku yang ikut berkontribusi dalam aksi pencurian ini.
Latar belakang pelaku pencurian adalah pelaku anak berumur
16 tahun yang tidak bekerja, dan 1 lainnya adalah orang
dewasa yang tidak bekerja juga.

Aksi pencurian ini dilakukan oleh anak dengan
berboncengan  bersama  temanya, kemudian  sekitar
persawahan di sore hari menjelang maghrib dengan situasi

yang sepi, dan terdapat motor yang terparkir dipinggir jalan

¥ Harrys Pratama teguh, teori dan praktek perlindungan anak
dalam hukum pidana, (Yogyakarta: C.VV Andi 2018 ) him. 120.



tepatnya dibawah pohon pisang, motor tersebut terparkir dan
pelaku anak bersama rekannya yang sudah mempunyai
rencana untuk mencuri, dan pelaku anak dengan
menggunakan kunci letter T untuk membuka motor agar bisa
digunakan. Akhirnya, motor bisa dinyalakan dan dibawa pergi
dengan dikendarai oleh pelaku anak, sedangkan rekannya
membawa motor yang sebelumnya digunakan untuk
berboncengan. Motor yang dicuri pelaku anak ini, kemudian
dicuri untuk dijual. Dan uang hasil penjualannya digunakan
untuk dirinya sendiri, satu orang yang menemani, dan satu
orang yang menjualnya.

Pada hari selanjutnya, motor hasil curian tersebut
dijual oleh terdakwa lain atas suruhan pelaku anak. Motor
tersbeut terjual dengan harga setngah dari harga kerugian yang
dialami korban. Kerugian yang dialaminya mencapai Rp.
3.000.000,- . Sistem jual beli motor bodong ini telah diketahui
oleh pembeli. Hal inilah yang menjadi alasan motor tersebut
terjual dengan sangat murah.

Sebelum kejadian tindak pidana ini, pelaku anak
sebelumnya pernah terjerat juga kasus pencurian. Pelaku anak
didampingi dengan beberapa temannya mencuri sepeda motor
dengan merk motor Yamaha Mio, sehingga tindakan pelaku

anak ini disebut dengan residivis.
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Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian guna memenuhi tugas akhir atau skripsi dengan
judul  ” PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PENCURIAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF (studi putusan No.
2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa)

B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah
diuraikan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan
sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada Kkasus
pencurian pelaku anak  pada putusan No.2/Pid.Sus-
Anak/2022/PN.Jpa

2. Bagaimana perspektif hukum Pidana Islam terhadap

pertanggungjawaban pada kasus pencurian pelaku anak ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian
Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka
tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Tujuan normatif.
Tujuan normatif dalam penelitian ini adalah untuk

memenuhi tugas akhir dari perkuliahan atau skripsi.
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2. Tujuan fungsional.

Tujuan secara fungsional dalam penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan, menjabarkan,
mengklasifikasikan, dan membandingkan 2 hukum yang
berbeda, yakni hukum positif dan hukum pidana Islam. *°
lebih spesifiknya tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

a. Mengetahui  pertanggungjawaban tindak pidana
pencurian oleh anak yang terdapat dalam putusan
No.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.JPa.

b. Mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum
Positif terhadap pertanggungjawaban tindak pidana

pencurian oleh anak .

Sedangkan manfaat dari penelitian ini antara lain :
1. Manfaat teoritis
Manfaat penelitian ini adlaah sebagai data
informasi mengenai dasar-dasar hukum jinayah, hukum
positif yang berkaitan dengan pencurian yang dilakukan
oleh anak yatim dibawah umur.
2. Manfaat Praktis
Yaitu bermanfaat dalam menambah wawasan
hukum ke-pidanaan, khususnya mengenai pencurian dalam

hukum islam yang disebut dengan Jarimah Sarigah,

> Dr. Widodo, Metode penelitian hukum-doktrinal, dan politik
hukum, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2020) him.57
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pertanggungjawaban dalam Hukum Islam, yang tentu
berbeda pertanggungjawabannya dalam hukum pidana di
Indonesia atau hukum positif.

D. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan
singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya, sehingga
peneliti tau objek yang akan diteliti. Juga sebagai bahan
pembanding dan perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Skripsi oleh Tri Gondo Bawono dengan Judul
“Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian sepeda motor
di parkiran UIN Sunan Kalijaga”. Hasil dari penelitian ini
adalah bahwa jika pelaku dari pihak luar dari staf atau bagian
keluarga besar UIN Sunan Kalijaga termasuk mahasiswa. Jika
dari pihak luar, maka akan tetap dipertanggungjawabkan dan
diancam dengan pasal 362 KUHP, sesuai dengan pasal
pencurian yang berlaku di Indonesia. Meskipun alasan
mencuri adalah untuk memenuhi kebutuhan, maka akan tetap
diproses secara Hukum Indonesia. Adapun keringanan yang
diberikan jika pelaku mencuri untuk menghidupi keluarganya.
Persamaan dalam skripsi yang penulis angkat adalah tentang
pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan berupa
tindak pidana pencurian yang diancam dalam pasal 362
KUHP. Namun, terdpaat perbedaan yang mendasar, yaitu

dalam skripsi yang penulis angkat berupa pencurian yang
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dilakukan oleh Anak, dimana Anak tersebut sudah pernah
melakukan tindak pidana yang sama, berupa mencuri sepeda
motor dengan berbeda merk™.

Jurnal penelitian oleh Moh. Azlil Anggriawan dengan
judul “Studi Komperatif Tindak Pidana Pencurian dalam
Hukum lislam dan Hukum Pidana Indonesia”. Hasil dari
penelitian jurnal ini memaparkan beberpa hukuman pencurian
dalam hukum islam dan hukum pidana Indonesia. Dalam
Hukum Islam disebutkan dalam jurnalnya, hukuman bagi
pelaku tindak pidana pencurian ada dua hukuman. Yakni
hukuman had dan hukuman takzir.  Di dalam jurnal ini,
disebutkan bahwa hukuman pelaku tindak pidana pencurian
dalam hukum pidana Indonesia ini bertahap dan berbeda-beda
pasalnya. 1. Pencruian pokok atau biasa diatur dalam pasal
362 KUHP, 2. Pencurian dalam bentuk pemberatan diatur
dalam pasal 363 KUHP, 3. Pencurian dalam bentuk ringan
diatur dalam pasal 364 KUHP, 4. Pencurian dengan kekerasan
diatur dalam pasal 365 KUHP, 5. Pencurian dalam keluarga
diatur dalam pasal 367 KUHP. Dalam penelitian ini
menyebutkan bahwa Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana

Indonesia hampir sama. Yaitu, hukuman hudud yang

2

' Tri Gondo Bawono skripsi yang  berjudul
Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian sepeda motor di parkiran
UIN Sunan Kalijaga "Fakultas syariah dan Hukum universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
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mengenal hukuman mati, dan atau hukuman yang kadarnya
tidak bisa dihapuskan oleh seorang pun. Sedangkan hukuman
takzir yaitu hukuman yang kadar dan batas hukumannya
ditentukan oleh hakim baik perbuatan tersebut menyangkut
hak Allah maupun hak perorangan. Persamaan dalam skripsi
yang penulis angkat adalah, dalam skripsi penulis juga
terdapat mengenai Hukuman Had dan Hukuman Takazir,
dalam Hukum Islam. Dan dalam Hukum Positif, penulis
mengangkat pasal 363 KUHP tentang pencurian. Namun,
secara garis besar terdapat beberapa perbedaan. Yaitu, dalam
skripsi yang penulis tulis, mengangkat kasus yang baru terjadi
di tahun ini, dengan pelaku Anak dibawah umur, yang mana
definisi anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif berbeda.
Sehingga, pertanggungjawaban yang diterima tentu berbeda
dalam perspektif 2 Hukum tersebut."’

Skripsi olen Nadia Farhana Putri dengan Judul
“Tinjauan Yuridis putusan hakim terhadap tindak pidana
pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah daerah
istimewa Yogyakarta”. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa
dalam pelaksanaannya, penjatuhan pidana anak di daerah DIY
ini menggunakan proses sebagaimana yang terkandung dalam

UU no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Apabila

7 Moh. Azril anggriawan, Studi Kompratif tindak Pidana
Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, universitas
Mataram
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anak melakukan tindak pidana sebelum umur 18 tahun, dan
diajukan ke pengadilan setelah umur 18 tahun namun belum
mencapai umur 21 tahun, maka proses penjatuhan pidana
tetap diajukan pada peradilan sidang anak. Semua orang
termasuk Penuntut Umum dan Hakim, wajib memperhatikan
kepentingan Anak,dan Anak wajib diberikan bantuan hukum.
Perbedaan yang mendasar dengan skripsi yang penulis tulis
adalah, dalam skripsi penulis, penulis memaparkan
pertanggungjawaban Anak sebagai pelaku dalam pencurian,
dengan menjelaskan Hukuman apa yang dijalani oleh Anak,
selain itu, dalam kasus ini, Anak sebagai pelau juga pernah
melakukan tindak pidana yang sama (residive). Dan
persamaan dalam skripsi yang saya tulis adalah, sama-sama
membahas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh
anak.'®

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap
Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif”, oleh Ahmad Rosyadi. Dalam skripsi ini menjelaskan
tentang penelantaran anak. Dimana semakin banyak fenomena
anak terlantar dengan berbagai latar belakang yang berbeda.
Ada yang karena faktor ekonomi, faktor kasih sayang, dan

lain-lain. Dalam skripsi ini ditemukan data anak terlantar per

18 Nadia Farhana Putri,Tinjauan Yuridis Putusan Hakim terhadap
Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah DIY,UIN
Sunan Kalijaga
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2015 adalah 4,1 juta kasus anak terlantar. 5.900 diantaranya
adalah anak yang sengaja diterlantarkan oleh orangtuanya.
3.600 anak yang bermasalah dengan hukum, 1,2 juta balita
yang diterlantarkan oleh orangtuanya dan 34 ribu anak
jalanan. Contoh kasus tentang penelantaran anak adalah
seperti banyaknya kasus anak jalanan di lampu merah yang
sering meminta-meminta atau mengamen. Beberapa faktor
anak terlantar , diantaranya: faktor Kkeluarga, faktor
pendidikan, faktor sosial politik dan ekonomi, faktor
kelahiran diluar nikah, faktor ketidakpekaan keluarga dan
pemerintah. Beberapa dampak yang diterima oleh anak jika
menjadi korban penelantaran. Perbedaan dalam penulisan
skripsi yang penulis buat adalah, dalam skripsi penulis, pelaku
adalah anak secara yang tidak sekolah dan masih mempunyai
keluarga. Namun, persamaan skripsi dari keduanya adalah
sama-sama membahas tentang pencurian yang dilakukan oleh
anak dengan objek atau kasus berbeda.*®

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam
terhadap Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (studi Putusan No. 01/Pid.sus-
Anak/2020/PN.Rbg)”, oleh Muhammad Fagih Ubayyd dengan

Hasil penelitian ini  menyimpulkan bahwa: Pertama,

Ahmad rosyadi  Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar
dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Fakultas Syariah dan
Hukum UIN syarif Hidayatullah, Jakarta.
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penerapan hukuman sudah sesuai dengan Pasal 69 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang belum
berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.
Dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Akan tetapi dalam
putusan tersebut tidak sesuai dengan kondisi diri Terdakwa
anak. Kedua, mengingat bahwa Terdakwa anak tidak memiliki
sosok ayah dan hanya diasuh oleh ibu angkat sehingga
berdampak pada pendidikan, perkembangan, dan pengawasan.
Oleh karena itu, apabila sudah keluar dari perawatan di LPKS
akan mengulangi perbuatannya lagi, mengingat sebelumnya
Terdakwa anak juga sudah melakunkan tindak pidana di
wilayah hukum kabupaten Pemalang dan di rehabilitasi di
BRSAMPK Antasena Magelang akan tetapi mengulangi
perbuatannya kembali. Persamaan dengaan skripsi yang saya
buat adalah, keduanya membahas anak dan perlindungannya.
Namun perbedaan yang menonjol adalah, jika skripsi yang
saya tulis membahas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak
yang dimana Anak sudah pernah berbuat hal yang sama di lain

daerah.?

% Muhammad fagih Ubayd, Tinjauan Hukum Pidana Islam
terhadap Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (studi Putusan No. 01/Pid.sus-Anak/2020/PN.Rbg), UIN
Walisongo, Semarang 2021.
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Tabel 1. Persamaan dan perbedaan penelitian yang lalu dan

penelitian penulis.

No | Judul Persamaan Perbedaan
1. Pertanggungjawa | Keduanya Pencurian yang dilakukan
ban pidana | membahas oleh Anak, dimana Anak
pelaku pencurian | pencurian tersebut sudah pernah
sepeda motor di melakukan tindak pidana
parkiran UIN yang  sama,  berupa
Sunan kalijaga, mencuri  sepeda motor
Skripsi oleh Tri dengan berbeda merk
Gondo Bawono
2. Jurnal oleh Moh. | Keduanya Kasus yang diangkat
Azlil dengan | membahas adalah Kasus baru terjadi
judul Studi | dalam di tahun ini, dengan
Komperatif perspektif 2 | pelaku Anak dibawah
Tindak  Pidana | Hukum. umur, yang mana definisi
Pencurian dalam | Hukum positif | Anak  dalam  Hukum
Hukum lislam | dan Hukum | Islam dan Hukum Positif
dan Hukum | Islam. berbeda. Sehingga,
Pidana Indonesia | Keduanya pertanggungjawaban
mengangkat yang diterima  tentu
pasal yang | berbeda dalam perspektif
saama dalam | 2 Hukum tersebut
Hukum
Indonesia
3. Skripsi oleh | Keduanya - Pertanggungjawa
Nadia  Farhana | membahas ban tindak pidana
Putri dengan | Anak sebagai yang dilakukan
Judul “Tinjauan | pelaku oleh Anak.
Yuridis putusan | pencurian. - Hukuman
hakim terhadap menurut 2
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tindak pidana perspektif
pencurian  yang Hukum
dilakukan  oleh - Pelaku residivis
anak di wilayah

daerah istimewa

Yogyakarta”

Skripsi  dengan | Keduanya Skripsi ini  membahas
judul membahas tentang Anak Jalanan
“Perlindungan pencurian sebagai pelaku tindak

Hukum terhadap

dengan pelaku

pidana, sedangkan skripsi

Anak Terlantar | anak dibawah | Penulis adalah  Anak

dalam Perspektif | umur, dengan | secara umum, yang masih

Hukum Islam dan | objek/  kasus | keluarga  atau  wali.

Hukum  Positif”, | yang berbeda. | Meskipun sudah tidak

oleh Ahmad mempunya orang tua, dan

Rosyadi Anak sebagai pelaku
residivis.

Skripsi  dengan | Keduanya Skripsi penulis

judul  “Tinjauan | membahas membahas tindak pidana

Hukum  Pidana | anak dan | pencurian dan perlakuan

Islam terhadap | perlindungan residivis.

Undang-Undang | Hukumnya,

No. 11 tahun

2012 tentang

Sistem Peradilan

Pidana Anak

(studi  Putusan

No. 01/Pid.sus-

Anak/2020/PN.Rb

0), oleh

Muhammad

Fagih Ubayyd
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E. Kerangka teori
1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang
Maha Esa yang hak-haknya harus dijaga dan
kewajibannya harus terpenuhi. Karena didalam diri anak
terkandung atau melekat harkat, martabat dan masa depan
yang cerah. 2. Anak sebagai generasi penerus bangsa, dan
sebagai penerus cita-cita negara yang masih memerlukan
pembinaan dan perlindungan, serta berhak mengenyam
pendidikan yang layak. ?* setiap anak terlahir suci, belum
memiliki dosa apapun. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang
artinya “Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah
kecuali orang tuanya yang menjadikannya Yahudi,

Nasrani, atau Majusi”.

Anak jalanan

Secara garis besar, anak jalanan terbagi menjadi 3 :
Pertama, children on the street, yakni anak-anak pelaku
ekonomi di jalanan atau sebagai pekerja di jalan. Tetapi

masih mempunyai hubungan yang cukup erat terhadap

! David casidi silitonga dan Muaz zul, Penerapan Hukum
terhadap pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak,Mercatoria, vol7
no.1, Juni 2014

2. Rachmat Harun, Analisis Yuridis tentang tindak Pidana
Pencabulan Anak, Lex Crimen vol 4 no.4, Juni 2015
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orangtua mereka. Namun, karena faktor ekonomi yang
mendesak harus menyangga ekonomi demi kebutuhan
bersama. Kedua, children of the street, yakni anak jalanan
yang berpartisipasi penuh di jalanan. Selain itu, tidak
memiliki hubungan baik dengan orangtua. Biasanya,
mereka adalah anak korban perceraian, atau kurangnya
kasih sayang dari orangtua. Ketiga, children from families
of the street, adalah anak yang hidup bersama keluarganya
di jalanan. Meskipun anak-anak ini memiliki hubungan
baik dengan keluarganya, namun hidup mereka tidak bisa
menetap di suatu tempat dan harus berpindah-pindah dari

jalan ini ke jalan lain.

Anak terlantar

Anak terlantar identik dengan kemiskinan,
sehingga semakin bertambahnya populasi mereka dapat
menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Faktor
yang membuat semakin banyak anak terlantar di jalanan ini
seperti pengasuhan orang tua yang salah faktor ekonomi
yang semakin mendesak kebutuhannya, bisa juga karena
kurangnya perhatian dan pendidikan yang ketat dari orang

tuanya.

2 Bagong Suyanto,Sosiologi anak, (Jakarta: Kencana 2019) HIm
115-116

22



2. Pencurian
a. Pencurian dalam Hukum Positif Indonesia

Pencurian sebagaimana yang diatur dalam
KUHP pasal 362, mengandung 2 unsur. Yaitu unsur
objektif ada pada tindakan mengambil, keseluruhan
atau sebagian, dan kepunyaan orang lain. Ada
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang jika
dilanggar mendapat sanksi atau penjara.  Unsur
subjektif, yaitu ada pada maksud tindakan yang
dilakukan, untuk memiliki secara melawan hukum.?

Menurut R. Soesilo, beberapa elemen tindak
pidana pencurian pasal 362 KUHP, yaitu : Pertama,
perbuatan “mengambil” yang diambil keseluruhan atau
sebagian, yang diambil adalah barang bukan milik
sendiri dan untuk dimiliki secara melawan hukum.
Kedua, mengambil untuk dikuasai, saat mengambil
barang, barang bukan pada kekuasaannya melainkan
ada pada kekuasaan orang lain. Jika ada pada
kekuasaannya, maka disebut dengan penggelapan.
Ketiga,sesuatu barang yang berwujud dan bisa
dipindah. Keempat, barang itu milik orang lain. Jika
tidak kepunyaan orang lain, misal binatang liar maka itu

tidak dianggap sebagai pencurian. Kelima, pengambilan

# Ismu Gunadi, ccepat dan mudah memahami hukum pidana,
(Jakarta: Kencana 2014) , 128.
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barang harus dengan sengaja dan dilakukan dengan
secara melawan hukum.
. Pencurian dalam Hukum Islam

Sarigah (pencurian) berasal dari kata saraga-
yasriqu-saragan. Sedangkan menurut etimologi adalah
dlia s 48 4lle 331 yang berarti mengambil harta milik
orang lain secara sembunyi-sembunyi.?® Dalam kitab
mawahibul jalil, dijelaskan tentang pencurian sebagai
berikut:

clA Wodade i ) e (e dusd Jlal) 23148yl

Jlall e 48 pu 5 Al aala e 40l (8

Menurut Ibnu Arafah, pencurian adalah

pengambilan harta benda milik orang lain tanpa

syubhat, dengan ukuran bendanya adalah 1 nishab dan

bendanya bisa berpindah dan dilakukan secara diam-
diam.”’

Adapun unsur-unsur  pencurian,diantaranya:

pengambilan secara diam-diam, barang yang diambil

% |smu Gunadi, ccepat dan mudah memahami hukum pidana,
(Jakarta: Kencana 2014) ,129.

% Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta : Sinar
Grafika Offset 2016),99.

" Abdullah bin Muhammad, mawahibul jalil, (Surabaya:Darul
kutub ilmiyah),413.
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berupa harta, harta yang dicuri adalah milik orang lain,

adanya niat melawan hukum.”®
Abdul gadir Audah menyebutkan bahwa
pencurian dibagi menjadi 2. Yaitu pencurian dengan
hukuman had dan hukuman takzir. Pencurian dengan
hukuman had dibagi menjadi 2 yaitu pencurian sughra

dan pencurian kubra.”®
semakin mendesak kebutuhannya, bisa juga
karena meninggalnya orang tua, sehingga anak
diterlant®®arkan oleh keluarganya. Hal ini menjadi
pemicu utama anak terlantar di jalanan. Sehingga,
mereka bisa saja melakukan kriminalitas dan lain-lain.
3. Pemidanaan / Sanksi

Sebagian berpendapat bahwa pemidanaan masih
menjadi persoalan murni hukum (purely legal matter). J.D
Mabbot memandang bahwa “orang jahat” adalah orang
yang telah melanggar hukum, bukan seseorang yang jahat.
Menurutnya, seorang yang tidak bersalah adalah ornag

yang belum melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa

%8 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,(Jakarta:Sinar
Grafika 2016) ,83.

2 Abdul Qadir Audah, Tasyri’ al-jina’i, (Qahirah: Darul Hadits)
,401

% Harrys pratama teguh, teori dan praktek perlindungan anak
dalam hukum pidana, (Yogyakarta: Andi Ofset 2018) him. 305.
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jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum
lain. %

Mabbot berpendapat bahwa pemidanaan terjadi
karena akibat dari yang dilakukan seseorang yang bisa
bukan dari hukum, artinya jahat atau tidak jahat jika
seseorang melanggar hukum maka harus dipidana.®
Pemidanaan juga harus berorientasi pada faktor “orang”
atau pelaku tindak pidana.* Karena di Indonesia proses
pemidanaan ini antara proses pemidanaan dewasa dan
anak-anak berbeda. Berdasarkan UU Pemasyarakatan,
tujuan pidana anak adalah menyadarkan kesalahannya,
menjadikan manusia seutuhnya, memperbaiki diri, tidak
mengulang kesalahan yang sama, dan dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat.** Dalam hal ini
masuk dalam sistem pemidanaan retributif. Menurut Kant,
yaitu pidana yang dilaksanakan bukan semata-mata untuk

tujuan perbaikan bagi pelaku, namun juga untuk

31 M. Sholehuddin, sistem sanksi dalam hukum pidana, (Jakarta:
PT raja Grafindo persada), 68.

%2 M. Sholehuddin, sistem sanksi dalam hukum pidana, (Jakarta:
PT raja Grafindo persada),69.

%3 Barda Nawawi Arif, kebijakan Hukum Pidana,(Jakarta: Kencana
2016),95.

% Widodo, perspektif hukum pidana dan kebijakan
pemidanaan,(Yogyakarta: Aswaja pressindo 2017),66-67.
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masyarakat. Namun, dengan syarat sudah terjadinya tindak
pidana yang dilakukan oleh orang™®.
Berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-undang
Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang
pengadilan anak, tindakan yang dapat dijatuhkan kepada
anak nakal ialah :
a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua
asuh.
b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti
pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja
c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau
Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di
bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.*
4. Hukuman / pertanggungjawaban pencurian dalam
Islam
a. Hukuman Had
Had adalah perbuatan yang dilarang oleh syar’i
dan telah ditetapkan keharamannya dalam nas syar’i. ¥’
Syarat dilaksanakannya Hukuman Had adalah

adanya pelarangan atau terbukti bersalah bahwa pelaku

% Gunawan, Konsep pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi,
(Jakarta : Kencana ,2018) ,73.

% Harrys pratama teguh, teori dan praktek perlindungan anak
dalam hukum pidana, (Yogyakarta: CV Andi 2018) ,143-144.

" Ridwan,Limitasi Hukum Pidana Islam,(Semarang: Walisongo
Press),19.
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mencuri, balig, sehat jasmani dan rohani, mencapai satu
nishab.
b. Hukuman takzir

Takzir berarti mendidik. Menurut Syara’ adalah
mendidik atas kesalahan yang tidak dihukumi had
atasnya. Seperti halnya mencuri sebiji kurma, karena
hal ini dilansir kurang dari satu nishab, sehingga tidak
memenuhi kriteria hukuman had.

Macam-macam  Hukuman takzir adalah:
Hukuman mati, hukuman jilid, hukuman
penjara,hukuman pengasingan, hukuman pemboikotan,

Hukuman salib, dan hukuman denda.

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara menggambarkan
sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk
mencapai  tujuan dengan cara mencari, mencatat,
merumuskan, dan menganalisis sampai menyususun laporan.®
Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting
untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena
metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang

menjadi tujuan dan sasaran penelitian.*

% Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian,
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), him.1.

% Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2002), him. 15.
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1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu
penelitian yang mengkaji studi dokumen. Dalam
menemukan  jawaban pokok permasalahan  yang
dirumuskan, penulis menggunakan bahan-bahan primer
dan sekunder, baik berupa putusan pengadilan, ayat al-
Quran, hadits, ijma ulama, perundangundangan, putusan
pengadilan, kitab, jurnal, buku, artikel maupun sumber
tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian
ini.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan baha-
bahan hukum kualitatif yaitu bahan hukum yang berupa
gagasan-gagasan normatif dan teori-teori hukum lainnya.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Data primer
Bahan hukum primer (Primary resource), adalah
bahan hukum pokok (utama), dalam hal ini mempunyai
kekuatan yang mengikat secara deskriptif, seperti Al-

qur’an, Al Hadis, Undang-Undang, [jma’ Ulama, dan

0 Munir Fuady,Metode riset hukum,(Depok:Raja grafindo Pratama
2018) HIm.95-96
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KitaB Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
Putusan pengadilan dan hasil wawancara.
b. Data sekunder
Yaitu bahan hukum yang menjadi penjelas dari
bahan hukum primer yaitu berupa tafsir Al-Qur’an,
Figh dan terjemah serta buku-buku materi yang
berkaitan.
c. Bahan Hukum tersier.
Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk
,aupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder vyairu berupa buku-buku hukum pidana,
Koran, Ensiklopedia, internet, dan bahan-bahan lainnya
yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian
ini.
3. Metode pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan fokus menelaah sumber data
primer dan sumber hukum sekunder, dengan telaah pustaka
dan menganalisa kasus atau permasalahan yang dibahas.
4. Metode analisa data
Untuk mengkaji data yang diperoleh,penulis
menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif

dengan cara mereduksi data, meyajikan data dan menark
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kesimpulan. Data yang terkumpul diseleksi dan
diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya.

G. Sistematika penelitian

Berdasarkan sistematika pembahasan skripsi ini akan
diuraikan kedalam 5 bab, masing-masing bab membahas
persoalan sendiri. Namun, tiap-tiap bab mempunyai sinergitas
pembahasan, artinya mempunyai korelasi arah pembahasan
yang terkait dan struktur. Antara lain sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan. Sebagai pengantar dan
pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang
permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta
sistematika penulisan

Bab Il Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh
Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.
Dalam bab ini membahas tentang perspektif hukum Pidana
Islam berkaitan dengan Pencurian, pembagiannya, unsur-
unsur serta sanksinya. Dalam Perspektif Hukum Positif
membahas tentang tindak pidnaa pencurian, membahas anak
dan hukuman yang diberatkan.

Bab 111 Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan No.
2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jpa. membahas isi  dakwaan,
pertimbangan Hakim, dan Amar Putusan

Bab IV Analisis pertanggungjawaban pencurian oleh

anak dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum
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Positif. Bab ini berisi tentang jawaban atas rumusan masalah.
Dalam bab ini mengkaji tentang pertanggungjawaban
hukuman pencurian yang dilakukan anak dibawah umur.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan akhir dari
penulisan skripsi yang di dalamnya akan diuraikan mengenai
kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang

dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat.
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BAB Il
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pencurian dalam Hukum Pidana Islam
1. Pengertian pencurian
Lo g i alia .15\}\42:\?5,; el ds) 1 aa) 33l
S o i Ll JUs) 0 e s das JU

Sirgah secara bahsa adalah mengambil sesuatu atau
mengambil harta. Sedangkan secara istilah adalah
mengambil barang / harta secara dzalim dan dengan cara
diam-diam dari tempat penyimpanan mestinya.

Pencurian menurut syariat adalah mengambil harta
orang lain dengan cara aniaya tanpa ada takwil dan syubhat
dan hukumannya adalah potong tangan jika memenuhi
syarat.”® Dalam Al-Qamus, pencurian dan curi mencuri
dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi untuk
mengambil harta orang lain,dari tempat penyimpanan. Ibnu

Arafah mengatakan bahwa pencurian menurut orang arab

1 Abdullah syamsudin Muhammad,Fathil Qarib,(Rembang:Aly
Ridlo waikhwan) HIm. 118
Sayyid Ahmad bin Umar Asy-syathiri,Yaqutunnafis,
(Surabaya:Toko Kitab Hidayah)HIm191-192
* Surahman hidayat, Pengantar Studi Syari’ah, (Jakarta: Robbani
Press 2008) HIm. 513
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adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi
ketempat penyimpanan harta. Sehingga bisa disimpulkan
bahwa pencurian melibatkan 3 hal, yaitu : Mengambil
harta milik orang lain, dilakukan dengan sembunyi-
sembunyi, harta yang diambil dari tempat penyimpanan.*

Mencuri merupakan tindakan yang dilarang oleh
agama Islam, karena hal ini masuk dalam dosa besar.
Tujuan dari mencuri adalah untuk memiliki secara
melawan hukum harta yang bukan  milik sendiri.
Kemudian, jika barang yang dicuri ini sampai masuk atau
dikonsumsi pribadi, maka akan masuk kedalam tubuh dan
menjadi daging dari barang haram. Disamping itu, Allah
memerintahkan umat-Nya untuk senantiasa memakan
makanan yang halal. Hal ini terdapat dalam surat Al-
Maidah ayat 88 yang artinya “dan makanlah makanan yang
diberikan Allah kepadamu yang halal dan baik” *.
Sedangkan dalam Kitab Mulakhkhash figh disebutkan
definisi mencuri (yang wajib dikenakan had) adalah
mengambil harta secara sembunyi-sembunyi  dari
pemiliknya, yang dilakukan oleh mukallaf, dan harta yang

dicuri mencapai satu nishab, diambil dari tempat

* Sayyid Sabig,Fikih Sunnah,(Jakarta:Cakrawala  Publishing
2009) HIm.352

*> Amir Syarifudin,Garis-garis besar Figh,(Jakarta:Kencana 2003)
,297.
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penyimpanannya dan pemilik harta tersebut dilindungi
secara syar’i serta tidak ada syubhat bagi yang
mengambilnya. *® Dari beberapa definisi pencurian diatas,
pelaku korupsi atau koruptor, pembajak tidak termasuk
dalam kategori pencuri yang dapat dihukumi had sirgah.

2. Unsur dan macam-macam Pencurian

Pembagian pencurian ada 2, yaitu: Pencurian yang
hukumannya had, pencurian yang hukumannya takzir.*’

Adapun pencurian yang hukumannya had, menurut
Abdul Qadir Audah dibagi menjadi 2, yaitu: pencurian
kecil (Sughra): yaitu mengambil harta milik orang lain
dengan sembunyi-sembunyi, pencurian besar (Kubro) yaitu
mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.*

Pencurian yang hukumannya takzir diantaranya
yaitu : pencurian yang didalamnya tidak ada syarat-syarat
had yang terpenuhi, dan pencurian dengan mengambil
harta orang lain dengan cara tidak sembunyi-sembunyi

atau dengan diketahui korban tetapi korban tidak

* Syaikh Sholeh bin Fauzan,Mulakhkhash figh(Jakarta:Pustaka
Ibnu Katsir 2013) ,408.

" Ahmad wardi Muslich,Hukum Pidana Islam,(Jakarta:Sinar
Grafika Offset 2016) ,81.

8 Abdul Qadir Audah,Tasyri, ’4l-Jinai Juz I1,(Qahirah:Darul
Hadits) ,401.
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meridloinya dan tanpa kekerasan. ** Contohnya seperti
menjambret kalung dari seorang wanita, lalu penjambret
melarikan diri dan korban melihat serta meminta bantuan.
Adapun unsur-unsur pencurian yaitu :
a. Mengambil harta secara diam-diam
Pencurian adalah pengambilan harta milik orang
lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Maka, jika
barang tersebut diambil secara terang-terangan tidak
dinamakan Sirgah atau pencurian, tetapi Nahab atau
perampasan.”. Contoh, mengambil harta orang lain
dirumah seseorang yang sedang tidur, kemudian
pemilik terbangun dan melihat aksi pencurian tersebut.
Maka hal ini tidak lagi dinamakan pencurian namun
dinamakan perampasan. **
Disebut dengan mengambil harta secara diam-
diam yaitu mengambil harta dengan tanpa
sepengetahuan dan tanpa ridlo atau kerelaan dari

pemilik harta (Majni alaih). Jika pengambilan dengan

* Abdul Qadir Audah,Tasyri,’Al-Jinai Juz 1l,(Qahirah:Darul
Hadits) ,402.

%0 Ahmad Wardi muslich,Hukum Pidana Islam,(Jakarta:Sinar
Grafindo 2016), 82.

3 Muhammad bin Ahmad Asy
syathiri,Yaqutunnafis,(Surabaya: Toko Kitab Hidayah) ,191.

2 Ahmad Wardi muslich,Hukum Pidana Islam,(Jakarta:Sinar
Grafindo 2016),83.
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kerelaan dari pemilik harta, maka tidak disebut dengan
Jarimah.*®
b. Barang yang dicuri berupa harta
Salah satu unsur penting dikenakannya
hukuman potong tangan bagi pencuri adalah harta yang
dicuri berupa harta. Jika selain harta seperti hamba
sahaya, anak kecil yang belum tamyiz, maka tidak bisa
dikenai hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian.
Dalam hal ini imam Malik dan Zhahiriyah berbeda
pendapat. Beliau berpendapat bahwa anak kecil bisa
dijadikan objek pencurian, meskipun bukan hamba
sahaya, dan pelaku yang melakukan pencurian bisa
dikenakan hukuman had. >
Beberapa syarat dipenuhinya hukuman potong
tangan berkaitan dengan harta adalah :
1.) Harta yang dicuri berupa harta manqulan (harta yang
bisa berpindah).
Syarat dari harta manqulan adalah harta
yang bersifat materil, seperti uang dan kayu. Begitu
pula dengan barang-barang yang keras seperti besi,

dan yang mengalir seperti air, atau berbentuk gas

 Abdul Qadir Audah,Tasyri,’4l-Jinai Juz I1,(Qahirah:Darul
Hadits),404.

> Ahmad Wardi Muslich,Hukum Pidana lIslam, (Jakarta:Sinar
Grafika 2016),83.
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seperti gas. Tetapi tidak dengan tempat, suatu tempat
atau tempat domisili tidak bisa dicuri karena bukan
termasuk harta yang bisa berpindah. *°
2.) Harta yang dicuri berupa harta Mutagawiman
Hartanya berupa harta yang berharga atau
ada nilainya dalam semua keadaan yang sesuai
syara’. Adapun seperti khamr, babi merupakan
barang yang dalam kaum muslim tidak berharga dan
bagi kaum nonmuslim adalah berharga. Maka
pencurian dengan harta yang seperti ini tidak dikenai
hukuman had. Selain itu karena sifathya yang
syubhat dan tidak dikenai had bagi sesuatu yang
syubhat.”®
3.)Harta yang dicuri yaitu harta yang disimpan
ditempat semestinya
Pendapat para fugaha’atau ulama Mesir
mengatakan bahwa wajib dipotong tangan pencurian
barang yang disimpan ditempat semestinya. Dan
para pakar hadis mengatakan bahwa tetap dihukumi

potong tangan pada pencurian yang mencapai satu

> Abdul Qadir Audah,Tasyri,’4l-Jinai Juz I1,(Qahirah:Darul
Hadits),422.

®  Abdul Qadir Audah,Tasyri,’4l-Jinai Juz I1,(Qahirah:Darul
Hadits),423.
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nishab, meskipun tidak berasal  dari tempat
penyimpanannya. °’

Dalam hal ini, jika pencurian yang
disyaratkan tidak berasal dari tempat
penyimpanannya, maka tidak dikenai hukuman.
Contohnya vyaitu pencurian buah-buahan yang
diambil langsung dari pohonnya. Karena pohon
bukan merupakan tempat penyimpanan buah-
buahan. *® Begitu juga dengan mengambil dijalan
saat jalan kaki, atau bukan tempat yang khusus
untuk menyimpan sesuatu,juga tidak disyaratkan
potong tangan bagi pencurian kurma yang langsung
dari pohonnya. *°

Hirz atau tempat penyimpanan ada dua
macam, yaitu:

- Hirz bil makan atau Hirz Binafsih
Pendapat imam Malik Hirzul makan yaitu
setiap tempat yang bisa mencegah orang masuk
tanpa izin, contohnya rumah kantor, kandang

hewan, dIl. Imam Malik tidak mensyaratkan

% Abdul Qadir Audah,Tasyri,'Al-Jinai Juz 11,(Qahirah:Darul
Hadits),431.
% Ahmad Wardi Muslich,Hukum Pidana lIslam, (Jakarta:Sinar
Grafika 2016) , 84.
Imam Al-Haitsami,Majmu’Zawaid wa manbu’
fawaid,(Lebanon:1988),274
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secara khusus bahwa Hirzul makan harus berupa
bangunan atau rumah. Dan Imam Abi Hanifah
mensyaratkan Hirzul makan adalah tempat yang
tidak berpindah-pindah, seperti halnya rumah
yang dikunci. Sedangkan Imam Syafi’i dan Imam
Ahmad mensyaratkan pada tempat yang bisa
untuk menyimpan dan harus terkunci/ tidak
seorang pun bisa masuk atau mengambilnya. ®
- Hirz bil hafiz atau Hirz Bighairih
Yaitu tempat penyimpanan yang tidak
disiapkan untuk menyimpan barang. Seperti
masjid, atau Jalan.
4.) Harta yang dicuri mencapai satu nishab®
Nishab barang vyang dicuri adalah
seperempat dinar.dengan estimasi 1 Dinar = 13,44
gram emas, sedangkan 1 gram emas senilai kurang
lebih Rp. 450.000,-. Jadi ¥ dinar adalah 13,44 x Rp.
450.000 : 4 = Rp. 1.512.000. dengan demikian, nilai
barang vyang dicuri harus disesuaikan dengan
keadaan zaman sekarang. Misal 1 nishabnya 1 dinar
, sehingga Rp. 1.512.000 x 4 + 6.048.000, artinya

% Abdul Qadir Audah,Tasyri,’4l-Jinai Juz I1,(Qahirah:Darul
Hadits), 432.

1 Abdul Qadir Audah,Tasyri,’4l-Jinai Juz I1,(Qahirah:Darul
Hadits),422.

40



pencuri bisa dijatuhi hukuman potong tangan jika
barang yang dicuri seniali diatas 6 juta. °
c. Harta yang dicuri berupa milik orang lain

Disyaratkan adanya hukuman pencurian adalah
harta yang dicuri milik orang bukan milik orang yang
mencuri.  Pemilikan pencurian atas barang yang
dicurinya yang menyebabaka dirinya tidak dikenai
hukuman harus tetap berlangsung sampai dengan saat
dilakukannya pencurian. Oleh karena itu, apabila awal
kepemilikan barang yang dicuri adalah miliknya,
namun ada akad pemindahan kepemilikan pada orang
lain, kemudian pencuri ini mencuri barang yang sudah
tidak lagi miliknya itu maka tetap dikenai hukuman
had. Meskipun awalnya barang itu adalah milik si
pencuri.

Di sisi lain, kepemilikan barang tidak boleh
syubhat untuk bisa dikenai hukuman had pada pencuri.
Namun hal ini hanya dikenai hukuman takzir. Misalnya,
orangtua yang mencuri harta anaknya, hal ini tidak bisa
dikenai hukuman had meskipun dilakukan secara
sembunyi-sembunyi. Karena harta anak dianggap

sebagian milik orangtuanya. Alasan inilah yang

%2 Rokhmadi,Hukum Pidana Islam,(Semarang:2015)HIm 64
% Ahmad Wardi Muslich,Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar
Grafika 2016) HIm 87
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menjadi latar belakang adanya syubhat dalam harta
tersebut.
Rasulullah bersabda :

Sy &UL&} S|

Engkau dan hartamu milik Ayahmu.
Demikian pula dengan pencurian orang yang
mencuri harta bersama-sama dengan orang yang
menjadi korban, karena hal ini dianggap syubhat.
Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah,
Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan golongan syi’ah.
Namun, berbeda dengan imam Malik yang
mengemukakan bahwa jika kasus ini terjadi maka akan
tetap dikenai hukuman had apabila pengambilannya
sampai satu nishab atau pencurian yang lebih besar
jumlahnya daripada hak miliknya.®*
d. Sengaja melawan Hukum ®
3. Hukuman / Sanksi tindak Pelanggaran pidana dalam
Islam
a. Hukuman Had
Kata hudud merupakan bentuk jamak dari kata

hadd. Menurut bahasa hadd  berarti pelarangan,.

Abdul Qadir Audah,Tasyri,’4l-Jinai Juz I1,(Qahirah:Darul
Hadits) HIm 459

®Ahmad Wardi Muslich,Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar
Grafika 2016) HIm 61
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Menurut istilah figh hadd adalah perbuatan yang
dilarang oleh syar’i dan telah ditetapkan keharamannya
dalam nas syar’i. ®© Lebih spesifik lagi, Audud
didefinisikan sebagai  “perbuatan-perbuatan yang
diharamkan oleh syara’ dan diancam hukuman yang
sudah ditentukan oleh Allah swt.” Jarimah-jarimah
yang diancam hukuman Audud adalah; perzinahan,
tuduhan  zina, meminum  khamr,  pencurian,
perampokan, murtad atau keluar dari islam dan
pemberontakan. Namun, ada juga beberapa fuqaha’
yang menentukan jarimah Audud hanya ada 4, yaitu
selain yang dosebutkan hanya meminum khamr, dan
murtad dimasukan kedalam jarimah takzir dengan
alasan dalam nas al-Qur’an maupun as-Sunah tidak
menentukan hukuman khusus bagi kedua jarimah
tersebut.

Adapun had pencurian dalam al-Qur’an

dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 38:
B 5 VK G825 Lagantl 3B By By
V.S.a-"f/ 5 },; Qg

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang
mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai)

% Ridwan,Limitasi Hukum Pidana Islam,(Semarang:Walisongo
press) HIm.19
*" 1bid,HIm.20
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pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan

dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah

Maha Bijaksana lagi Maha Perkasa.” (Q.S Al-

Maidah:38).

Menurut para fuqaha’ kata “tangan” diatas juga
berlaku untuk kaki. Maksutnya, jika pencuri melakukan
pencurian beberapa kali, maka yang pertama adalah
tangan, jika masih mencuri, maka kakinya juga ikut
dipotong. Dalam kitab tafsir Munir, dijelaskan bahwa
hukuman had potong tangan dilaksanakan jika sudah
mencapai nishab dan memenuhi kriterian pencurian.
Yakni, seperempat dinar dan diambil secara diam-diam
dari tempat penyimpanannya yang aman. Hukuman
potong tangan dilakukan mulai dari pergelangan tangan.
Hal ini adalah pendapat dari mayoritas ulama selain
Hanafiyah.

Adapun pendapat dari imam Syafi’i, imam
Malik, imam Ahmad dan Abu yusuf, jika korban
memberikan maaf kepada pelaku, maka hukuman
potong tangan akan gugur jika belum diajukan
kehadapan imam. Selain itu, hukuman potong tangan
juga akan gugur jika barang yang dicuri dihibahkan
kepada pelaku, meskipun sudah diadukan ke hadapan

imam. Hal ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan
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Muhammad.®® Dalam Tafsir Jalalain, karya dua Imam
Jalaludin menjelaskan secara rinci proses potong
tangan. Yakni, potong tangan yang dilakukan pertama
adalah tangan sebelah kanan yang dimulai dari
pergelangan tangan. Kemudian jika pelaku melakukan
pencurian lagi dan memenuhi syarat, maka dipotonglah
kaki Kiri. Jika melakukannya lagi, maka dipotonglah
tangan kiri. Kemudian jika masih melakukan pencurian
lagi, maka dipotonglah kaki kanan dimulai dari
pergelangan kaki. Sehingga, pelaku pencurian
dimungkinkan tidak bisa mencuri lagi. Karena kedua
tangan dan kedua kaki sudah dipotong.®

Di sisi lain Imam Hanafi dan Imam Hambali
memiliki pendapat yang berbeda. Yakni jika seseorang
sudah melakukan pencuria untuk kedua kalinya, maka
tidak ada lagi hukuman potong tangan atau kakinya.
Namun ditetapkan hukuman takzir dan mengganti apa
yang sudah dicurinya.

Hujjah yang dikemukakan oleh mayoritas
ulama tentang hal potong tangan adalah jika ada

anggota badan yang dipotong untuk ketiga kalinya,

% Wahbah Az-zuhaili,terjemah Tafsir Munir Jilid 3,(Jakarta:Gema
Insani 2016), 509.

% Jalaludin Al-mahalli dan Jalaludin As-suyuthi,Tafsir Al-
jalalain,(Surabaya:lmaratullah),100.

45



maka akan menghilangkan sifat manfaat dari anggota
badan tersebut. Jika ada potong tangan setelah kaki Kiri,
kemudian dilaksanakan potong tangan Kiri, maka
bagaimana dia akan bekerja jika kedua tangannya sudah
tidak ada. Lalu bagaimana dia akan melakukan
kebutuhan-kebutuhan yang didapatkan dari fungsi kaki
itu sendiri. Oleh karena itu, diriwayatkan dari beberapa
sahabat jika terdapat potong tangan setelah pencurian
kedua lalu bagaimana dia akan berwudhu dan
beristinja(bersuci setelah melakukan buang air). Hal ini
diisyaratkan untuk pembatasan pemotongan satu tangan
dan satu kaki untuk melakukan kebutuhan-kebutuhan
pokoknya. Beberapa imam yang meriwayatkan hukum
potong tangan ketiga dan keempat kalinya adalah atas
dasar Hadis Nabi, bahwasannya Rasulullah pernah
bersabda “Apabila ia mencuri ketiga kalinya maka
potonglah tangannya yang Kkiri, apabila ia mencuri
keempat kalinya maka potonglah kakinya yang
kanan”®.

Tentang hal potong tangan juga diterangkan

dalam Hadis. Diantaranya :

" Abdus sami’ Ahmad Imam,Pengantar Studi Perbandingan
Madzhab,(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar),336.
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Nabi Saw. Telah memotong tangan seorang
yang mencuri sebuah perisai seharga tiga dirham.
Jumhur ulama salaf dan Khalaf menyatakan bahwa
nisab barang yang dicuri senilai 3 dirham atau bernilai
seperempat dinar atau lebih. Sedangkan Al-Bitty dan
Rabi’ah menyatakan bahwa pencuri yang mencuri
barang senilai satu dirham, maka hukumannya adalah
potong tangan. Namun, di sisi lain Jumhur Ulama
menyatakan ada nisab barang yang dicuri meskipun
masih banyak perbedaan pendapat.

Nisab barang yang dicuri, dengan dalil yang
kuat ada dua, yaitu Seperempat dinar emas 3 dirham
perak dan 10 dirham

Dalam menentukan nilai benda yang dicuri
banyak perbedaan pendapat. Imam malik mengatakan
dinilai dengan dirham, bukan disamakan dengan Y%
dinar(1,62 gram)™ . selain itu harga emas dari masa ke

masa juga berbeda. Per tanggal 16 November 2022

™ Marsaid,Al-figh Al-Jinayah,(Palembang:CV.Amanah 2020)
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harga emas per gram adalah Rp. 981.000,- * . Jika

dikalkulasikan maka menjadi:

1,62 x 981.000 = Rp. 1.589.200.

Namun hal ini dengan ketentuan apabila
penukaran itu tidak sama jenisnya. Menurut Asy-
Syafi’i, patokan dalam menilai sesuatu adalah emas.
Sedangkan menurut Imam Malik, masing-masing
berdiri sendiri atau tidak berpatokan pada salah satunya.
73

Di sisi lain, bagian nishab yang dirumuskan pak
Rokhmadi adalah sama. Namun, estimasi 1 Dinar =
13,44 gram emas, sedangkan 1 gram emas senilai
kurang lebih Rp. 450.000,-. Jadi ¥ dinar adalah 13,44 x
Rp. 450.000 : 4 = Rp. 1.512.000. dengan demikian,
nilai barang yang dicuri harus disesuaikan dengan
keadaan zaman sekarang. Misal 1 nishabnya 1 dinar
sehingga Rp. 1.512.000 x 4 + 6.048.000, artinya
pencuri bisa dijatuhi hukuman potong tangan jika

barang yang dicuri seniali diatas 6 juta.”

"2 https://www.logammulia/com/id/harga-emas-hari-ini

®  Muhamad  Hashi  As-shidigi,Koleksi ~ Hadis-hadis
Hukum,(Semarang:PT Petraya Mitrajaya 2001),159.

™ Rokhmadi,Hukum Pidana Islam,(Semarang:2015)HIm 64
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Adapun tujuan dari adanya hukuman ini adalah
untuk memberikan efek jera. Bukan semena-mena
berlebihan dalam mengintimidasi atau memberikan
hukuman pada pelaku Jarimah.

Dijelaskan dalam Hadis :

Gl aom 4 O30 08 : JB5 508 ool Ge s

il 5,5 8% fadid Al 3l G

4\7}1; -t ‘glé }'5 &4z

Dari Abi hurairah berkata: Rasulullah saw.
Bersabda “Allah  melaknat pencuri yang
mencuri telur  kemudian dipotonglah
tangannya, dan yang mencuri tali dan
dipotonglah tangannya. (H.R Muttafaqun alaih)

Dalam penjelasan di kitab Bulughul maram, hal

ini dijelaskan bahwa Hadis ini di takwil dan bukan
maksud secara dzahir atau tertulisnya. Namun hukuman
ini dimaksudkan karena jika sudah mencuri maka ada
potensi untuk mencuri yang lebih besar. Hal inilah yang
menjadi latar belakang hukuman potong tangan. Dan
para imam bersepakat tentang syarat-syarat dalam nisab

atau batasan harta yang dicurinya. Nabi tidak
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bermaksud berlebihan dalam memberikan hukuman,
atau mengintimidasi pelaku.”

Ada  beberapa syarat yang  menjadi
pertimbangan dalam penetapan hukuman potong tangan
bagi tindak pidana pencurian : Pencuri sudah mukallaf
yakni sudah baligh dan berakal, tidak ada unsur paksaan
dalam mencuri atau atas kemauan sendiri, tidak terdapat
unsur syubhat dalam harta pencurian.”

Hukuman potong tangan ini dilakukan oleh
Imam (Pemimpin) atas kemauan atau tuntutan dari
korban dan setelah ditetapkannya pencuri dengan
pembuktian pencuriannya. ”’

b. Hukuman Takzir

Takzir menurut bahasa adalah mendidik.
Menurut Syara’ adalah mendidik atas kesalahan yang
tidak dihukumi had atasnya. Seperti atas pencurian
kurma. Dan yang berhak menakzir atasnya adalah
Tuannya atau Bapaknya atau suaminya. "

Hukuman takzir adalah hukuman yang tidak

ditetapkan oleh ketentuan Allah dan Qadi berkenan

75

ilmi),276.

’® Shobirin, ljtihad Khulafaur Rasyidin,(Semarang:Sagha grafika
2008), 181.

" Syekh Samsuddin,Mughni Muhtaj,(Lebanon:DKI Bairut)

® Sayid Abu Bakar Muhammad,/ ’anatuThalibin, (Jakarta:DKI
Kalibata),301.

Ibnu Hajar As-agalani,Bulughul maram,(Surabaya: Nurul
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memberikan hukuman yang pantas dan sesuai dengan
apa Yyang dilakukannya. Pelanggaran yang dapat
dihukum dengan hukuman ini adalah kejahatan yang
menganggu ketertiban masyarakat dan merugikan orang
lain serta harta dari orang lain. "

Dasar hukum disyariatkannya takzir terdapat

dalam hadis berikut:
L 05 00 pom
“Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari
kakeknya bahwasannya nabi saw. Menahan
seseorang  karena  disangka  melakukan
kejahatan.” (H.R Abu dawud, At-tirmidzi, Al-
Nasa’i, dan baihagqi. Disahkan oleh Hakim)80
Hadis ini menjelaskan tentang tindakan nabi
yang menahan pelaku tindak kejahatan untuk
memudahkan proses penyelidikan. Karena
dikhawatirkan jika tidak ditahan, maka pelaku akan lari
dan menghilangkan barang bukti atau bahkan bisa
melakukan kejahatan kembali yang serupa, atau

kejahatan lainnya®".

® Marsaid,Al-figh Al-Jinayah,(Palembang:CV.Amanah),193.

8Al-Sayid Sabig,Figh Al-Sunnah,(Beirut: Dar Al fikr,1980),jilid
11,497

81 Nurul Irfan,Figh Jinayah,(Jakarta:Amzah 2013),141.
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Beberapa ulama berpendapat mengenai hukum

sanksi takzir:

1)

2)

3)

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat
bahwa hukum dari sanksi takzir ini wajib sama
halnya dengan hudud karena untuk menegakkan
syari’at dan hak Allah dan kepala negara atau
Imam atau pemimpin dalam hal ini tidak boleh
mengabaikannya.

Menurut Syafi’iyyah hukum dari sanksi takzir ini
tidak wajib. Imam, atau dalam hal ini adalah
kepala negara boleh mengabaikannya jika hal
tersebut tidak bersangkutan dengan hak adami.
Menurut mazhab Hanafiyah, takzir hukumnya
wajib jika berkaitan dengan hak adami. Tidak ada
pemberian maaf dari Hakim atau tidak ada
kebijakan hilangnya takzir atas perintah Hakim.
Karena hak adami tidak dapat digugurkan kecuali
dari orang yang dirugikannya itu. Jika berkenaan
dengan hak Allah, maka hakim boleh memutuskan
dalam hal ini. jika dirasa ada kebaikan dalam
penegakan dan pelaksanaan takzir, maka boleh

dilakukan. Akan tetapi, jika ada kemadharatan atau
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maslahat maka boleh meninggalkannya dalam arti
hal ini, pelaku dapat ampunan dari hakim.®

Tujuan daripada takzir adalah menegur dan
memberikan pelajaran. Oleh karena itu, keringanan
dalam takzir hanya terdapat dalam jumlahnya yang
dikurangi, bukan dihilangkan.

Penetapan sanksi takzir dilakukan melalui
pengakuan, bukti, serta kesaksian atau pengetahuan dari
hakim dan saksi. Kesaksian dari perempuan dan laki-
laki diperbolehkan, namun kesaksian dari seorang

perempuan saja maka tidak diperbolehkan.

Macam-macam Hukuman Takzir
1) Hukuman Mati
Ulama Hanafiyah membolehkan kepada ulil
amri untuk menerapkan hukuman mati jika jarimah
atau kejahatan yang dilakukan tidak cukup satu kali
atau berulang-ulang. Contohnya, mencuri dengan
dilakukan  berkali-kali.  Sejalan dengan ini,
Malikiyah juga membolehkan hukuman mati namun
untuk jarimah-jarimah tertentu. Seperti sepionase
dan sebagian fuqaha Syafi’iyyah memperbolehkan

hukuam mati ini jika adanya penyebaran ajaran-

82 Nurul Irfan,Figh Jinayah,(Jakarta:Amzah 2013),145.
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2)

3)

ajaran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur’an
dan Sunnah.
Hukuman Jilid

Hukuman jilid ini ada halnya dalam jarimah
hudud. Namun jika dalam jarimah hudud hanya
beberapa atau jarimah tertentu, maka dalam jarimah
takzir ini diterapkan dalam jarimah apa saja.
Hukuman jilid untuk takzir tidak boleh melebihi
hukuman jilid dalam hudud.
Hukuman Penjara

Pemenjaraan secara syar’i adalah pelarangan
untuk mengatur dirinya sendiri. Baik itu dilakukan
dalam negeri, rumah, masjid, didalam penjara atau
yang lain. Metode penahanan seperti ini sudah
dilakukan sejak zaman Nabi dan Abu Bakar. Artinya
adalah pada masa Nabi dan Abu bakar tidak ada
tempat khusus yang digunakan untuk menahan
sesroang. Namun, setelah umat islam bertambah
menjadi banyak, dan daerah kekuasaan islam
semakin  luas, khalifah Umar pada saat
pemerintahannya membeli sebuah rumah dengan
harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara. Atas
dasar pelaksanaan pemenjaraan ini, para ulama

sepakat untuk membolehkan membuat penjara.
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4)

5)

6)

Namun, ada juga sebagian ulama berpendapat
berbeda atas hal ini. Alasan yang mendasari
sebagian ulama tidak menyetujui adanya penjara
adalah hal ini tidak pernah dilakukan dimasa Nabi
saw.

Hukuman Pengasingan.

Hukuman pengasingan berlaku untuk jarimah-
jarimah selain zina, hukuman ini diterapkan apabila
perbuatan pelaku dapat merugikan orang lain.
Hukuman pengasingan ini tidak boleh diperpanjang
waktunya, karena tidak ada nash yang menjelaskan
tentang batas maksimal hukuman pengasingan.
Meskipun demikian, tatkala menjatuhkan sanksi
pengasingan bagi pezina yang statusnya ghairu
muhsan, syara’ sudah menetapkan 1 tahun lamanya.
Hukuman Pemboikotan

Yaitu seorang imam atau kepala negara
mengistruksikan kepada masyarakat untuk tidak
berbicara kepada seseorang pelaku jarimah dalam
beberapa waktu tertentu.

Hukuman Salib
Hukuman ini terjadi dalam satu kondisi. Yaitu

jika sanksi bagi pelaku adalah hukuman mati.
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Terhadapnya boleh dihukumi hukuman salib. Masa
penyaliban tidak boleh lebih dari tiga hari.
7) Hukuman Denda.

Hukuman denda ini dibayarkan dengan
seharga barang yang dicuri. Misalkan barang yang
dicuri sebab tidak sampai batas nishab, seperti
mencuri sebuah kurma atau buah-buahan, maka jika
buah-buah an itu sudah tidak ada atau habis,
hukuman pencurian ini adalah dengan hukuman

denda, seharga buah yang dicurinya.®

B. Pencurian Dalam KUHP
1. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno pengertian pidana adalah
bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu
negara yang mempunyai aturan dasar ketentuan tentang
perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan
disertai ancaman pidana bagi orang atau barang siapa yang
melakukan.

Menurut Simons adalah keseluruhan larangan atau
perintah oleh negara diancam dengan nestapa yaitu pidana

apabila tidak ditaati dan keseluruhan peraturan yang

8 Abdul Qadir Audah,Tasyri,’Al-Jinai Juz 1,(Qahirah:Darul
Hadits), 527.

8 Joko Sriwidodo,Kajian Hukum Pidana Indonesia,(Jakarta: Kepel
press 2019),2.
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menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana serta
keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk
penjatuhan dan penerpaan pidana.®

Menurut Van Hamel adalah keseluruhan dasar dan
aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk
menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang
bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu
nestapa kepada yang melanggar aturan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan
bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai
pidana. Kata “pidana” hal yang dipidanakan karena suatu
hal yang dilakukan dan bersifat tidak mengenakan yang
tidak dilakukan sehari-hari.®

Sedangkan menurut Van Hamel pengertian tindak
pidana adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang
dirumuskan dalam undang-undang (wet), yang bersifat
melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan
dengan kesalahan.®’

Tindak pidana pencurian dalam KUHP pasal 362

mengandung dua unsur, yaitu: unsur objektif ada pada

8 Sudarto,Hukum Pidana I,(Semarang:Yayasan Sudarto 2013),14

8 Sudaryono &Natangsa Surbakti,Hukum Pidana Dasar-dasar
Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RUU
KUHP,(Surakarta:MUP),19

8 Sudaryono &Natangsa Surbakti,Hukum Pidana Dasar-dasar
Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RUU
KUHP,(Surakarta:MUP),92.
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tindakan mengambil, keseluruhan atau sebagian, dan
kepunyaan orang lain. Ada perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang yang jika dilanggar mendapat sanksi atau
penjara. Sedangkan unsur subjektif yaitu ada pada maksud
tindakan yang dilakukan dengan bertujuan untuk dimiliki

secara melawan hukum.

2. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana
a. Pengertian Anak

Anak merupakan penerus generasi bangsa dan
penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak
adalah karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa
harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat,
martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus
dijunjung tinggi. *

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
tahun, dan anak yang masih dalam kandungan.®
Penentuan batas usia anak tersebut mengacu pada
ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah
diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden
No. 36 Tahun 1990. Menurut Konvensi Hak Anak, anak

8 |smu Gunadi, ccepat dan mudah memahami hukum pidana,

(Jakarta: Kencana 2014) HIm. 128

8 Angger sigit Pramukti&Fuady Primarhasya,Sistem peradilan
Pidana Anak,(Jakarta:PT.Buku Seru 2015),5.

% pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
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didefiniskan sebagai setiap orang yang belum berusia
18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang
berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa
dicapai lebih awal.**

Anak memiliki keterbasan dalam memahami
dan melindungi diri dari berbagai masalah kehidupan
dan kurangnya cakap dalam memahami berbagai
pengaruh sistem yang ada. Dengan hal ini, maka
pemerintah mewujudkan perlindungan terhadap anak
yang dianggap masih kurang cakap dalam segala hal,
terutama dalam hal hukum. Sehingga, adanya Undang-
undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan
Pidana anak adalah bentuk tanggungjawab negara
terhadap anak. Demi mewujudkan anak yang
berbahagia dan menjadi generasi emas penerus bangsa.
92

b. Anak berhadapan dengan Hukum

Anak dianggap belum mampu dan mumpuni
dalam bercakap dengan hukum. Oleh karena itu, dalam
hal anak menjadi pelaku, Hakim wajib mendahulukan

hak-hak dan kepentingan anak. Terutama dalam hal

%! David Casidi Silitonga&Muaz Zul,”Penerapan Hukum terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di bawah Umur”,Jurnal
Mercatoria,vol. 7,no. 1,Juni 2014,1979-8652

% Rahmat Harun, “Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana
Pencabulan Anak”,Lex Crime,vol. 4,no. 4,2015,
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masa depan anak yang diharapkan bisa melanjutkan
kehidupannya dengan baik dan meraih masa depan
yang cerah. Dalam hal ini, maka hakim dan peran
semua pihak wajib melindungi hak-hak anak.

Anak berhadapan dengan hukum menurut pasal
1 angka 2 Undnag-undang no. 11 tahun 2012 tentang
sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban
tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam
perkara pidana. Substansi yang sangat jelas dalam
Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas
mengenai Restoratif dan Diversi. Setiap pihak atau
bahkan hakim jika anak sudah masuk dalam ranah
hukum dan dalam proses keadilan, maka wajib
berupaya untuk mendamaikan dan mengupayakan
keadilan Restoratif. Hal ini bertujuan agar bisa
membuat segala hal menjadi lebih baik, dan masyarakat
mencari solusi untuk memperbaiki, menenteramkan dan
tidak mengompori. Juga mempertimbangkan masa
depan anak yang dilansir menjadi generasi penerus

bangsa. Proses pendidikan atau  rehabilitas juga
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menjadi  jalan yang penting sebagai bentuk
perlindungan masa depan anak.”

Anak yang berkonflik dengan hukum menurut
UU no. 11 tahun 2012 adalah anak yang sudah berumur
12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun yang
diduga melakukan tindak pidana.** Meskipun di masa
sekarang banyak anak yang berhadapan dengan hukum
atau bahkan menjadi pelaku dari kejahatan, namun
dalam perlindungan hak-haknya tetap bersifat mutlak
dan wajib dilaksanakan.

Terkait upaya melindungi hak-hak anak dengan
hukum di negara ini, sistem peradilan anak harus
dimaknai secara luas. tidak hanya dimaknai sebagai
anak yang semata-mata berhadapan dengan hukum.
Namun, akar dari permasalahan yang mengantar anak
melakukan tindak pidana juga perlu diperhatikan.
Selain itu, latar belakang anak melakukan tindak pidana
kejahatan juga penting diperhatikan.*®

% Qly Viana Agustine,Sistem Peradilan Pidana,(Depok:PT Raja
Grafindo Persada,2019),29-30.

% Lihat dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang no. 11 tahun 2012
tentang sistem Peradilan Anak

% Angger Sigit Pramukti&Fuady Primaharsya,Sistem Peradilan
Pidana Anak,(Jakarta:PT Buku seru 2015),16.
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Beberapa faktor atau sebab-sebab kenakalan
anak adalah adanya motivasi*® yang timbul dari dalam
dirinya sendiri atau ada faktor dari luar yang disebut
sebagai faktor eksternal:

1.) Faktor Intern dari kenakalan anak
2.) Faktor Intelegensia

3.) Faktor Usia

4.) Faktor Kelamin

5.) Faktor Kedudukan Anak dalam keluarga®’

Faktor Ekstrinsik kenakalan anak meliputi:
1) Faktor Keluarga
Faktor Keluarga ini bisa meliputi; perceraian
orang tua, salah satu dari orang tua atau keduanya
meninggal dunia, salah satu dari orang tua tidak
hadir secara kontinu dalam tenggang waktu yang
cukup lama. Seperti yang kita tau, bahwa Keluarga

sangat berpengaruh dalam perkembangan anak.

% Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat
beberapa pengertian:

1.dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak
sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu

2.usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang
terterntu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang
dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

% Harrys Pratama Teguh,Teori dan Praktek Perlindungan Anak
dalam Hukum Pidana,(Yogyakarta: CV. Andi Ofset 2018),133.

62



Sehingga, Keluarga merupakan Faktor bagian
terpenting dari kehidupan anak.
2) Faktor Pendidikan dan Sekolah
Sekolah adalah bagian terpenting dalam
pembinaan jiwa anak, sekolah dilansir menjadi
perantara atau media yang bertanggung jawab atas
pendidikan anak, yang meliputi pendidikan
keilmuwan atau pendidikan karakter anak.
3) Faktor Pergaulan Anak
Keluarga menjadi peran utama yang memantau
akan pergaulan anak. Baik di Sekolah, maupun
diluar Sekolah. Pergaulan yang salah akan sangat
berpengaruh negatif pada Kenakalan anak.

4) Pergaulan Media Massa®

3. Teori Pemidanaan
a. Tujuan Pemidanaan
Pemidanaan secara garis besar ada beberapa
teori yang dipergunakan, yaitu : Teori Absolut, teori
ini dikenal dengan konsep pembalasan. Maksutnya
adalah hukuman dijatuhkan dengan tujuan sebagai

pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.

% Angger Sigit Pramukti&Fuady Primaharsya,Sistem Peradilan
Pidana Anak,(Jakarta:PT Buku Seru 2015),20-23.
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Teori Relatif, teori ini dimaksudkan hukuman
sebagai penegakan atau bukti terciptanya ketertiban
masyarakat.

Teori Gabungan, yaitu teori gabungan dua
teori diatas.

Dalam konsep pembaharuan pidana, maka
pemidanaan bertujuan : a. Mencegah kejahatan tindak
pidana  demi pengayoman masyarakat. b.
Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan
pembinaan. c. Menyelesaikan konflik. d. Membebaskan
rasa bersalah terpidana.®”®

Fungsi dari pemidanaan atara lain adalah untuk
memperkuat nilai-nilai kolektif, perlindungan kepada
masyarakat, rehabilitas pelaku, penangkalan terhadap si
pelaku dan mengulangi perbuatannya, dan menangkal
agar tidak ada kejahatan yag serupa atau yang berbeda
yang kemungkinan bisa dilakukan orang lain.

b. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012
tentang sistem peradilan anak menyebutkan “Anak
yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya

disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua

% Emy Rosha Wati& Abdul Fatah,Hukum Pidana ,(Sidoarjo:
UMSIDA Press 2020),10.
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belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”®.

Yang menjadi pegangan bagi aparat penegak
hukum adalah bukan pertanggungjawaban  pidana
terhadap seorang anak yang hakikatnya dihadapkan
kemuka pengadilan untuk diadili. Namun dikembalikan
kepada sejauh mana dia mampu bertanggungjawab dan
mengerti serta menghayati makna dari perbuatan yang
telah dilakukaknnya.'™ Sehingga, adanya kewajiban
dalam menerapkan Restorative Justice yang bertujuan
untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum
kejadian kejahatan. Hal ini bertujuan agar masa depan
anak terselamatkan, dan hak-hak anak sebagai penerus
dan harapan bangsa terpenuhi.’®

Meskipun tidak ada perintah langsung dari
undang-undang mengenai penuntutan tindakan terhadap
anak, setidaknya UU pengadilan anak sudah
memberikan keringanan atau celah untuk anak dapat

dijatuhi hukuman atau pidana namun dengan hal-hal

100 | jhat pasal 1 angka 3 undang-undang no. 11 tahun 2012
tentang sistem peradilan pidana anak

101 Marsaid,Perlindungan Hukum Anak Pidana, (Palembang:
Noerfikri offset 2015),80.

102 joko Sriwidodo,Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia,(Yogyakarta: Kepel Press 2020),142.
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tertentu dan hak-haknya terpenuhi.'®

yang nantinya
akan berkolerasi dengan putusan pengadilan. dan dalam
UU ini terdapat pengaturan yang untuk Jaksa Penuntut
Umum(JPU) melaksanakan penuntutan berupa
tindakan, dengan batas maksimal penjara dibawah 7
tahun.’® Hal ini yang menjadi alasan terbesar seorang
hakim harus memperhatikan perkembangan anak.
Karena hal ini dianggap tidak ada motif pidana dari
anak dalam melakukan kesalahannya yang sangat
berbeda  dengan orang  dewasa.  Pemberian
pertanggungjawaban terhadap anak harus
mempertimbangkan perkembangan dan pertimbangan

anak di masa yang akan datang. '

¢. Hal-hal yang menghapus Pidana
Adapun alasan Penghapusan Pidana Umum

sebagai berikut:

1) Menurut UU: tidak mampu bertanggungjawab.
(Pasal 44 KUHP') daya paksa dan keadaan

103 pasal 25 UU No. 3 tahun 1997 tentang anak

104 Supriyadi&Erasmus,Prospek Implementasi Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia,l(Jakarta: ICJR 2014),21. Lihat juga UU no.
11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak pasal 82 ayat 3

1% Rusli  Muhammad,Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia,(Yogyakarta: FH Ul Press,2020),150.

106 " (1). Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak
dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam
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darurat,pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa

melampaui batas,menjalankan peraturan
perundang-undangan, menjalankan perintah
jabatan.

2) Di luar UU: tidak ada kesalahan sama sekali dan
tidak ada sifat melawan hukum materiil

Hal-hal yang mengurangi atau

meringankan Pidana’®’:terdakwa anak-anak (belum

dewasa, ingat Undang-undang No. 3 tahun

tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit
(ziekelijke storing), tidak dipidana.

(2). Jika ternyata bahwa  perbuatan  tidak  dapat
dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam
tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat
memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa,
paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3). Ketentuan tersebut dalam ayat 2 hanya berlaku bagi
Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

97 Didik Endro Purwoleksono,Hukum Pidana,(Surabaya:AU Press
2014),98.
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1997),percobaan (Pasal 53 KUHP'®) pembantu
tindak Pidana (Pasal 56 KUHP®).

d. Hal-hal yang dapat memberatkan Pidana

Beberapa hal yang dapat memberatkan pidana
antara lain: residive (Pasal 486-488 KUHP),concursus
(Pasal 63-71 KUHP),perencanaan (Pasal 340
KUHP") pejabat =  ambtenaar  (Pasal 5
KUHP),melanggar kewajiban khusus,menggunakan
sarana: kekuasaan, kesempatan dan alat (misalnya pada
saat melakukan penggeledahan, aparat kepolisiannya

melakukan pencurian)

108 (1). Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu

telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya
pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya
sendiri.

(2). Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal
percobaan dapat dikurangi sepertiga.

(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara
seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4). Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan
kejahatan selesai.

1% pipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan:

ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan
dilakukan.

ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau
keterangan untuk melakukan kejahatan.

10 Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu
merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan
rancana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun
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e. Residive

Residive adalah pengulangan. Maksudnya,
Residive dalam ilmu Hukum adalah pengulangan tindak
pidana oleh pelaku yang sudah pernah dijatuhi pidana
dengan suatu putusan pengadilan yang memiliki
kekuatan hukum tetap.***

Beberapa persyaratan yang harus disetujui agar
dilakukan atas pertimbangan yang diambil dari tindak
pengadilan Residive,yaitu:

1) Pelakunya sama.

2) Terulangnya tindak pidana yang sudah dijatuhi
putusan pengadilan.

3) Seorang yang pernah melakukan percobaan atau
hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya.

4) Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu. **?

Dalam hal waktu, di dalam KUHP buku kedua
pasal 486 dijelaskan estimasi waktu dalam pengulangan

tindak pidana adalah selang waktu lima tahun. **®

11 Emy Rosna&Abdul Fatah,Hukum Pidana,(Sidoarjo: UMSIDA
Press,2020),84.

12 joko Sriwidodo,Kajian Hukum Pidana Indonesia,(Yogyakarta:
Kepel Press,2019),271.

13| ihat KUHP buku kedua pasal 486.
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Residive ini berbeda dengan concursus yang
diatur dalam buku I KUHP. Tabel 2 : Skema perbedaan
keduanya

Tindakan | Residivise Concursus
Tindak Pidana | Tindak pidana |
Pertama
Vonis Tindak Pidana Il
Kedua
Menjalani Pidana | Vonis
Ketiga
Tindak Pidana Il
Keempat

Recidive ~ menurut  sistematika ~ KUHP
merupakan hal yang memberatkan pidana. Kalau kita
bandingkan dengan Samenloop maka perbedaannya
yaitu:

1) Samenloop . di antara perbuatan pidana yang
dilakukan itu belum ada putusan hakim, perbuatan
pidana itu diadili sekaligus.

2) Recidive : di antara perbuatan yang dilakukan
sudah dijatuhi pidana melalui putusan hakim,tidak
diadili sekaligus.

Ada beberapa sistem mengenai recidive,

sebagai berikut:
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1) Recidive Umum (Algemene Recidive)

Recidive Umum ini terjadi apabila seseorang
melakukan tindak pidana, kemudian sudah
diputuskan oleh Hakim dan sudah menjalani
hukuman, kemudian bebas dan kembali kepada
masyarakat, akan tetapi dalam jangka tertentu yang
diatur dalam Undang-undang, orang tersebut
melakukan tindak pidana lagi (tidak harus sejenis).

2) Recidive Khusus (Speciale Recidive)

Recidive Khusus ini adalah apabila
seseorang melakukan tindak pidana, kemudian
sudah dijatuhi pidana oleh Hakim dan sudah
menjalaninya, kemudian kembali pada masyarakat,
dan dalam waktu tertentu yang disyaratkan dalam
Undang-undang dia melakukan tindak pidana yang
sejenis dengan pidana yang terdahulu.

3) Tussen Stelsel
Yang dimaksud dengan Tussen Stelsel
adalah apabila seseorang melakukan perbuatan
pidana dan terhadap pidana itu ia telah dijatuhi
pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani
pidana kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam
jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh

undang-undang melakukan perbuatan pidana dan
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perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan
golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-

undang. ***

Residive menurut KUHP

Pada pada kitab undang-undang hukum
pidana juga menaruh kondisi tenggang saat
pengulangan yg eksklusif. Jadi menggunakan kitab
undang-undang hukum pidana menganut sistem
Recidive khusus, adalah pemberatan pidana hanya
dikenakan dalam pengulangan jenis-jenis tindak
pidana (kejahatan/pelanggaran) eksklusif saja & yg
dilakukan pada tenggang saat eksklusif.

Gambar 1: perbedaan skema Residivise

dengan Concursus menurut KUHP™® :

Residivise
Tindak Menjalani Tindak
pidana I Pidana Pidana II
Concursus

141 ukman Hakim,Asas-asas Hukum Pidana,(Sleman:CV Budi
Utama,2020),110.

115 Didik Endro Purwoleksono,Hukum Pidana,(Surabaya:AU Press
2014),85.
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Tindak Tindak
pidana [ Pidana II

Dalam KUHP bentuk recidive dibagi dalam
2 kategori yakni :
a. Recidive Kejahatan
Recidive Terhadap Kejahatan-Kejahatan
Tertentu Yang Sejenis
Recidive jenis ini diatur secara beredar
pada sebelas pasal-pasal eksklusif pada Buku 11
kitab undang-undang hukum pidana yaitu pada
Pasal: 137(2), 144(2), 155(2), 161(2), 163(2),
208(2), 216(3), 321(2), 393(2) & 303 bhis (2)
kitab undang-undang hukum pidana. Jadi,
terdapat 11 jenis kejahatan yg jika terdapat
pengulangan sebagai alasanpemberatan pidana.
Persyaratan recidive disebutkan pada
masing-masing pasal yang bersangkutan,
biasanya disyaratkan menjadi  berikut
kejahatan yg diulangi wajib sama atau homogen
menggunakan kejahatan yg terdahulu; antara
kejahatan yg terdahulu & kejahatan yg diulangi
wajib telah terdapat keputusan hakim berupa
pemidanaan yg sudah memiliki kekuatan aturan

tetap; pelaku melakukan kejahatan yg
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bersangkutan ~ dalam  saat  menjalankan

pencahariannya (spesifik buat Pasal 216, 303

bis & 393 kitab undang-undang hukum pidana

kondisi ini  nir terdapat),pengulangannya
dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang

disebut dalam pasal-pasal tersebut, yaitu : 2

tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap

(untuk delikdelik dalam Pasal 137, 144, 208,

216, 303 bis dan 321 KUHP), atau 5 tahun

sejak adanya keputusan hakim yang tetap

(untuk delikdelik dalam Pasal 155, 157, 161,

163, dan 393 KUHP).

Mengenai pemberatan pidana pada
sistem recidive kejahatan yg homogen ini
berbeda-beda, yaitu :

1.) Dapat diberikan pidana tambahan berupa
pelarangan atau pencabutan hak buat
menjalankan mata pencahariannya (buat
delikdelik yg pengulangannya dilakukan
dalam ketika menjalankan mata
pencahariannya);

2.) Pidananya bisa ditambah sepertiga (spesifik
buat pelanggaran hukum pada Pasal 216

kitab undang-undang hukum pidana); Pasal
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216 ayat (3) kitab undang-undang hukum
pidana hanya menyebut “pidana” saja yg
berarti ancaman pidana penjara atau
hukuman yang diklaim pada Pasal 216 ayat
(1) kitab undang-undang hukum pidana
bisa ditambah sepertiga.

3.) Pidana penjaranya bisa dilipatkan 2 Kali,
yaitu spesifik buat Pasal 393 kitab undang-
undang hukum pidana menurut 4 bulan dua
minggu sebagai 9 bulan penjara.™

b. Recidive Pelanggaran

Dengan dianutnya sistem recidive
khusus, maka recidive pelanggaran berdasarkan
kitab undang-undang hukum pidana pula adalah
recidive terhadap pelanggaran-pelanggaran
eksklusif saja yg diklaim pada Buku Il kitab
undang-undang hukum pidana.

Ada 14 jenis pelanggaran didalam buku

111 kitab Undang-undang hukum pidana yg bila

diulangi bisa adalah alasan buat adanya

pemberatan  pidana, yaitu pelanggaran-

pelanggaran terhadap pasal :489, 492, 495, 501,

512, 516, 517,530, 536, 540, 541, 544, 545, 549

18 Andi Sofyan&Nur Azisa,Hukum Pidana,(Makassar: Pustaka
Pena Press, 2016),227-229.
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Kitab undang-undang hukum pidana. Adapun
pemberatannya dalam biasanya mengikuti
keliru datu sistem pemberatan pidana menjadi
berikut:  pidana hukuman diganti atau
ditingkatkan sebagai pidana kurungan. Pidana

hukuman /kurungan dilipat 2 kali.*’

17 Andi Sofyan&Nur Azisa,Hukum Pidana,(Makassar: Pustaka
Pena Press, 2016),287.
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BAB IlI
TINDAK PIDANA PENCURIAN PUTUSAN No.2/Pid.Sus-
Anak/2022/PN.Jpa

A. Tuntutan Dan Dakwaan Penuntut Umum
1. Pengertian Tuntutan dan Dakwaan
Penuntutan menurut pasal 1 butir 7 KUHAP, yaitu
“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang
berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa
dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.**®
Menurut pasal 137 KUHAP, yang berwenang
dalam hal penunututan terhadap terdakwa adalah penuntut
umum. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi
wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan
penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.'*
Beberapa tindakan yang dapat dikerjakan dibawah
wewenang yang ada di tangan Penuntut Umum, antara
lain:
a. Sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan vyaitu:
mengadakan prapenuntutan, menerima atau menerima

kembali hasil penyidikan yang lengkap dari

18| jhat pasall butir 7 KUHAP
119 pasal 1 butir 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
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penyidik,Penuntut Umum dapat menutup perkara demi
kepentingan ~ hukum,  Penuntut Umum  dapat
menghentikan penuntutan dengan surat penetapan,
Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan

yang berwenang, menyiapkan surat dakwaan.

b. Melaksanakan penuntutan di sidang pengadilan.
c. Melaksanakan penetapan hakim

d. Melaksanakan upaya hukum.

e. Membuat surat dakwaan.

f.  Menutu perkara demu kepentingan hukum

g. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan
tanggung jawab Jaksa Pnuntun Umum (selanjutnya
disebut JPU)  sebagai penuntut umum menurut

undang-undang.'?

Dalam putusan ini, tuntutan JPU No. Reg perkara:
PDM-18/JPARA/E0h.2/03/2021 tanggal 5 April 2022,
yang pada pokoknya meminta Hakim untuk mengadili dan
memutus perkara tersebut dengan menyatakan sebagai
berikut:

a. Menyatakan pelaku anak terbukti bersalah melakukan

tindak  pidana  “Pencurian  dalam  keadaan

120 Feprina annisa &  Yetisma  saini,Hukum  Acara

Pidana,(Sumatera barat: LPPM Universitas Bung Hatta,2022),81.
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memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363
ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak dengan
pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 10 bulan.
Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk
melakukan  pendampingan, pembimbingan  dan
pengawasan terhadap pelaku anak selama anak
menjalani masa pidana penjara serta melaporkan
perkembangan pelaku anak kepada Jaksa

Menetapkan barang bukti berupa: 1 unit sepeda motor
Honda Kharisma berikut STNK nya tanpa di lengkapi
Plat Nomor Polisi, warna hitam dengan Nomor Rangka
: MH1JB21194K416733 dan Nomor mesin : JB21E-
1412152 atas nama STNK Eko Sumadiyono alamat
Desa Mayong Lor Rt 02 Rw 01 Kec Mayong Jepara,
sebuah kunci letter T

Menetapkan pelaku anak untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp.5.000,-

Dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal

dan ditandatangani oleh Penuntut Umum yang memuat

uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan

tindak pidana yang didakwakan dan dipadukan dengan

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam
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ketentutan pidana yang bersangkutan, disertai uraian

tentang waktu dan tempat. ***

Syarat surat dakwaan menurut pasal 143 (2)
KUHAP, JPU membuat surat dakwaan dengan
ditandatangani dan diberi tanggal yang berisi:

1.) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir,
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan
pekerjaan tersangka.

2.) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai
tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan
waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

3.) Surat dakwaan yang tidak memenuhi Kketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal
demi hukum.

4.) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat
dakwaan disampaikan kepada tersngka / kuasa
hukumnya pada saat penyampaian surat pelimpahan di

pengadilan. **

Surat dakwaan memiliki bentuk-bentuk yang

berbeda. Diantaranya :

121 Febrina annisa &  Yetisma  saini,Hukum Acara

Pidana,(Sumatera barat: LPPM Universitas Bung Hatta,2022),83.
122 Moh. Taufik & Suhasril,Hukum Acara Pidana dalam teori dan
Praktek,(Bogor: Ghalia Indonesia,2010),66.
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a.) Dakwaan Tunggal (satu perbuatan saja)

Surat dakwaan tunggal yaitu satu orang
tersangka atau lebih, melakukan tindak pidana hanya
satu saja. Atau tidak ada kemungkinannya untuk
diajukan alternatif atau surat dakwaan pengganti'®.
Contohnya, seseorang melakukan tindak pidana
pembunuhan yang tercantum dalam pasal 338 KUHP.
Maka, dakwaan disusun secara tunggal, yaitu satu
dakwaan saja.’**

b.) Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang saling
mengecualikan antara satu dengan yang lainnya,
ditandai dengan kata “ATAU”, misal pencurian biasa (P
asal 362 KUHP) atau penadahan (Pasal 480 KUHP).

c.) Dakwaan Subsidair

Dakwaan Subsidair adalah dakwaan yang
terdiri dari dua atau lebih dakwaan dan disusun dari
dakwaan yang pidana terberat ke dakwaan pidana yang
ringan. Atau singktanya, dakwaan ini adalah dakwaan
pengganti yang menjadi urutan kedua setelah dakwaan

primair

123 Febrina & Yetisma ,Hukum Acara Pidana,(Sumatera barat:
LPPM Universitas Bung Hatta,2022),86.

24 Taufik & Suhasril,Hukum Acara Pidana dalam teori dan
Praktek,(Bogor: Ghalia Indonesia,2010),71.
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d.) Dakwaan Kumulasi

Adalah  dakwaan yang disusun berupa
rangkaian  dari  beberapa  pelanggaran.  Atau
penggabungan dakwaan yang disusun dalam satu surat
dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir
bersamaan.

e.) Dakwaan Kombinasi

Dinamakan Dakwaan Kombinasi karena
didalamnya terdapat kombinasi atau penggabungan
antara dakwaan alternatif atau subsidair.'?

Dalam surat dakwaan putusan no.2/Pid.Sus-
Anak/2022/PN.Jpa, termasuk dalam surat Dakwaan
Primair atau dakwaan tunggal. Karena didalamnya,
hanya mencakup satu kejahatan saja. Yakni, pencurian

biasa.

Bahwa Pengadilan Negeri Jepara telah memeriksa
dan mengadili perkara tindak pidana khusus nomor
2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa pada 23 Maret 2022 dalam
pemeriksaan biasa tingkat pertama yang diadili oleh Hakim

bernama Parlin Mangatas Bonatua,S.H.

Dengan terdakwa;

Nama Lengkap . Anak

125 Febrina & Yetisma ,Hukum Acara Pidana,(Sumatera barat:
LPPM Universitas Bung Hatta,2022),88.
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Tempat lahir : Jepara
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 4 Juli 2005

Jenis kelamin . Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Kuanyar Rt. 04 Rw. 02 Kec.
Mayong Kab. Jepara

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengangguran.

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Muh. Yusuf,
S.E..S.H..M.H., dkk. Advokat / Penasihat hukum di
“Posbakum Pengadilan Negeri Jepara dengan alamat di JI.
KH. A. Fauzan No. 4 Jepara.

Penuntut Umum menuntut Terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana  pencurian dalam keadaan = memberatkan.
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363
ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.126 Menjatuhkan pidana
terhadp terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan
di LPKA Kutoarjo. Dan membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan
dakwaan Primair. dengan dakwaan bahwa Anak didakwa

melakukan dengan sengaja dan secara bersalah melakukan

126 | ihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 363 ayat 1
poin ke 4 dan 5
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pencurian dengan memberatkan dengan kronologi sebagai
berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021
sekitar pukul 17.30 WIB. Pelaku anak dan Abdur Rasyid
alias Ocit bin Solikhin bersepakat untuk melakukan
pencurian, kemudian mereka berboncengan berdua menuju
ke arah Desa Sendang Kec. Kalinyamatan kab. Jepara.

Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB mereka sampai di
jalan persawahan tepi jalan Raya Sendang-Batukali kec.
Kalinyamatan kab. Jepara tepatnya dibawah pohon pisang
melihat 1 unit sepeda motor Honda Kharisma NOPOL; K-
6625-FC tahun 2004 warna hitam silver, Nomor mesin;
JB21E412152 dan Nomor rangka; MH1JB21194K416733
milik saksi korban Ngaseri bin Tumiran (alm) terparkir di
jalan pinggir persawahan, karena situasi sepi maka mereka
sepakat mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya
Anak mendekati sepeda motor sedangkan Abdur Rasyid
alias ocit bin solikhin berada di atas sepeda motor tidak
jauh dari lokasi kejadian bertugas mengawasi situasi
sekitar, kemudian Anak merusak bagian kunci sepeda
motor menggunakan kunci leter T, hingga akhirnya mesin
sepeda motor berhasil dinyalakan lalu dikendarai oleh
Anak tanpa seijin pemiliknya menuju ke rumah Jayadi

alias Gogon Bin Sanaji (Alm) Desa Sengon Bugel Rt 02
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Rw 03 Kec. Mayong Kab. Jepara untuk dititipkan yang
nantinya motor tersebut akan dijual kepada orang lain.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021
sekitar pkl. 16.00 wib. saksi Imam Arifin Alias codor bin
Jasmani (alm) menjual sepeda motor Honda Kharisma
Nopol; K-6625-FC tahun 2004 warna hitam silver, Nomor
mesin; JB21E412152 dan Nomor rangka;
MH1JB21194K416733 kepada saksi Mustaman alias
Gondrong bin Jasmo Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus
ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi bertiga yaitu
Anak memperoleh Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah),
Abdur Rasyid alias ocit bin Solikhin memperolen Rp.
600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Imam Arifin
alias Codot bin Jasmani (alm) memperoleh bagian sebesar
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat pelaku anak mengambil 1 (unit)
sepeda motor Honda Kharisma NOPOL; K-6625-FC tahun
2004 warna hitam silver, nomor mesin; JB21E412152 dan
nomor rangka; MH1JB21194K416733 tidak meminta ijin
kepada pemiliknya yaitu saksi korban Ngaseri bin Tumiran
(alm).

Jika di dipersingkat, maka skema yang terjadi

sebagaimana di Lapangan adalah sebagai berikut :

85



Gambar 2: Skema peristiwa anak melakukan pencurian.

Jum'at, 10 Desember 2021. Anak berboncengan PKL. 17.30 WIB,di J1. Persawahan Sendang-Batukali melihat motor
dengan Ocit untuk melakukan pencurian teparkir dibawah pohon pisang dan situasi sepi

Anak mendekati sepeda motor, dan Ocit menjaga Sit

Sabtu, 11 Desember 2021 motor dijual oleh Arifin Anak kemudian menyalakan motor dengan kunci letter T,
kepada Mustaman dan uang hasil pencurian dibagi 3 kemudian motor dibawa dan dititipkan dirumah Jayadi

Bahwa perbuatan pelaku anak mengakibatkan
saksi Ngaseri bin Tumiran (alm) mengalami kerugian
sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).*?’

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5
KUPidana;

Pasal 1; Diancam dengan pidana penjara paling
lama tujuh tahun.

(4); Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau

lebih dengan bersekutu

127 Anak,Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa,5 April 2022.
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(5); Pencurian yang untuk masuk ke tempat
melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang
diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

palsu atau pakaian jabatan palsu.*®

B. Pertimbangan Hakim

Sebelum menemukan fakta-fakta hukum, maka harus

ada pembuktian sebelumnya.

Sistem pembuktian dalam Hukum Pidana ada 2,

diantaranya :

1.

Harus dibuktikan dengan alat bukti yang mencapai batas
minimal, sekuran kurangnya 2 alat bukti yang sah dan
memenuhi syarat.

Selain sistem di atas yang dijelaskan, harus didukung lagi
dengan keyakinan Hakim tentang kebenaran keterbuktian

kesalahan terdakwa (beyond a reasonable doubt).'?

Menurut pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa Hakim

tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika belum

ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebagaimana

128 Moeljatno,Kitab undang-undang Hukum Pidana,(Jakarta: PT.

Bumi Aksara, 2016),128

129 'M. Yahya Harahap,Hukum Acara Perdata,(Jakarta: Sinar

Grafika, 2017),568.
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dijelaskan di atas, serta keyakinan bahwa tindakan tersebut
adalah benar adanya.'*
Dalam pasal 184 KUHAP, macam-macam alat bukti
adalah:
1. Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan
Anhli, surat, petunjuk,keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu
dibuktikan.

Keterangan saksi adalah menjadi alat bukti yang sah
menurut hukum. Keterangan yang berasak dari seorang saksi
maka tidak dapat dijadikan alat bukti. Begitu pula dengan
saksi yang tidak disumpah sebelum bersaksi, meskipun
kesaksiannya sama dengan kesaksian yang lain. Hakim dalam
menilai kebenaran harus memerhatikan kesaksian para saksi.
Termasuk, kesaksian saksi satu sama lain berkesinambungan
atau bahkan tidak sama.'*"

Dalam Amar putusan no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa,
terdapat beberapa pertimbangan, diantaranya:

1. Dari dakwaan Penuntut Umum, pelaku anak tidak
mengajukan eksepsi/keberatan.
2. Dari Balai Kemasyarakatan kelas Il Pati membacakan

hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai

130 | jhat pasal 183 KUHAP
131 | ihat pasal 185 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
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Pemasyarakatan kelas Il Pati No reg. Litmas 15/1.B/2022
bulan Februari 2022 atas nama pelaku anak, yang pada
intinya tetap memohon agar pelaku anak diberikan pidana
seringan-ringannya.

Penuntut Umum membuktikan dakwaannya dengan
mengajukan 4 orang saksi. Sedangkan pelaku
anak/terdakwa tidak mengajukan saksi  yang
meringankan.

Penuntut Umum mengajukan 2 barang bukti yang sah,
berupa 1 unit motor Honda Kharisma 2004 berikut dengan
STNK atas nama Eko Sumardiyono alamat Desa Mayong
Lor Rt. 02 Rw 01 Kecamatan Mayong, Kab. Jepara, tanpa
dilengkapi nomor polisi, warna hitam dan sebuah kunci T.
Di dalam persidangan, diajukan bukti surat KK oleh
Penuntut Umum no. 3320041802200001, tanggal 31
Maret 2020 yang menerangkan bahwa Anak lahir di
Jepara tanggal 4 juli 2005.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai
berikut:

Bahwa Anak lahir pada tanggal 4 Juli 2005 dan berumur
16 tahun.
Saat ini Anak berada di rumah tahanan karena sedang

menjalani pidana penjara atas perkara pencurian.
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Anak sudah lulus Sekolah Dasar dan saat ini tidak sekolah
lagi.

Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, sekitar jam
17.30 wib, di jalan raya Sendang Rt 04 Rw 01 Kec.
Kalinyamatan Kab. Jepara, anak bersama dengan Sdr.
Ocit telah mengambil 1 unit sepeda motor milik saksi
Ngaseri.

Sepeda motor yang diambil yaitu merk Honda Kharisma
dengan nomor polisi K-6625-FC, tahun 2004, warna
hitam silver,nomor mesin JB21E412152, nomor rangka;
MHIJB21194K416733 beserta STNKnya,

Pada awalnya, tepat hari Jumat tanggal 10 Desember 2021
sekitar jam 15.30 wib, pelaku anak, Sdr. Gogon bersama
dengan Sdr. Ocit berboncengan dengan menggunakan
sepeda motor merk Honda Vario 125 milik Sdr. Ocit
dengan tujuan mencari barang yang bisa dicuri.

Ketika sampai di jalan raya Sendang Batukali turut Desa
Sendang Kec. Kalinyamatan, pelaku anak melihat ada
sepeda motor yang diparkirkan di bawah pohon pisang,
dan saat itu pelaku anak melihat pemiliknya sedang
berada di sawah.

Kemudian pelaku anak turun dari sepeda motor dan
langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara

merusak lobang kunci sepeda motor dengan menggunakan
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kunci letter T sedangkan Sdr. Ocit saat itu menunggu
pelaku anak dari atas sepeda motor, dan setelah berhasil
mengambil sepeda motor curian tersebut, kemudian
sepeda motor tersebut pelaku anak bawa ke rumah Sdr.
Gogon.

Kemudian  keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu
tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 16.00 wib, pelaku
anak menyuruh Sdr. Imam Avrifin alias Codot bin Jasmani
(alm) untuk menjualkan sepeda motor curian tersebut, dan
akhirnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.
1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi-bagi
dengan rincian pelaku anak mendapatkan hasil sejumlah
Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Ocit mendapat
Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr.
Imam arifin alias Codot mendapat Rp. 100.000 (seratus
ribu rupiah).

Uang vyang diperoleh pelaku anak tersebut telah
dipergunakan untuk membeli makan dan rokok

Bahwa Sdr. Ngaseri tidak pernah memberi ijin kepada
pelaku anak untuk mengambil sepeda motor tersebut.
Akibat kejadian tersebut, Sdr. Ngaseri mengalami

kerugian sekitar sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
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- Barang bukti dalam perkara ini berkaitan dengan

perbuatan anak.'*

Maka, penulis men-klasifikasikan beberapa alat bukti

dan barang bukti dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3 : alat dan barang bukti pencurian.

No. Bentuk Wujud
Balai Pemasyarakatan kelas Il Pati
1. Pertimbangan BAPAS | Merekomendasikan agar Anak di
berikan pidana seringan-ringannya
Saksi Ngaeseri yang menerangkan
2. Keterangan 4 orang

saksi

bahwa kehilangan motor
sebagaimana yang didakwakan oleh
JPU, pada hari Jum’at 10 Desember
2021 sekitar pukul 17.30 WIB Desa
Sendang Kec. Kalinyamatan kab.
Jepara dengan total kerugian Rp.
3.000.000

Saksi Syarif Hidayatullah, sama
sebagaimana kesaksian Ngaeseri

Saksi Mustaman dengan mengatakan
membeli sepeda motor seperti
sebagaimana didakwakan dengan
harga Rp. 1.500.000

Saksi Jayadi , mengatakan bahwa
motor hasil curian Anak dititipkan di
rumahnya dengan alamat Desa
Sengon bugel Rt. 02 Rw. 03 Kec.

132 Anak,no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jepara, 5 April 2022.
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Mayong Kab. Jepara, kemudian
keesokan harinya saksi melihat
transaksi jual beli motor curian
antara Anak-Imam Arifin, dan saksi
diberi kompensasi uang sebesar Rp.
100.000, dan saksi mengatakan
bahwa Anak pernah mencuri dengan
sepeda motor merk Yamaha Mio.

Barang bukti dan alat
bukti

- 1 Unit motor Honda Kharisma
beserta STNK

-Kunci T

Surat

KK no. 3320041802200001 yang
menunjukan bahwa Anak lahir di
Jepara tanggal 4 Juli 2005

Untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah, maka

harus dibuktikan dengan perbuatannya yang memenuhi unsur-

unsur sebagaimana didakwakan dalam pasal 363 ayat 1 ke-4

dan ke-5, yang unsurnya sebagai berikut:

Unsur “barang siapa”

Unsur “mengambil barang sesuatu”

Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum”
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- Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu”

- Unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

palsu.

Terhadap unsur-unsur tersebut, berikut penjelasan
dalam putusan no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa.
1. Unsur kesatu “Barangsiapa”
Bahwa unsur ini adalah subyek hukum atau orang
ang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
Dalam persidangan, Anak sebagaimana dalam
dakwaan Penuntut Umum, setelah melalui pemeriksaan,
Identitas Anak sama dengan Identitas yang ada dalam
dakwaan Penuntut Umum. Maka, dengan demikian subyek
perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan
Penuntut Umum adalah benar Anak bukan Orang lain.
2. Unsur kedua “Mengambil barang sesuatu”
Yang dimaksud dalam unsur “mengambil barang
suesuatu” adalah memindahkan barang dari tempat semula
ke tempat lain. Ini berarti mengambil barang untuk dimiliki

atau dikuasai secara melawan hukum.
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Bahwa berdasarkan fakta hukum diperoleh
keterangan para saksi serta keterangan Anak yang
dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jum’at
tanggal 10 desember 2021, sekitar pukul 17.30 WIB, di
jalan raya Sendang-batukali turut desa Sendang Rt. 04 Rw.
01 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, Anak bersama Sdr.
Ocit mengambil 1 unit motor dengan merk Honda
Kharisma 2004 beserta STNK milik Ngaeseri.

Bahwa Anak bersama Sdr. Gogon dan Sdr. Ocit,
berboncengan dengan sepeda motor merk Vario 125 milik
Sdr. Ocit dengan tujuan mencari barang yang akan dicuri.
Dan sampainya di jalan Sendang-Batukali turut desa
Sendang Kec. Kalinyamatan, Anak melihat motor yang
terparkir dibawah pohon pisang, dan pemilik motor sedang
berada di sawah. Kemudian, Anak turun dan lekas beraksi
dengan cara merusak lobang kunci sepeda motor dengan
kunci T letter, dan Sdr. Ocit mengawasi situasi sambil
menunggu di motor, dan dibawa motor tersebut di
kediaman Sdr. Gogon.

Pada keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 11
Desember 2021 oukul 16.00 WIB, Anak menyuruh Sdr.
Imam Arifin untuk menjualkan sepeda motor hasil
curiannya tersebut. Dan akhirnya terjual dengan harga Rp.

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian
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uang hasil penjualan motor tersebut dibagi menjadi 3.
Yakni, Rp. 500.000 untuk Anak, Rp. 600.000 untuk Sdr.
Ocit dan Sdr. Imam mendapat sejumlah 100.000. Uang
tersebut kemudian digunakan untuk membeli makanan dan
rokok oleh Anak.

Dengan demikian, atas pertimbangan barang bukti
milik saksi Ngaeseri tersebut berpindah tempat karena
perbuatan Anak. Sehingga, Unsur kedua ini sudah
terpenuhi.

. Unsur ketiga “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain”

Yang dimaksud dalam unsur ini yakni, sesuatu
barang baik seluruhnya atau sebagian adalah milik orang
lain, baik secara formal maupun materil baik perorangan
ataupun kelompok.

Bahwa menurut fakta hukum yang ada, barang
tersebut bukanlah milik Anak, namun milik Ngaeseri.
Dengan demikian, maka Hakim berpendapat unsur ketiga
ini terpenunhi.

. Unsur keempat ”Dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum”

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang

atau kelompok yang bertindak atas sesuatu barang seolah-
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olah adalah milik mereka, meskipun sejatinya mereka
mengetahui milik dari barang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak secara
sadar mengambil motor milik Ngaeseri yang sudah
dijelaskan pada unsur ke-2, yang diketahui berdasarkan
keterangan Anak. Bahwa Sdr. Gogon dan Sdr. Ocit
mempunyai niat untuk mengambil motor dan untuk
dimiliki, kemudian dijual oleh Anak dengan uang hasil
penjualan tersebut digunakan untuk makan dan membeli
rokok. Sehingga, Hakim beranggapan bahwa seakan-akan
barang tersebut adalah milik Anak, dengan demikian
Hakim beranggapan unsur ke-4 ini terpenuhi.

. Unsur kelima “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu”

Yang dimaksud dalam Unsur ini adalah bahwa
pelaku tindak pidana dilakukan secara bersekutu atau
terdapat orang yang turut serta dalam tindak pidana yang
dilakukan.

Berdasarkan fakta hukum di atas, sebagaimana
diuraikan dalam unsur kedua, maka unsur ke-5 ini dari
pasal di atas telah terpenuhi. Yakni dengan dilakukan
bersama-sama Sdr. Ocit dan terdakwa anak lain.

. Unsur keenam “Masuk ke tempat melakukan Kejahatan

atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan
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dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian
Jabatan palsu”

Bahwa terdapat kata “atau” sehingga, jika salah
satu sudah terpenuhi, maka tidak perlu membuktikan yang
lainnya.

Bahwa dalam pernyataan Anak dan kesaksian para
saksi, Anak mengambil sepeda motor milik Sdr. Ngaeseri
dengan cara merusak lobang kunci motor dengan kunci T
letter agar bisa dikendarai oleh Anak.

Dengan demikian, berarti Anak melakukan tindak
pidana pencurian dengan cara ‘“merusak”. Sehingga,
Hakim yakin bahwa perbuatan Anak sesuai dengan pasal
363 ayat 1 ke-4 dan 5, yang demikian adalah “pencurian
dengan keadaan memberatkan”. Sehingga, Hakim
menganggap unsur keenam ini sudah terpenuhi sesuai
pasal tersebut.

Setelah adanya surat dakwaan dari Penuntut
Umum, dan barang bukti yang diajukan. Kemudian, Anak
dinyatakan terbukti secara bersalah dan dijatuhi pidana
sebagaimana pasal 363 dan pasal 222 ayat 1 KUHAP yaitu

pelaku anak dibebankan membayar biaya perkara.
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Sebelum Hakim menjatuhkan  putusan, hakim
mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan

yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

2. Anak tergolong berani dalam melakukan kejahatannya
tersebut.

3. Anak sudah pernah di penjara.

Hal-hal yang meringankan:

1. Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan
mengulanginya lagi

2. Anak masih berusia muda, dan masih mempunyai
harapan masa depan yang lebih yang lebih baik

3. Kakak kandung Anak, masih sanggup untuk merawat
Anak. '

Amar Putusan

Berdasarkan pasal 32 UU no. 11 tahun 2012, yang
menyatakan bahwa penahanan pada Anak hanya dilakukan
jika Anak sudah berumur 14 tahun atau lebih.dan jika Anak
melakukan tindak pidana, yang tindakan tersebut ancamannya

7 tahun penjara atau lebih.

133 Anak,no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jepara, 5 April 2022
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Adapun Amar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim

kepada terdakwa adalah:***

1.

5.

Menyatakan Anak tersebut telah terbukti secarasah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian
dalam keadaan memberatkan
Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan
pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 8 (delapan) bulan
Memerintahkan Petugas pembimbing Kemasyarakatan
untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan
pengawasan terhadap Anak selama anak menjalani masa
pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak ke
Jaksa.
Menetapkan barang bukti berupa :
1 unit sepeda motor Honda Kharisma berikut STNK
tanpa dilengkapi Plat Nomor Polisi, warna hitam ,
Nomor rangka MH1JB21194K416733, Nomor mesin
JB21E412152 atas nama STNK Eko Sumardiyono
alamat Desa Mayong Lor Rt 02 Rw 01 Kecamatan
Mayong, Kabupaten Jepara; dikembalikan kepada
Ngaeseri bin Tumiran (alm).
Sebuah Kunci T; dimusnahkan.
Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp. 5.000

13

* Anak,no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jepara, 5 April 2022
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BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DALAM PUTUSAN No. 2/Pid.Sus-
Anak/2022/PN.Jpa

A. Pertanggungjawaban Pidana pencurian oleh Anak pada
Putusan no. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa.

Dalam kasus putusan no. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa
terdapat hubungan hukum antara Sdr. Ngaseri dengan pelaku
anak yang merupakan seorang kategori masih dibawah umur
dan seorang pengangguran yang tidak sedang mengenyam
pendidikan.

Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal
363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, dengan sengaja dan terbukti
bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan
memberatkan.

Dalam pasal 363 ayat 1 angka ke-4 “Pencurian yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Dan
angka ke-5 “Pencurian yang untuk masuk ke tempat
melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang
diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

palsu atau pakaian jabatan palsu”.
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Penulis menganalisa, bahwa tindakan pelaku anak
sesuai dengan pasal 363 ayat 1 ke-4, yakni saat melakukan
tindakan pencurian motor dilakukan bersama Sdr. Ocit, yang
dimana mereka berdua berboncengan bersama dengan
menggunakan motor, kemudian saat berada ditempat sepi
tepatnya dipersawahan tepi jalan Raya Sendang, terdapat
motor terparkir, kemudian pelaku anak turun dan melakukan
aksinya. Dan ayat 1 ke-5, yaitu dengan menggunakan kunci
palsu, berupa kunci T yang digunakan untuk membuka kunci
motor agar bisa dinyalakan. Hal ini, dari keduanya benar.
Bahwa dalam pernyataan di persidangan, Sdr. Ocit yang turut
serta membantu adalah seorang laki-laki dewasa yang
membantu aksi pencurian motor yang dilakukan oleh pelaku
anak. Sehingga, dakwaan Sdr. Ocit dipisahkan dengan putusan
yang berbeda. Adapun dari pelaku anak, berfikir bahwa
ketika dalam TKP pencurian, terdapat motor yang diparkirkan
dibawah pohon sedangkan pemiliknya berada di Sawah. Hal
ini, jarak Sawah dengan tempat parkir motor korban dibilang
jauh. Sehingga, pelaku anak merasa ada kesempatan dan
situasi yang tepat untuk mengambil motor milik Ngaeseri.
Sehingga, pelaku anak berani dan atas inisiatif sendiri

melakukan pencurian sepeda motor.'*®

135 \Wawancara dengan Bapak Mangatas Bonatua, selaku Hakim
dalam perkara pencurian putusan no.2 PN Jepara. Pada tanggal 14
Desember 2022
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Dan Penuntut Umum menjatuhkan pidana kepada
terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan di LPKA
Kutoarjo. Menyatakan barang bukti yang ditemukan berupa
motor Honda Kharisma berikut STNKnya tanpa dilengkapi
plat nomor polisi, warna hitam silver dengan nomor Rangka :
MH1JB21194K4163733 dan nomor mesin: JB21E1412152
atas nama STNK Eko Sumadiyono alamat Desa Mayong Lor
RT 02 RW 01 Kec. Mayong Jepara. Dan membebankan biaya
perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,-. Namun, dalam
putusannya, Hakim memutuskan pidana penjara pada pelau
anak dengan 8 bulan lamanya. Hal ini berdasarkan
kewenangan Hakim dengan melihat fakta-fakta di persidangan
dan pertimbangan-pertimbangan hakim dengan tetap
memperhatikan masa depan Anak. Dalam menentukan pidana
pada anak, sebenarnya tidak ada batas minimal hukuman
untuk anak. Entah itu perkara pidana narkotika, pencurian atau
yang lain. Jadi, akan tetap dipertanggungjawabkan, dengan
tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan Anak™*

Penuntut Umum dalam persidangan mendakwa serta
menyertakan barang bukti yang menunjukan terdakwa telah
melakukan Pencurian dengan memberatkan. Dengan barang

bukti berupa kunci T, dan beberapa saksi yang diajukan dalam

1% \Wawancara dengan Bapak Mangatas Bonatua, selaku Hakim
dalam perkara pencurian putusan no.2 PN Jepara. Pada tanggal 14
Desember 2022.
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persidangan. Diantaranya: saksi Ngaeseri, saksi Syarif
Hidayatullah, saksi Mustaman, saksi Jayadi. Dalam proses
persidangan anak diperiksa oleh Hakim tunggal yang bernama
Parlin Mangatas Bona Tua, S.H dan didampingi oleh panitera
tunggal yakni Purwanto,S.H. hal ini sesuai dengan UU no. 11
tahun 2012 pasal 44 ayat 1 yang berbunyi “Hakim memeriksa
dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan
Hakim tunggal”. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU no. 11
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 44
ayat 1'¥, yang berbunyi “Hakim memeriksa dan memutus
perkara Anak dalam tingkat pertama dengan Hakim tunggal”.
Bahwa dalam putusannya, Hakim mengedepankan
perlindungan Anak sesuai dengan tujuan adanya lembaga
Peradilan anak. Tujuannya adalah memberikan perlindungan
hukum, sehingga dalam proses persidangannya Hakim
mempertimbangkan betul masa depan demi kebaikan anak.
Sesuai saran dan rekomendasi dari hasil penelitian
Kemasyarakatan dari Balai pemasyarakatan Klas Il Pati
Nomor Registrasi Litmas 15/1.B/2022 tanggal Februari 2-22
atas nama pelaku anak, yang pada intinya merekomendasikan
agar anak dapat diberikan “pidana penjara di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutuarjo Jawa Tengah.

Maka berdasarkan pertimbangan di atas Hakim sependapat

37 |_ihat UU no. 11 tahun 2012 pasal 44 ayat 1.
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dengan rekomendasi dan saran tersebut sehingga adil dan
patut untuk anak menjalani masa pemidanaan di dalam
Lembaga Pemasyarakatan yang telah pula ada sistem-sistem
pembinaan yang cukup untuk mempersiapkan anak kembali
ke dalam lingkungan masyarakat.

Analisis penulis, pelaku anak yang dimaksud dalam
putusan tersebut masuk dalam definisi anak pada UU no. 11
tahun 2012, yang membahas tentang anak yang berhadapan
dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah
anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi
korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak
pidana. Yang termasuk dalam kategori anak yang berkonflik
dengan hukum adalah anak yang sudah lewat umurl2 tahun,
dan belum mencapai umur 18 tahun. Dalam menerapkan
sistem peradilan anak, wajib mengutamakan pendekatan
Keadilan Restoratif Justice. Serta menghindari anak menjadi
terpidana.

Disisi lain, pelaku anak dalam kasus ini dimana anak
sudah mencapai umur 16 tahun, tetap tidak bisa dikatakan
belia. Hal ini terlihat dari perilakunya yang sudah melakukan
pidana beberapa kali. Pada kenyataannya, meskipun anak
adalah seorang pelaku residivis, maka dalam persidangan
hakim tetap mengutamakan kepentingan-kepentingan serta

hak-hak anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum
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dan memberikan bimbingan, didikan agar anak tidak
mengulanginya lagi. Dengan pertimbangan-pertimbangan
yang matang dan alasan residivis yang menguatkan bahwa
anak terbukti bersalah,maka kesanggupan wali untuk
mengasuh, mendidik dan membimbing anak tetap ditanyakan.
Maka terlihat bahwa anak pantas diberi didikan, bimbingan
yang lebih intensif dari pihak yang berwajib. Sehingga, pelaku
anak tidak mengulangi perbuatannya, dan mendapatkan efek
jera dari kasus tersebut. Jika wali atau pihak keluarga yang
dalam hal ini adalah kakak kandung sudah tidak menyanggupi
untuk mendidik anak, maka bisa jadi anak akan ditempatkan
di LPKA lebih lama lagi untuk dibimbing dan dididik dengan
baik. Sehingga, diharapkan pelaku anak tidak melakukan
tindak pidana lagi dan mempunyai masa depan yang cerah
sesuai harapan keluarga.'*®

Sesuai dengan pasal 19 UU no. 11 tahun 2012, yakni
dari awal persidangan hingga akhir persidangan, identitas
anak, yang meliputi nama anak, nama orang tua anak, wajah
anak, dirahasiakan dalam pemberitaan apapun.

Orang tua, keluarga, masyarakat adalah elemen penting
dalam proses perkembangan anak. Anak berhak mendapatkan

pendidikan yang layak, sehingga anak bisa menjadi generasi

138 \Wawancara dengan Bapak Mangatas Bonatua, selaku Hakim
dalam perkara pencurian putusan no.2 PN Jepara. Pada tanggal 14
Desember 2022.

106



emas penerus bangsa. Dalam putusan no.2/Pid.Sus-
Anak/2022/PN.Jpa, Anak berstatus pengangguran, dan tidak
bersekolah. Dalam hal ini, hak anak untuk menerima
pendidikan yang layak tidak terpenuhi. Pendidikan untuk anak
setidaknya sekolah minimal 12 tahun atau setara SMA. Dalam
hal hak pelaku anak yang tidak terpenuhi, sehingga pelaku
anak melakukan tindak pidana pencurian menjadi perhatian
khusus terhadap asuhan pada pelaku anak. Anak dalam
perkara ini didampingi  kakak kandung karena peran
orangtuanya sudah berpindah pada kakaknya. Sehingga, hak
asuh ada pada kakak kandung. Bahwa dalam persidangan,
kakak kandung selaku wali daripada pelaku anak, mengatakan
bahwa pelaku anak tidak mau sekolah. Dalam pengakuannya,
didikan, bimbingan serta asuhan dari pihak wali sudah
dilaksanakan dengan baik, sebagaimana tanggungjawab yang
dibebankan kepadanya. Karena dalam hal ini, ayah dari pelaku
anak sudah meninggal dunia. Sehingga, tanggungjawab
terhadap pelaku anak ada pada kakak. Namun, alasan dari
pelaku anak adalah karna faktor ekonomi dan orang tua,
mengingat orangtua pelaku anak tinggal satu saja. Sehingga
pelaku anak melakukan tindak pidana pencurian ini tanpa
sepengetahuan dari pihak wali. Sehingga terdapat 2 opini yang
berbeda.
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Melihat  dari  keterangan  tersebut,  penulis
menyimpulkan bahwa sebenarnya dalam hal mendidik pelaku
anak dan menyekolahkan, sebenarnya pihak keluarga dimana
dalam hal ini adalah kakaknya, masih sanggup
membiayainya,meskipun sekedar pas-pasan. Namun pelaku
anak merasa bahwa kakaknya tidak mampu karena melihat
ekonomi kesehariannya, sehingga pelaku anak memilih untuk
tidak bersekolah dan sebab salah pergaulan, pelaku anak jadi
nekat dalam melakukan pencurian. Melihat umurnya yang
belum menginjak 18 tahun, dan sudah melakukan tindak
pidana berulang kali. Ini tandanya, sudah merasa terdapat
kenikmatan dari setiap tindakannya. Dalam fakta persidangan,
pelaku anak menjadi eksekutor pencurian dan tidak ada
pakasaan dari pihak manapun. Adapun motif dari mencuri ini
adalah untuk kebutuhan atau kepentingan pelaku anak sendiri.
Namun, meskipun sebagai kebutuhan, tidak bisa menjadi
alasan pembenar dan pemaaf untuk memberikan putusan. Hal
ini dijelaskan oleh Hakim selaku yang menangani kasus pada
putusan ini, bahwa sebenarnya pergaulan anak yang perlu
diperhatikan. Jika anak bergaul dengan orang dewasa, maka
tindak tanduk dari anak akan seperti orang dewasa. Begitupula

sebaliknya.*®

139 \Wawancara dengan Bapak Mangatas Bonatua, selaku Hakim
dalam perkara pencurian putusan no.2 PN Jepara. Pada tanggal 14
Desember 2022.
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Sesuai dengan pasal 26 ayat 2 UU no. 35 tahun 2014
tentang perlindungan anak, jika orangtua tidak ada atau tidak
diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak bisa
melaksanakan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan
tanggungjawab anak beralih pada keluarga, dalam hal ini, dan
yang berada dalam persidangan adalah kakak kandungnya.'*
Dan dalam UU no. 11 tahun 2012, kakak kandung dari pelaku
anak adalah sebagai wali. Selain kakak kandung yang menjadi
wali dari anak, juga didampingi oleh pembimbing
kemasyarakatan yang sesuai dengan pasal 1 ayat 13 UU no.
11 tahun 2012.

Sesuai dalam 32 UU no. 11 tahun 2012, penahanan
terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak
sudah berumur 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana
dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Anak dalam putusan
no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa sudah memenuhi Kkriteria
tersebut. Dalam pelanggaran pasal 363 ke-4 dan ke-5, maka
pelaku diancam maksimal 9 tahun penjara.

Dalam kasus ini, pencurian dilakukan oleh pelaku anak
dan sdr. Ocit, dengan berboncengan berdua menggunakan
sepeda motor, dimana sedari awal mereka sudah
merencanakan untuk mencuri sesuatu barang yang bisa dicuri.

Kemudian, setelah berada di persawahan dekat jalan Raya

40| jhat UU no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal
26 ayat 2 .

109



Sendang, pelaku anak dan sdr. Ocit melihat motor yang
terparkir, kemudian pelaku anak mendekati dengan membawa
kunci T, dan menyalakan motor hingga motor berhasil
dinyalakan.

Dalam hal ini, bisa dilihat bahwa pelaku anak dan sdr.
Ocit bersekongkol untuk melakukan kejahatan tindak pidana.
Maka, penulis menganalisa bahwa ada penyertaan dalam
melakukan tindak pidana antara pelaku anak dan Sdr. Ocit.
Sesuai dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 dan 2 yang berbunyi
sebagai berikut :

Ayat 1, dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu
perbuatan pidana.

Ke-1 “mereka yang melakukan, yang menyuruh
melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Ke-2 “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan
sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,
dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan
memberi kesempatan , sarana atau keterangan, sengaja
menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Namun, dalam putusan ini tidak menyertakan pasal 55
tersebut. Karena, dalam putusan ini, mengacu pada pasal 363
ke-4 dan ke-5. Pada intinya menjelaskan tentang pencurian
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berskutu,

dengan menggunakan alat pembantu. Dalam hal pencruian

110



oleh Anak ini, berupa kunci letter T. Maka, Penuntut Umum
tidak menyertakan pasal 55 sebagai Jo. Pada putusan Anak
ini.*

Bahwa untuk menentukan dakwaan tersebut benar,
maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa adalah subyek hukum, atau
orang yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini jelas
pelaku subyek hukumnya adalah pelaku anak bersama
temannya.

Dalam hal ini, yang menjadi eksekutor adalah
pelaku anak. Dikarenakan anak sebagai orang yang
melakukan proses pencurian dan dalam putusan yang
saya angkat adalah putusan untuk pelaku anak, maka
subyek hukum dalam hal ini adalah pelaku anak.

2. Unsur mengambil barang sesuatu

Yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu
adalah memindahkan barang milik orang lain yang ada
dalam penyimpanannya, untuk dimiliki secara nyata dan
melawan hukum. Unsur ini sudah jelas bahwa pencurian
motor yang dinyalakan dengan kunci letter T, maka ini

sudah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu.

141 \Wawancara dengan Bapak Mangatas Bonatua, selaku Hakim
dalam perkara pencurian putusan no.2 PN Jepara. Pada tanggal 14
Desember 2022.
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3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa artinya adalah  barang yang dicuri
sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Maka
berdasrakan fakta hukum yang terlihat, jelas adanaya
Honda Kharisma atau Honda yang menjadi bukti
pencurian adalah seutuhnya milik Ngaeseri.

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Hukum.

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah keinginan
atau tujuan dari pencurian untuk memiliki seluruhnya
barang yang dicuri dengan jalan kejahatan. Jika tidak
secara melawan hukum, maka tindakan pelaku anak
adalah membeli motor tersebut pada Ngaeseri selaku
pemilik motor. Namun, dalam hal ini, pelaku anak
berusaha memiliki motor tersebut dengan jalan pencurian
yang dilakukan dalam keadaan sepi, dan tanpa

sepengetahuan dari Ngaeseri selaku pemilik.

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu.

Yang dimaksud dengan wunsur ini adalah,
kejahatan dilakukan dengan secara turut serta melakukan
bukan hanya sekedar dalam hal pembantuan. Maka jelas,
dalam hal ini pelaku anak dan Sdr. Ocit bersama-sama

melakukan tindak pidana pencurian dan memiliki peran

112



6.

masing-masing dengan pelaku anak sebagai eksekutor
atau yang mengambil motor, dan Sdr. Ocit menunggu di
sepeda motor yang dikendarai guna mengawasi keadaan
tersebut.

Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan
palsu.

Yang dimaksud unsur tersebut adalah
menggunakan alat yang digunkan untuk mengambil
barang kepunyaan milik orang lain. Dalam fakta hukum
yang terlihat maka jelas, pelaku anak menggunakan kunci
letter T untuk membuka motor yang terkunci sehingga

bisa dibuka dan dinyalakan.

Dalam putusan ini, pelaku anak adalah seorang

pengangguran yang sudah tidak lagi sekolah. Berdasarkan

keterangan yang dijelaskan dalam putusan, bahwa uang hasil

pencurian motor yang kemudian dibagi menjadi 3 diantaranya

adalah pelaku anak mendapatkan sejumlah Rp. 500.000,- dan

Sdr.

Ocit mendapatkan Rp. 600.000, serta Imam arifin

mendapatkan Rp. 100.000,-. Dalam keterangannya, bahwa

uang yang didapatkan dari hasil mencuri ini kemudian dipakai

untuk makan dan membeli rokok. Hal ini, bisa dilihat alasan
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pelaku anak melakukan tindak pidana pencurian. Didasarkan
dari faktor kurangnya perhatian dari orang tua, perhatian
terhadap pendidikannya, dan pergaulan anak, rendahnya
moralitas anak, maupun keadaan ekonomi keluarga yang
kurang mampu. Sehingga, alasan ekonomi yang mungkin
menjadi alasan terkuat pelaku anak untuk melakukan tindak
pidana pencurian.

Berdasarkan salah satu pengakuan saksi bernama Jayadi
bahwa pelaku anak bersama Sdr. Jayadi pernah melakukan
tindak pidana pencurian motor, diwilayah Nalumsari Jepara
dengan merk Yamaha Mio. Hal ini, berarti ada pengulangan
tindak pidana yang biasa disebut residivis oleh anak. Residivis
adalah pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sudah
pernah dijatuhi pidana dengan suatu putusan pengadilan yang
memiliki kekuatan hukum tetap.!*> Dalam putusan No.
49/Pid.B/2022/PN.Jpa, yang didakwakan kepada Imam Arifin
alias Codot. Pelaku anak bersama Codot melakukan tindak
pidana pencurian dengan pemberatan. Pada tanggal 15 januari
2022. Dengan dakwaan pencurian sepeda motor mio milik
Ernawati yang dicuri dengan menggunakan alat yang sama,
yakni kunci letter T. Dalam putusan tersebut, dijelaskan
bahwa yang menjadi eksekutor adalah pelaku anak. dilihat

dari fakta persidangan berupa kesaksian pelaku anak, bahwa

12 Emy Rosna& Abdul Fatah,Hukum Pidana,(Sidoarjo:UMSIDA
Press,2020),84.
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uang hasil curian juga sudah dinikmati hasilnya. Dilihat dari
tanggal pelaku anak melakukan tindak pidana, ini berarti
belum ada 1 bulan pelaku anak sudah melakukan tindak
pidana lagi. Bahwa dalam syarat residivis sudah terpunuhi.
Salah satunya adalah dalam waktu kurun tertentu yakni belum
sampai 5 tahun.'®

Analisis penulis, karena uang hasil sudah dibagi
menjadi 3 bagian, maka ini berarti pelaku pencurian yakni
pelaku anak,Ocit dan Imam arifin yang turut serta melakukan
hal pembantuan, maka mereka merasa uang tersebut sudah
menjadi hak milik sendiri. Sehingga mereka menggunakan
uang hasil curian untuk dirinya sendiri. Hal ini, sebenarnya
bisa menjadi alasan pemberatan. Karena terdakwa sudah
menikmati  hasil curiannya. Seperti dalam  putusan
no.8/pid.Sus-Anak/2017/PN.Bek, dalam putusan tersebut
terdapat hal yang meringankan hukuman. Yakni, “terdakwa
belum menikmati hasilnya”, hal ini berarti jika terdakwa
sudah menikmati hasilnya, maka bisa menjadi alasan
pemberatan pidana. Dalam kasus yang penulis angkat,
terdakwa pelaku anak sudah menggunakan uang hasil curian
untuk makan dan beli rokok.

Bisa diartikan bahwa pelaku anak sudah menikmati

uang hasil curian. Hal ini menjadi salah satu alasan

143 | ihat buku ke-11 bab XXXI KUHP.
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pemberatan pidana pada anak. Jika dilihat dari alasannya dia
mencuri, yakni untuk kebutuhan makan dan lain-lain, maka
bisa disimpulkan bahwa memang keadaan ekonomi pelaku
anak bisa dikatakan kurang mampu. Namun, tidak berarti hal
ini bisa menjadi alasan untuk meringankan hukuman terhadap
anak. Karena jika alasan kebutuhan yang mendesak, maka
masih ada jalan lain untuk mendapatkan uang. Bisa dengan
bekerja, berdagang, atau menjadi buruh harian.*** Alih-alih
sudah menikmati hasil curiannya, hakim menjelaskan bahwa
jikalau pelaku anak belum menikmati hasil curiannya, maka
penjatuhan pidana bisa lebih ringan. Pun dengan sebaliknya,
jika anak terus menerus melakukan pidana atau residivis,
maka penjatuhan pidana bisa mencapai hukuman layaknya
orang dewasa. Tentu dengan alasan-alasan pemberatan dan
fakta di persidangan.

Selain itu, dilihat dari pembagian harta hasil penjualan
motor curian tersebut, maka bisa dianalisis bahwa pelaku anak
merupakan tangan kaki daripada Ocit. Karena dalam hal ini,
pelaku atau eksekutor atau yang melakukan tindak pidana
berupa  mengambil  motor dengan  menyalakannya
menggunakan kunci T adalah pelaku anak. Sehingga,

seharusnya dalam hal pembagian uang hasil curian tersebut,

144 Wawancara dengan Bapak Mangatas Bonatua, selaku Hakim
dalam perkara pencurian putusan no.2 PN Jepara. Pada tanggal 14
Desember 2022
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maka pelaku anak mendapatkan bagian yang besar. Namun,
dalam putusan ini, yang mendapatkan uang hasil curian paling
besar adalah Sdr. Ocit yang bertugas menjadi pengawas
situasi bukan eksekutor. Namun, didalam fakta persidangan
bahwa pelaku anak melakukan tindak pidana ini atas
kehendak sendiri, dan kebutuhan sendiri. Sehingga, hal ini
tidak menjadi alasan pemaaf atau keringanan hukuman. Hal
ini berarti pelaku anak menjadi eksekutor, bukan kaki tangan
dari Sdr. Ocit.**

Beberapa persyaratan yang harus disetujui agar
dilakukan atas pertimbangan yang diambil dari tindak pidana
pengadilan residivis, yaitu:

1. Pelakunya sama

2. Terulangnya tindak pidana yang sudah dijatuhi putusan
pengadilan.

3. Seorang yang pernah melakukan percobaan atau hukuman
penjara yang dijatuhkan kepadanya.

4. Pengulangan terjadi pada waktu tertentu.

Dalam kasus ini, maka persyaratan di atas sudah
terpenuhi oleh Anak. Anak menjadi pelaku tindak pidana
pencurian motor yamaha Mio, dan honda Kharisma 2004. Dan

sudah diputus oleh pengadilan dalam jangka waktu tertentu.

145 \Wawancara dengan Bapak Mangatas Bonatua, selaku Hakim
dalam perkara pencurian putusan no.2 PN Jepara. Pada tanggal 14
Desember 2022
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Pada macam-macam Residivis, terdapat Residiv khusus
yang berarti adalah apabila seseorang melakukan tindak
pidana, kemudian diputus dan dijatuhi pidana, kemudian
kembali ke masyarakat, dan dalam waktu tertentu yang
disyaratkan dalam Undang-Undang dia melakukan tindak
pidana yang sejenis dengan pidana terdahulu.**®

Sehingga, bisa dilihat bahwa tindakan pelaku anak ini
merupakan kedalam golongan Residive khusus. Yakni, pelaku
anak sempat bebas dan kembali dengan masyarakat kemudian
dalam waktu dan kesempatan lain, pelaku anak melakukan
tindak pidana yang sama. Yakni melakukan tindakan

pencurian.

Gambar 3: Skema residiv bisa digambarkan sebagai berikut:

Tindak Menjalani Tindak
pidana I Pidana Pidana I1

Skema residiv yang terjadi dengan pelaku Anak :

Mencuri . . mencuri
Menjalani
Sepeda . sepeda motor
. Pidana .
motor Kharisma

146

Lukman Hakim,Asas-asas Hukum Pidana(Sleman:CV Budi
Utama,2020),110.
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Prosedur residiv diatas bisa dijelaskan dengan dikaitkan
sebagai berikut :

Pelaku anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda
motor Yamaha Mio, kemudian sudah divonis dan telah
menjalani pidana. Kemudian bebas dan kembali kepada
masyarakat. Kemudian, dalam kurun waktu tertentu, pelaku
anak melakukan tindak pidana yang sama yakni melakukan
pencurian Honda Kharisma 2004 Nopol: K-6625-FC warna
Hitam silver, Nomor mesin : JB21E412152 dan nomor rangka
: MH1JB21194K416733 milik Ngaeseri. Residiv inilah yang
bisa menjadi alasan pemberatan pidana pada putusan Hakim.
Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 216 KUHPidana, yang
berbunyi “Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat
dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap
karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat
ditambah sepertiga”.

Hemat penulis, kasus terdakwa yang diputus oleh
Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor perkara 02/Pid.Sus-
Anak/2022/PN.Jpa, dengan Hukuman 8 bulan penjara di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atas rekomendasi
dan saran dari hasil penelitian Kemasyarakatan dari Balai
Pemasyarakatan klas Il Pati no. register Litmas 15/1.B/2022,
bulan Februari 2022. Jika melihat hasil pertimbangan Hakim

tentu melihat aspek manfaatnya. Dimana keluarga dan
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lingkungannya juga menjadi pengaruh terbesar atas
perkembangan anak. Terlebih, pelaku anak adalah seorang
anak yatim atau anak yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya.
Sehingga, pelaku anak tidak memiliki sosok ayah dalam
hidupnya. Hal ini sangat berdampak pada pendidikan,
perkembangan dan pengawasan terhadap terdakwa. Terlebih,
terdakwa juga tidak sedang mengenyam pendidikan, dimana
umur 16 tahun adalah umur setara dengan kelas 1 SMA.
Namun, pelaku anak tidak mendapatkan pendidikan
sebagaimana teman sebayanya. Terdakwa juga belum
memiliki emosi yang stabil, mengingat usia terdakwa masih
tergolong belia dan masih disebut “anak” atau belum dianggap
dewasa. Selain itu, perekonomian keluarga juga sulit, hal ini
bisa dilihat dari keterangan terdakawa yang mengatakan hasil
dari uang pencurian itu ia gunakan untuk makan dan beli
rokok. Bukan untuk keinginan hidupnya, atau gaya hidupnya.
Hal ini yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memvonis
hukuman terhadap pelaku anak.

Karena tujuan pemidanaan tidak untuk pembalasan
semata, atau balas dendam, namun seperti yang dijelaskan
dalam putusan bahwa tujuan pemidanaan kepada anak selaku
terdakwa ini adalah untuk pembinaan. Sebagaimana menurut

Andi Hamzah dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”
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bahwa tujuan pidana dalam literatur bahasa Inggris yaitu 3 R

dan1D:

1. Reformation, yang  berarti  memperbaiki atau
merehabilitasi penjahat.

2. Restraint, mengasingkan pelanggar dari masyarakat.

3. Retribution, Pembalasan terhadap pelanggar

4. Deterrence, sebagai jeraan terhadap terdakwa dan yang
lain, agar tidak melakukan tindak pidana yang sama /
tindak pidana yang lain. **’

Dari penjelasan yang dijelaskan oleh Hakim selaku
yang menangani kasus yang penulis angkat, bahwa pada
dasarnya penjatuhan pidana penjara berupa pembinaan selama
8 bulan ini, dilihat dari beberapa fakta pengadilan. Jika dari
pihak orangtua atau wali tidak lagi sanggup mengasuh,
mendidik, maka berkemungkinan besar akan dijatuhkan
pidana yang lebih lama. Namun dalam fakta persidangannya
masih ada kesanggupan dari pihak wali untuk mendidik, dan
merawat pelaku anak, dan tidak pula ditemukan keikhlasan
atau dari pihak korban meminta memberhentikan kasus
tersebut, sehingga pelaku anak tetap dijatuhi pidana. dan
dalam keterangan Hakim mengatakan bahwa rata-rata dalam
kasus pencurian, meskipun pelakunya adalah anak, maka akan

tetap dilanjutkan hingga dibina oleh lembaga yang berwenang.

7 Didik Endro,Hukum Pidana,(Surabaya: AUP,2014),91.
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Terlebih, hal yang dilakukan oleh anak termasuk dalam kasus
berat. Dalam putusan ini, alasan yang memberatkan untuk
penjatuhan pidana kepada pelaku anak adalah bahwa pelaku
anak telah melakukan residivis atau pengulangan tindak
pidana. Dari fakta persidangan didapatkan fakta berupa, dalam
mendidik pelaku anak, kakak kandung selaku wali dari pelaku
anak sudah mendidiknya dengan baik. sedangkan keterangan
pelaku anak justru berbanding terbalik dengan apa yang
dinyatakan oleh pihak wali. Di fakta persidangannya, bahwa
pelaku anak tidak sekolah dikarenakan tidak adanya biaya dan
faktor orangtua. Hal ini dijelaskan kembali oleh Hakim
bahwa pelaku anak ini sudah ditanggung wali, namun dia
tidak mau sekolah. Sehingga, pelaku anak dengan
keberaniannya melakukan tindak pidana mencuri. Dengan itu,
dia mendapatkan uang. Sehingga, dia akan mendapatkan apa
yang dia inginkan. Dalam persidangan didapatkan sebuah
fakta, bahwa uang yang didapatkan dari hasil curian tersebut
digunakan untuk membeli makan dan rokok. Bisa dianalisis
dari alasan tersebut bahwa uang tersebut digunakan untuk
kebutuhan hidup yakni makan. Bahkan, uang hasi curian itu
sudah dinikmati.

Berdasarkan penjelasan hakim, bahwa pelaku anak
melakukan pengulangan tindak pidana yang sama. Ini berarti,

ada sifat terlalu berani dari pelaku anak. selain karna faktor
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yang dianggap kebutuhan, sifat ketagihan juga ada dalam diri
pelaku anak. Bahwa dengan umur yang dikatakan cukup
belia, dia nekat melakukan pencurian sepeda motor bahkan
dengan menggunakan alat bantu. Sehingga, hal inilah yang
menjadi alasan Hakim untuk memberatkan pidana penjara
pada pelaku anak. angka 8 bulan yang dijatuhkan dianggap
cukup berat. Melihat, tidak ada minimum penjatuhan penjara /
pembinaan untuk pelaku anak. dalam pasal 363 ayat
2,menerangkan bahwa penjatuhan pidana penjara yang
dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan dengan menggunakan
alat pembantu, maka maksimal pidana adalah 9 tahun. Jadi,
untuk maksimal penjara bagi pelaku anak adalah 4,5 tahun.
Namun, hakim menjelaskan bahwa sebuah penjatuhan pidana
pada kasus anak ini memang hak perogratif hakim. Dengan
melihat fakta-fakta di persidangan, dengan tetap berpegang
teguh pada peraturan dalam undang-undang yang berlaku.
Karena, hal ini sangat berpengaruh pada masa depan anak,
psikologis anak, belum lagi sanksi sosial yang didapat oleh
anak di masyarakat. Hakim menjelaskan bahwa, jika sudah
rasa ketagihan untuk melakukannya lagi. Sehingga, hal ini
menjadi alasan utama pemberatan pidana apapun itu. Dan

tidak ada pidana jika tidak ada pelanggaran. Hal itulah yang
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disampaikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada
perkara ini.

Penulis berpendapat bahwa, dalam penjatuhan pidana
penjara pada pelaku anak ini tidak melebihi batas maksimal
penjatuhan pidana pada pidana anak. Karena dikatakan tidak
ada batas minimal penjatuhan pidana anak, maka tetap
dijatuhkan pidana berupa pembinaan di LPKA. Angka 8 bulan
ini, dianggap cukup oleh Hakim selaku yang memutuskan
pidana penjara tersebut. Menimbang, bahwa pelaku anak telah
melakukannya residivis, sehingga karena dianggap masih
belia penjatuhannya tidak mencapai 1 tahun. Dari keterangan
Hakim didapatkan bahwa, jika anak terus-terusan atau bahkan
2 tahun kemudian atau 1 tahun kemudian anak melakukan
tindak pidana lagi, maka penjatuhan pidana bisa seperti
penjatuhan pidana pada orang dewasa, namun tetap tidak
melebihi jangka maksimum penjatuhan pidana pada anak.
Selama dia masih dikategorikan sebagai anak, maka
penjatuhan kepadanya tetap dengan penjatuhan pidana anak.
Meskipun, perilaku atau sikap atau tindakan yang diambil
seperti halnya dengan orang dewasa.

Seperti halnya dalam kasus ini, yang sebenarnya jika
dilogika, anak adalah seorang yang masih butuh bimbingan,
dan juga pengarahan. Dalam kasus ini, pelaku anak bahkan

menjadi eksekutor pidana pencurian dengan pemberatan, yang
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hal ini adalah tindakan orang dewasa. Dalam pasal 486 ayat
1, tentang residivis dalam kasus yang dijelaskan dalam pasal
yang tertulis, termasuk juga pasal 363 ke-4 dan ke-5 yang
menetapkan bisa ditambah pidana penjara sepertiga dari
pidana penjaranya. Dalam pasal tersebut, dituliskan dengan
pilihan diksi “Dapat”, itu artinya tidak ada penekanan atau
ketentuan yang bersifat mendesak untuk menambahkan pidana
penjara bagi pelaku residivis. Sehingga, penjatuhan pidana
tergantung pada putusan hakim yang memeriksa didalam
persidangan dengan tetap memerhatikan fakta-fakta dan bukti

didalam persidangan.

Analisis Hukum Pidana Islam dalam Putusan no.
2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa

Setiap anak terlahir dengan suci, adapun yang
membuatnya menjadi seorang penganut agama selain Islam
adalah karena pengaruh eksternal. Setiap anak bergerak
karena nalurinya. Yaitu Tuhan kemuliaan bagi-Nya, dapat
menerima kebenaran dengan baik. Ini sebabnya, anak tidak
sah dalam hal apapun. semua amalnya masih belum dihitung
sampai dia balig. Balig merupakan syarat sebagian besar sah
ibadah. Sholat, bermuamalah, haji, dan lain-lain.

Balig ini yang kemudian muncul dengan beberapa

tanda pertumbuhan seorang anak. Tanda balig dari seorang
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anak  masing-masing  berbeda. Namun, Syafi’iyyah

berpendapat bahwa tanda balig seorang anak ada 3:

- Umur 15 tahun sempurna bagi Anak laki-laki maupun
perempuan’.

- Intilam (mimpi basah)bagi lelaki maupun perempuan
yang biasanya berumur 9 tahun. Namun, tanda yang
kedua ini kebanyakan terjadi pada Anak laki-laki saja.
Bisa dinyatakan hampir tidak ada, tanda ini terjadi pada
perempuan. Dalam ilmu biologi, hal ini disebut dengan
masa pubertas.

- Menstruasi bagi perempuan yang (biasanya) berumur 9

tahun.'*®

Hal ini, tidak pasti terjadi secara tepat pada semua anak
di dunia. Pada masa Imam syafi’i, fenomena inilah yang
kemudian dijadikan ijtihad sehingga menjadi tolak ukur masa
pubertas anak di zaman setelah imam syafi’i. Sehingga, tidak
pasti bisa menjadi pegangan utama materi ini dalam
menentukan balig atau masa pubertas anak. Bukan tidak
mungkin seorang anak balig diumur yang lebih tua atau lebih
muda dari ketentuan di atas. Dalam faktanya, banyak anak
mengalami balig diumur 13 tahun. Berdasarkan pengalaman

penulis, anak laki-laki cenderung mengalami pubertas dengan

148 Syekh Salim bin Sumair,Safinatunnaja>.
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ditandai mimpi basah terjadi dimasa SMP. Namun, tidak
jarang pula terjadi pada anak SD. Bahkan anak SMA.

Dalam ilmu biologi, masa pubertas anak laki-laki
ditandai dengan tumbuhnya rambut dibagian tertentu, mimpi
basah, tumbuh jakun, dan suara semakin membesar. Sehingga
kita bisa tau pubertas anak laki-laki dengan ditandainya
perubahan fisik yang terlihat pada anak. Yaitu dengan
mendengar suaranya yang tidak lagi seeperti anak-anak.

Sehingga, definisi anak dalam hukum Islam ini bisa
ditandai dengan masa pubertas anak. Jika anak sudah
mengalami masa pubertas, itu tandanya anak sudah
bertanggungjawab penuh pada apa yang dilakukannya semasa
hidupnya. Tidak lagi bisa dikatakan anak-anak, seorang anak
yang sudah mengalami ciri-ciri kedewasaan diatas.

Anak yang sudah mengalami masa pubertas dalam
Islam, selanjutnya di sebut dengan mumayyiz. Mumayyiz
adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik dan
mana Yyang tidak baik, dan juga dibebani hukum-hukum
syara’(mukalaf). Sehingga, anak wajib melaksanakan segala
apa yang wajibkan, dan wajib menjauhi segala apa yang
diharamkan.

Setiap perbuatan mukalaf maka dihitung sebagai

amalan di dunia. Baik itu perbuatan baik, ataupun perbuatan
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buruk. Yang kesemuanya  akan dihisab dan
dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.

Hukuman tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh
anak dalam hukum Islam ini masih dibingungkan, sebab
masih menganggap bahwa anak adalah seorang yang belum
berusia 18 tahun, sebagaimana dalam hukum positif. Namun,
sebenarnya perbedaan ini yang masih dilupakan oleh
masyarakat umum. Bahwa anak bukan lagi menjadi anak
dalam hukum Islam jika sudah masuk akil balig. Yang
ditandai dengan hal-hal diatas yang sudah dijelaskan.

Dalam hukum Islam, tindak pidana pencurian adalah
tindakan yang keji. Karena, selain merugikan orang lain,
mengganggu ketertiban, tindakan pencurian juga berdampak
negatif untuk diri sendiri. Hal ini sudah dijelaskan didalam Al-
Qur’an surat Al-Maidah. Dilihat dari kandungan makanan
yang dari hasil pencurian, maka makanan tersebut menjadi
haram sehingga berdampak buruk juga pada tubuh. Sehingga,
makanan yang dimakan itu berubah menjadi daging dan
mengalir kedalam aliran darah dalam diri manusia. Selain itu,
citra baik di masyarakat menjadi buruk.

Tindak pidana pencurian adalah tindakan keji
mengambil barang milik orang lain secara diam-diam, dari
tempat penyimpanannya. barang tersebut juga disyariatkan

dengan barang yang bisa bergerak. Contoh dari pencurian
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yang tidak bergerak adalah pencurian rumah. Pencurian ini

tidak dianggap pencurian. Karena rumah bukan merupakan

barang bergerak. Menurut Abdul Qadir Audah, pembagian
pencurian ada dua, yaitu pencurian besar dan pencurian kecil.

Pencurian besar adalah pencurian yang dilakukan dengan

secara terang-terangan dan dilakukan bersama kekerasan.

Pencurian kecil adalah pencurian yang dilakukan secara

sembunyi-sembunyi.

Terdapat unsur-unsur pencurian yaitu:

- Mengambil harta secara diam-diam,

- Barang yang dicuri berupa harta, dalam hal barang yang
dicuri, maka syarat hartanya adalah tidak melebihi satu
nishab,untuk tidak tercapainya hukuman potong tangan.

- Harta yang dicuri adalah milik orang lain.

Jika harta ini milik orang tua, atau sendiri maka tidak
dinamakan dengan pencurian. Misal, harta milik sendiri
tergeletak di sebuah tempat yang sepi karena tertinggal,
kemudian diambil kembali karena baru ingat, meskipun
diambil dengan secara diam-diam, dan bukan dari
penyimpanan sendiri tindakan ini tidak bisa dinamakan
sebagai pencurian, atau mengambil harta milik orang tua yang
tersimpan dipenyimpanannya. Meskipun diambil secara diam-

diam, maka hal ini tidak bisa dikenai hukuman. Karena harta
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anak adalah harta orang tua. Namun masuk dalam adab / tata
krama anak pada orangtua.
- Sengaja melawan hukum.

Yaitu, sudah mengetahui hal tersebut adalah
perbuatan yang dilarang dan ada hukumannya, tetapi
seorang tetap melakukan tindakan tersebut. Hal ini
disebut dengan “sengaja melawan hukum”.

Syarat-syarat dari pelaku pencurian diantaranya:
balig, berakal, atas kemauan sendiri, tau hukum, dan
pencuriannya tidak diketahui oleh pemilik harta. **° Jika
syarat tersebut terpenuhi semua, maka tindakan tersebut
dinamakan pencurian dan pelaku harus
bertanggungjawab atas perbuatannya.

Syarat pertama pelaku pencurian adalah balig.
Seseorang yang sudah mengalami pubertas atau biasa
disebut dengan mumayyiz (bisa membedakan mana yang
baik dan mana yang buruk) dan mukalaf (orang yang
sudah dibebani hukum-hukum syara’). Masa pubertas
pada anak laki-laki, ada yang mengalami saat kelas 6 SD,
ada yang kelas 1 SMP atau bahkan masa SMA baru
mengalami pubertas. Sedangkan untuk perempuan, ada
yang saat kelas 5 SD, dan ada yang mengalami dimasa

SMP. Namun, di zaman sekarang ini, kebanyakan anak

1% Ahmad ibn Umar Asy-syathiri,Yaqutunnafis,(Surabaya: toko
kitab Hidayah),192.
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SD sudah mengalami pubertas dengan ditandai mimpi
basah atau keluarnnya mani, dan suara yang membesar.
Hal inilah yang menjadi faktor berkembangnya
pemikiran anak juga. Akhir akil balig ini, kebanyakan
anak sudah tau hal yang baik dan buruk, hal yang haram
dan halal. Sehingga, anak yang belum akhir balig tidak
bisa dihukumi potong tangan jika dia melakukan
pencurian. Meskipun pencuriannya sudah melebihi satu
nishab.

Syarat yang kedua adalah berakal. Bagi orang gila,
orang yang saat mengambil hilang akal atau mabuk saat
melakukan pencurian maka tidak bisa dihukum potong
tangan sebab melakukan pencurian.

Syarat ketiga yaitu atas kemauan sendiri. Tidak
dihukumi potong tangan bagi seseorang yang melakukan
pencurian atas perintah orang lain. la melakukan
pencurian bukan karena kemauan sendiri, namun sebab
desakan atau ancaman yang diberikan dari pihak luar.

Syarat keempat adalah tahu hukum. Maksudnya
tahu bahwa hal tersebut adalah tindakan haram yang
dilarang oleh syariat Islam. Tahu bahwa ada hukuman
jika melakukan hal yang dilarang, dan mengetahui bahwa

hal tersebut adalah hal haram.
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Syarat kelima adalah pencurianya tidak diketahui
oleh pemiliknya. Maksudnya dilakukan secara sembunyi-
sembunyi, bukan secara terang-terangan. Jika dilakukan
dengan terang-terangan dinamakan dengan perampokan,
jika dilakukan dijalan dinamakan penjambretan. Setiap
yang berbeda tindakan atau cara untuk melakukan
pengambilan harta orang lain, maka berbeda pula
hukuman yang ditanggung.

Hemat penulis, bahwa dalam putusan ini sudah
memenuhi semua syarat-syarat diatas. Yakni, pencuri
sudah balig dan berakal. Kemudian atas kemauan sendiri,
yakni tidak menjadi kaki tangan Ocit atau teman lain.
Selain itu anak juga sudah dipastikan tahu bahwa tindak
pidana mencuri adalah perbuatan dilarang oleh agama,
dan ada hukum yang berlaku di negara,dan syarat terakhir
yakni tidak diketahui pemiliknya. Dari pihak korban
(Ngaeseri) tidak mengetahui aksi dari pencurian. Yang
korban tau, sepeda motornya telah hilang saat sedang
diparkirkan dibawah pohon, sedangkan korban berada di
sawah.

Pencurian dalam hukum Islam merupakan
mengambil harta secara diam-diam, dari tempat
penyimpanannya. Imam Malik tidak mensyaratkan

tempat yang tetap seperti rumah/bangunan lainnya Hirzul
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bil amkan menurut Imam Malik adalah tempat yang bisa
untuk menyimpan harta. Sedangkan menurut Imam
Syafi’i dan imam Ahmad mensyaratkan ditempat yang
disitu bisa untuk menyimpan dan harus terkunci/ tidak
ada orang yang bisa mengambilnya.

Dalam situasi yang ada di putusan no. 2/Pid.Sus-
Anak/2022/PN.Jpa, posisi motor ini diparkirkan disekitar
persawahan yang notabennya adalah bukan tempat
penyimpanan motor. Namun, hal ini tetap dibenarkan
sebagai pencurian, meskipun bukan dari tempat
penyimpanannya. Muhadisin (Ahli Hadis) berpendapat
bahwa orang yang mencuri hingga mencapai batas nishab
pencurian tetap dihukumi potong tangan meskipun tidak
dari tempat penyimpanannya.

Pencurian termasuk dalam Jarimah Hudud, yaitu
Jarimah yang hukumannya sudah disyariatkan oleh
Allah. Syarat-syarat hukuman had, adalah:

- Pelaku pencurian adalah mukallaf

- Barang yang dicuri milik orang lain

- Pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau
sembunyi-sembunyi.

- Barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan

- Pencuri tidak memiliki andil kepemilikan

- Barang yang dicuri mencapai jumlah satu nishab.
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Hal ini terdapat dalam ayat al-Quran surat al-
Maidah ayat 38. Yang pada intinya menjelaskan bahwa
hukuman seorang laki-laki atau perempuan yang mencuri
adalah dipotong tangan kanannya, kemudian jika
melakukan kembali maka dipotong kaki kirinya, jika
masih melakukan maka dipotong tangan kirinya, dan jika
masih melakukan lagi maka dipotong kaki kanannya.
Jumhur Ulama berpendapat tentang pelaksanaan hukum
potong tangan, yakni memotong dari pergelangan tangan,
bukan untuh tangan. Begitu juga dengan kaki, kaki yang
dipotong hanya pergelangan kaki. Akan tetapi, hukuman
potong tangan ini dilakukan jika harta yang dicuri
melebih satu nishab. Jumhur ulama mengatakan bahwa
hukuman potong tangan dilakasanakan maksimal tidak
menghilangkan fungsi dari anggota badan yang dipotong.
Karena, jika 4 anggota badan dipotong akibat tindak
pidana pencurian yang dilakukan, maka pelaku pencuri
ini tidak bisa bekerja sebab tidak berfungsinya anggota
badan yang sudah dipotong. Sehingga, pelaku ini tidak
bisa menghidupi keluarganya jika dia seorang tulang
punggung keluarga, dan bahkan bisa melakukan hal yang
tidak terpuji yang lain. Seperti mengemis, atau

bergantung pada pemberian orang lain.
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Nishab harta pencurian menurut jumhur ulama
adalah sperempat dinar, sekitar 1,62 gram emas. Seperti
yang kita tau, Dinar tidak pasti ada disetiap negara dunia.
Termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, hasil ijtihad
ulama tentang nishab pencurian dikisarkan dengan 1,62
gram. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa nishab
pencurian itu sama dengan harganya baju besi untuk
perang pada zaman dahulu.

Harga emas dari masa ke masa juga berbeda. Per
tanggal 16 November 2022 harga emas per gram adalah
Rp. 981.000,- **° . Jika dikalkulasikan maka menjadi:

1,62 x 981.000 = 1.589.200.

Maka perkiraan nishab harta yang dicuri senilai
Rp. 1.589.200,-

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka
hukuman potong tangan tidak bisa dilaksanakan. Namun,
perbuatan yang melawan hukum akan tetap ada
pertanggungjawabannya. Pengganti dari hukuman potong
tangan ini adalah, ganti rugi dan dikembalikan pada Qadr
(hakim) selaku yang berwenang dalam memberikan
hukuman. Salah satu jurisdiksi Qadi yaitu menegakkan

hudud bagi yang berhak mendapatkan haknya. Jika

130 https://www.logammulia/com/id/harga-emas-hari-ini
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hudud itu berkenaan dengan hak Allah, maka hudud
harus ditegakkan meskipun tidak ada pihak yang
menuntutnya. Namun, jika hudud ini berkenaan dengan
manusia, maka hudud dilaksanakan atas tuntutan pihak
yang berhak.™™. Hal ini berarti ada kewenangan Qadi
dalam memberikan keputusan dengan syarat-syarat dan
hukum yang berlaku didalam negara tersebut. Dalam
putusan ini, karena hudud ini berkenaan dengan manusia,
yakni pencurian sepeda motor yang ada tuntutan dari
pihak korban, korban merasa harus ada keadilan yang
berlaku. Sebab hal itu terjadi, maka korban memilih
untuk disidangkan di persidangan, agar mendapatkan
keadilan sesuai dengan hukuman yang berlaku.
Terhapusnya atau tergantinya hukuman hudud ini
tidak berarti hilangnya pemberian hukuman. Tujuan
diberikannya hukuman adalah membuat jera pelaku.
Tidak untuk mengintimidasi atau balas dendam.
Sehingga, meskipun pelaku pencuriannya adalah anak,
maka tetap mendapat hukuman, dibawah kewenangan
Hakim yang adil. Dalam hukum positif bahwa dalam
memberikan hukuman, tidak melihat hal itu merupakan
perbuatan keji atau tidak. Namun, melihat dengan berapa

besarnya kerugian yang didapat. Berbeda dengan hukum

11 Ahmad  Sarwat,Kedudukan Qadhi dalam  Hukum
Islam,(Jakarta:Rumah Figih Publishing),45.
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Islam, bahwa perbuatan yang dilarang kemudian
dilanggar, maka hal itu merusak akhlak. Sehingga, jika
akhlak rusak, maka moralitas juga rusak. Hal ini, yang
terjadi pada kasus dalam putusan yang penulis angkat,
bahwa pelaku anak melakukan tindak pidana pencurian
yang bahkan dilakukan sampai berulang Kali.
Sebenarnya, bahwa tujuan dari hukuman penjara
(Jarimah takzir), ini adalah untuk pengajaran atau ¢a’dib.
Alih-alih menjadi pengajaran akhlak, hal ini juga sama
dengan istilah hukum positif yakni Restoratife justice.
Sedangkan jarimah takzir adalah jarimah selain jarimah
hudud dan gisas. Sehingga, macam-macam atau bentuk
dari Jarimah takzir ini beragam. Baik dari hukuman yang
paling berat, hingga paling ringan.*® Dalam hal ini, jelas
adanya bahwa perbuatan pencurian ini merupakan
perbuatan yang merusak moral. Sifat atau illat yang
dijadikan alasan untuk menetapkan hukuman takzir
adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau
ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan putusan yang
penulis angkat. Bahwa perbuatan pelaku anak telah
merugikan korban (Ngaeseri) dengan kerugian mencapai

3 juta rupiah. Selain itu, perbuatannya juga mengganggu

152 Marsaid,Al-Figh Al-jinayah,(Palembang:Rafah
Press,2020),197.
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ketertiban ~ masyarakat umum. Adapun unsur-unsur

Jarimah takzir adalah:

a.

Rukun syar’i yaitu nash yang melarang perbuatan
tersebut. Dalam hal ini, sudah jelas adanya ancaman
bagi pelaku pencurian. Dalam hukum Islam
termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 38, sedangkan
ancaman bagi pelaku pencurian dalam hukum Positif
termaktub dalam pasal 363 KUHP.

Rukun maddi, yaitu adanya tingkah laku yang
membentuk Jarimah, baik perbuatan nyata maupun
sikap tidak perbuat. Dalam hal ini, jelas adanya motif
pencurian yakni untuk kebutuhan diri sendiri.

Rukun Adabi, yaitu orang yang dapat dimintai
pertanggungjawaban. Bahwa pelaku anak dalam
putusan ini, meskipun dalam kategori anak dalam
hukum positif, namun pelaku anak sudah mampu
diberi  pertanggungjawaban atas perbuatannya.
Pelaku anak sudah tahu hal atau perbuatan tersebut
dilarang, tetapi pelaku anak nekat melakukan. Berarti
dalam hal ini, pelaku anak sudah tau konsekuensi
atau akibat dari perbuatan yang diperbuatnya.

Dalam kasus yang penulis angkat, yang terjadi di

Jepara, dengan pelaku berusia 16 tahun saat sidang

dilaksanakan, maka secara harfiah bisa dipahami dan bisa
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dikaitkan dengan syarat-syarat dari pencuri tersebut.
Dalam hukum Islam, maka pelaku pencurian (pelaku
anak) sudah berakal, balig, tau hukum, dan mumayyiz.
Sehingga hal ini sudah memenuhi syarat potong tangan.

Berdasarkan figh Syafi’iyyah, umur pubertas laki-
laki adalah 15 tahun dengan ditandai dengan mimpi
basah atau 7Atilam,tumbuh jakun, dan suara membesar.
Selain itu juga mengetahui bahwa pencurian adalah hal
yang haram. Sehingga, dalam kasus sesuai putusan no.
2/Pis.Sus-Anak/2022/PN.Jpa ini sudah memasuki akil
balig dan tidak lagi disebut dengan anak. Pelaku anak
dalam putusan ini merupakan seorang muslim yang
mumayiz, yang mengerti hukum halal dan haram suatu
perbuatan. Selain itu, unsur melawan hukum juga
dipenuhi dalam kasus tersebut. Yaitu, sengaja melakukan
pencurian padahal dia tau ada hukuman setelah tindak
pidana yang dilakukan.

Dalam hal ganti rugi, penggantian ganti rugi
dibebankan kepada orangtuanya. Jika orangtuanya sudah
tidak ada atau tidak mampu, maka dibebankan kepada
ahli warisnya. Estimasi pembayaran ganti rugi adalah
tidak lebih dari 2 tahun. Jika barang yang dicuri sudah

hilang, maka diganti dengan senilai barang yang dicuri.
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Selain syarat pencuri berakal, balig, dan
mengetahui hukum, syarat barang yang dicuri harus
mencapai 1 nishab, untuk dicapainya hukuman potong
tangan. Dalam kasus ini, pelaku anak mencuri motor
honda Kharisma 2004. Dengan hitungan kerugian
mencapai Rp. 3.000.000. Analisis nishab per tanggal 16
November 2022, dengan jumlah nishab sekitar Rp.
1.589.200,-. Maka, dalam hal ini pelaku anak mencuri
sudah mencapai nisab pencurian.

Hukuman tindak pidana pencurian sesuai dengan
ayat Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 38 adalah sebagai
berikut:

5 VS G G 2 Ldadl 133036 Bl 5Ll

;;’;;;;;mj

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang
mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai)
pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan
sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha
Bijaksana lagi Maha Perkasa.” (Q.S Al-
Maidah:38).

Dalam Tafsir Jalalain, bahwa setiap manusia, baik
laki-laki atau perempuan yang sudah berakal balig, jika

melakukan tindak pidana pencurian maka dikenai hukum
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potong tangan jika harta yang dicuri mencapai satu
nishab.

Analisa penulis, ayat diatas merupakan tegasan
bagi setiap manusia yang melakukan tindak pidana. Yang
tujuannya adalah sebagai pendidikan atau deraan pada
pelaku tindak pidana. Meskipun ada syarat dalam
pelaksanaan hukuman ini, namun tidak berarti jika salah
satu syarat tidak terpenuhi maka hukuman akan gugur.

Namun, sebab pencurian ini dilakukan secara
sembunyi-sembunyi, maka perlu diketahui pencuri,
barang yang dicuri, waktu dan tempat, dengan dibuktikan
dengan bukti yang akurat. Diantaranya bisa dengan saksi,
dengan pengakuan, atau dengan sumpah. Karena
ditakutkan hal ini bisa menjadi fitnah untuk orang lain,
atau menjadi lolosnya pelaku pencurian dari deraan
hukuman. Saksi dalam pembuktian tindak pidana
pencurian, adalah dua orang laki-laki atau seorang laki-
laki dan dua orang perempuan. Satu orang perempuan
saja, atau dua orang perempuan saja maka tidak sah
kesaksiannya. Saksi dalam tindak pidana ini sama dengan
saksi tindak pidana zina.

Dalam kasus ini, hakim sudah menghadirkan 4
orang saksi laki-laki, dan pengakuan dari pelaku (anak).

Sehingga, dakwaan pelaku anak menjadi pelaku pencuri
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sudah bisa dinyatakan benar. Dakwaan sudah dianggap
akurat, dan pelaku dapat menjalani hukuman sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Memahami hukuman untuk kejahatan pencurian
sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Maidah, ayat 38,
Syahrur memahaminya dengan "teori batas maksimum®.
Menurut Syahrur, dalam ayat ini Allah menjelaskan
hukuman bagi seseorang yang melakukan pencurian,
yaitu dengan memotong tangan dengan syarat hal
tersebut adalah batas maksimum hukumannya. Artinya,
hukuman terhadap pelaku pencurian dilarang selamanya
memotong lebih dari tangan. Batas maksimum, yang
merupakan salah satu dari enam batas teoretis Syahrur
adalah domain dari persamaan fungsional y (Y=f(x)),
dalam bentuk kurva tertutup (kurva ke bawah). hanya ada
satu pengembalian maksimum. Titik ini di sebelah garis
sejajar dengan sumbu X, lihat gambaran di bawah ini:
dalam posisi maksimum, batas atas yang tetap dan tidak
mungkin  terlampaui, tetapi dimungkinkan untuk
mengurangi hukuman.**®

Disamping itu, ada beberapa hal yang bisa

menggugurkan Hukuman, diantaranya :

133 Moch. As’at Sa,Teori batas hukuman terhadap tindak pidana
pencurian dalam pemikiran Muhamad syahrur,Vol. I, In Right, 2012,503.
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- Korban tidak percaya dengan kesaksian saksi dan
pengakuan pencuri.

- Adanya pengampunan dari korban

- Karena pencuri menarik kembali pengakuannya, ini
berlaku apabila pembuktiannya hanya dengan
pengakuan.

- Karena dikembalikannya barang dicuri sebelum
perkaranya diajukan ke pengadilan.

- Pencuri mengaku barang yang dicuri adalah
miliknya.

Hukuman had ini bisa dilaksanakan jika pelaku
sudah dinyatakan bersalah. Dalam kasus di putusan
no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa,  sudah  ditetapkan
sebagai orang yang benar bersalah. Dari penjelasan di
atas, tidak didapatkan beberapa alasan untuk
menggugurkan hukuman atau korban memaafkan.
Sehingga, hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian
yang tertera dalam putusan no.2/Pid.Sus-
Anak/2022/PN.Jpa, tetap dilanjutkan dan menjalani
hukuman yang berlaku.

Sehingga, bisa disimpulkan bahwa hukuman atau
pertanggungjawaban Jarimah sarigah yang dilakukan
oleh pelaku anak dalam putusan no. 2/Pid.Sus-
Anak/2022/PN.Jpa, dapat di kenai hukuman potong
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tangan. Hal ini, pelaku anak sudah memenuhi kriteria
hukuman potong tangan diantaranya: berakal, dilakukan
secara sembunyi-sembunyi, sudah memenuhi batas
nishab dan harta yang dicuri adalah bukan miliknya.
Namun, melihat sejarah Figih Jinayah pada masa
Khulafaur rasyidin, yakni pada masa Umar bin Khattab,
pernah menggugurkan hukuman potong tangan pada
seorang yang melakukan pencurian. Berdasarkan alasan
pencuri, pencurian dilakukan karena keadaan yang
mendesak. Jika pencuri tidak mencuri kala itu, maka
pencuri merasakan sangat kelaparan. Sedangkan dalam
ajaran agama, Hifzunnafs itu wajib. Sehingga, pencuri
terpaksa mencuri untuk bertahan hidup. Pencuri mencuri
seekor unta milik orang Muzainah. Sebab karena mencuri
dengan terpaksa, lantas Umar bin Khattab tidak
memotong tangannya. Beliau berpengangan dengan surat

3

Al-Baqarah ayat 173 yang artinya “...jika dalam keadaan
terpaksa bukan sengaja hendak melanggar atau mau
melampaui batas maka tidaklah ia berdosa. Allah Maha
Pengampun, Maha Pengasih” beliau hanya mensyaratkan
kepada pencuri itu untuk mengganti unta itu dengan
harga 2x lipat. Dengan tujuan untuk berpindah status

barang yang haram menjadi barang yang halal, dan tidak
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lagi disebut barang curian.’ Sebagai manusia, kita wajib
menjaga diri kita. Termasuk dalam mempertahankan
hidup. Sebagaimana magasid syariah yang menjelaskan
lima pokok maslahah, yakni Hifzul din, Hifzul nafs
(Menjaga Jiwa atau badan), Hifzul Agl (Menjaga akal),
Hifzul Nasb (Menjaga keturunan), Hifzul mal (menjaga
Harta). Sehingga, setiap manusia wajib menjaga jiwanya
agar tetap hidup. Selain itu, Umar juga pernah
menggugurkan hukuman rajam bagi pezina. Karena
dalam keadaan darurat, pezina wanita tersebut dalam
perjalanan memerlukan air untuk diminumnya. Jika tidak,
maka dia tidak bisa melangsungkan hidupnya. Alih-alih
kehausan, pezina tersebut meminta air pada seorang
penggembala, namun penggembala tersebut akan
memberikan airnya jika wanita mau menyerahkan diri
untuk berzina. Sampai 3x meminta, akhirnya wanita
tersebut terpaksa menyerahkan dirinya demi setengguk
air. Hal ini, karena adanya kewajiban kita untuk menjaga
jiwa atau badan kita. Namun, Umar tidak
menghukumnya. Umar masih berpegangan dengan Surat
Al-Bagarah ayat 173 seperti yang tertulis diatas. Dalam

ayat ini, konteksnya adalah bukan konteks sarigah.
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Namun, dihubungkan dengan Allah melarang sesuatu hal
namun masih terdapat keringanan jika darurat. Arti dalam
ayat ini adalah tentang keterpaksaan memakan makanan
haram dalam keadaan darurat, namun tidak ada
keterpaksaan dan tidak melampaui batas dalam
memakannya. Hal ini digiyaskan oleh sayyidina umar
pada hal sarigah yaitu tentang seorang pencuri yang
mencuri dalam keadaan terpaksa dan tidak melampaui
batas. Umar menghukumnya dengan takzir dengan
menghindari had. Karena dengan beberapa ketentuan
seperti mendesak, tidak melampaui batas hal ini dijadikan
sebagai dasar penentuan hukuman oleh Umar bin
Khattab. Sehingga, beliau menggeser hukuman had
menjadi hukuman takzir. Hal ini mirip dengan tuntutan
pada putusan yang penulis angkat. Dalam putusan ini,
ada beberapa faktor dengan hukuman yang diterima oleh
pelaku anak. Diantaranya yaitu :

a. Terpaksa. Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh
pelaku anak, anak menjadi eksekutor. Dengan dasar
pendidikan yang rendah, ada kemungkinan bahwa
anak terpaksa mengikuti ajakan Sdr. Ocit yang
dimana Ocit lebih tua dari pelaku anak.

b. Tidak menginginkan. Sebenarnya, tindakan mencuri

ini tidak diinginkan, karena sudah tau apa
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konsekuensi yang akan didapatkan. Namun, melihat
faktor atau alasan pelaku anak mencuri ini adalah
karena desakan kebutuhan. Hal ini bisa dilihat dari
uang hasil curian tersebut yang digunakan untuk
membeli makan yang dimana makan adalah
kebutuhan pokok manusia.

c. Tidak melampaui batas. Dilihat dari uang yang
didapatkan oleh pelaku anak dengan jumlah sekitar
Rp. 500.000,- ini tidak sebanding dengan harga
motor Kharisma, bahkan jauh dari nilai kerugian
yang didapatkan oleh korban.

Dari beberapa faktor diatas, sekiranya pembebanan
hukuman takzir kepada pelaku anak ini sudah tepat, dari
pada dengan hukuman had. Dikarenakan pelaku dalam
kasus tersebut adalah seorang anak, maka hukuman
takzirnya dari pemerintah yang berwenang (hakim)
dengan cara ta’dib atau pembelajaran akhlak, moral
kepada anak yang masih memiliki masa depan yang jelas
lebih baik. Hal ini sejalan dengan prinsip magqashid al-
syariah wa masalih  al-insaniyah yaitu, selain
memperhatikan ketentuan nas, juga tidak mengabaikan
faktor kepentingan kemanusiaan yang terkadang dibalik

ketentuan nash.'*®

155 Djamila Usup,Peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin.
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Pada masa Umar pula, mulai adanya Hakim ( Qadi
) yang bertugas menyelesaikan dan mengadili
permasalahan yang terjadi di masyarakat. Semua
permasalahan perkara untuk keadilan, dikembalikan
pada pemimpin atau Qadi “(Hakim), dan melaksanakan
nahi munkar. Karena jika hukuman had tetap
dilaksanakan, maka pelaku akan merasa tidak
mendapatkan haknya untuk hidup. Dalam keadaan tidak
mempunyai  apa-apa,bahkan  nyaris  tidak  bisa
melangsungkan hidup, yang seharusnya hal ini adalah
tanggungjawab amirul mukminin, dia dihukum karena
mempertahankan hidupnya. Sejalan dengan kasus ini,
maka pencegahan penjatuhan hukuman potong tangan
lebih baik dengan melihat illat atau alasan dari pelaku.
Menimbang bahwa pelaku adalah kategori anak yang
masih perlu pendidikan, bimbingan, pengarahan, juga
seorang yang dilindungi Undang-undang, dan dilihat
juga dari uang hasil curian tersebut digunakan untuk
makan, yang berarti untuk melangsungkan hidupnya,
maka pencegahan penjatuhan hukum potong tangan lebih
baik dari pada melaksanakan hukuman yang banyak
madharatnya. Karena, jika tangannya dipotong, bisa jadi
pelaku tidak bisa melaksanakan atau tidak mau

memperbaiki hidupnya dengan bekerja. Dia akan
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termenung dan mengurungkan diri sehingga hanya
bergantung pada orang lain. Padahal, yang kita tau anak
adalah generasi emas bangsa, yang harapan dan cita-
citanya ada pada pundak mereka. Sikap menghindari had
ini sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad Saw. Dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebagai
berikut :

i3 4a2 @i el e gl g A e Bis
syl 3 s e 1 Jo & 0yt J6 206 2ase
85 o bad $F 4 0830 kit U Guled 2

ol g o 3 o e W g o 3T sy

Telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman
bin Al Aswad Abu Amr Al Bashri], telah
menceritakan kepada kami [Muhammad bin
Rabi'ah], telah menceritakan kepada kami [Yazid
bin Ziyad Ad Dimasyqi] dari [Az Zuhri] dari
['Urwah] dari [Aisyah] ia berkata; Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
"Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin
semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar
maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya
seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik
daripada salah dalam menjatuhi hukuman."
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Hadis tersebut yang diriwayatkan oleh waki’ dari
yazid bin ziyad disebutkan bahwa hadis ini shahih.
Namun, jika diriwayatkan dari selain itu, misal
adimsyaqji, maka hadis ini adalah dhaif."®

Dari sahabat Abi hurairah RA, berkata “Nabi
bersabda, berikanlah/ bayarlah sesuatu yang kamu jumpai
berupa hadmu”. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah
dengan sanad lemah. Imam Baihagi meriwayatkan dari
sahabat Ali RA, dari sabda Nabi Muhammad berupa
“cegahlah beberapa had yang disebabkan oleh
keserupaan/ masih berbentuk keserupaan hukum”.
Penulis kitab Subulussalam dalam kitabnya at-talkhish
dari sahabat Ali RA. dan Imam Bukhari dalam kitab at-
talkhis yang berisi beberapa riwayat. **’

Alasan Umar Ibn khattab dalam menghindari
hudud ini bukanlah semata-mata karena tidak
menjalankan syariat/ perintah Allah, namun hal ini
didasarkan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah
disaat zaman Abu atau zaman paceklik seorang pencuri
dibebaskan hukuman potong tangan. Pada saat mencuri,
seorang ini dalam keadaan kelaparan. Jadi, tidak adil
rasanya jika seorang pencuri ini dihukum potong tangan,

sedangkan dia mencuri dengan keadaan terpaksa dan

1% Muhammad bin Isa, Sunan tirmidzi.
157 Ashan’ani,Subulussalam,(Darul Hadis:1182 H),Juz 11,422.
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untuk bertahan hidup. Adapun sistem peradilan pada
masa Umar yakni dengan pendekatan yurisprudensil.
Yang artinya, dimana peradilan dipegang kekuasaannya
oleh hakim, dan hanya hakim lah yang berhak
memberikan putusan. Pada masa umar pula, Umar
mendirikan penjara berupa kurungan, yakni untuk tempat

perteduhan agar tidak kepanasan saat terik dan kehujanan

saat hujan.'*

Dari dakwaan yang didakwakan kepada pelaku

anak, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 4 : dakwaan pelaku anak

No. | Syarat-syarat Anak dalam | Keterangan
yang harus | putusan no.
terpenuhi 2/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Jpa

1. Pencuri sudah v Sudah berusia 16
akil balig tahun

2. | Atas kemauan v Tidak ada pihak
sendiri yang memaksa

3. Terikat  dengan v WNI
Hukum

4. Mengerti v Mengetahui,
perbuatan tersebut karna dianggap
adalah perbuatan sudah Tamyiz
1% Mohammed Al-lssa dan  Qassem  Muhammed

AlHomoud,Minhaj figh,Harisul isa Al-Qasm,Al mujallat Ardaniyyah

2017.
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Haram

Tanpa seizin Pemilik tidak
pemilik mengizini
Mencapai satu Kerugian
nishab mencapai
Rp.3.000.000

Diambil dari Barang sedang
tempat diparkirkan dan
penyimpanannya Berada dalam
penjagaan
pemilik,
Barang yang Barang milik
dicuri milik orang Ngaeseri

lain

Berdasarkan hukuman yang berlaku di Indonesia,
karena halnya hukum pidana Islam tidak berlaku
sebagaimana syariat Islam atau hukum Islam, maka tidak
berarti pelaku gugur dari hukuman. Dalam perspektif
hukum Islam, maka pelaku dikenai hukuman takzir
berupa hukuman penjara. Dilihat dari hukum yang
berlaku di Indonesia, yang dimana menganut hukum
barat, yang tidak bisa dilaksanakan hukuman lain
sebelum ada perubahan. Sehingga, pelaku anak tidak bisa
dihukum potong tangan, dan diganti dengan hukuman
takzir berupa hukuman penjara selama 8 bulan. Dari sini
dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana Islam

sama dengan hukum positif di Indonesia. Yakni dalam

152




pelaksanaan hukuman, yang bersalah tetap diberikan
pertanggungjawaban atas kesalahannya.

Pencurian adalah mengambil harta yang bergerak
milik orang lain, yang dilakukan secara sembunyi-
sembunyi dari tempat penyimpanannya dan tanpa
sepengetahuan pemilik. Dalam Al-Qur’an jelas dijelaskan
tentang hukuman potong tangan yang termaktub dalam
surat Al-Maidah ayat 38 yang pada kesimpulannya, Allah
melarang keras tindak pidana pencurian. Barang siapa
yang melanggar, maka wajib baginya dilakukan potong
tangan, hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera
pada pelaku. Nabi Muhammad juga bersabda di
beberapa hadis yang menjelaskan tentang pencurian oleh
beberapa riwayat, yang pada kesemuanya mengatakan
kegiatan mencuri ini sangat hina, bahkan Allah melaknat
pelaku pencurian. Beberapa hadis menjelaskan tentang
pelaksanaan hukuman potong tangan, dimana pada masa
Nabi tetap dilakukan hukum potong tangan. Bahkan nabi
segan untuk menegakkan hukuman had pelaku pencurian,
meskipun seorang pelaku pencurian itu adalah
Sayyidatina Fathimah, yang dimana beliau adalah anak
kandung nabi. Namun, seiring berjalannya waktu,
permasalahan  hukum ini  berubah motif dan

karakteristiknya. Contoh pada masa Umar yang

153



dikisahkan bahwa Umar tidak memotong tangan seorang
pelaku pencurian karena keadaan yang mendesak, yang
dimana saat itu nyawa yang menjadi taruhannya. Hal ini
menjadi berubah pula hukuman yang dijatuhkan, dengan
tetap berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Hadis. Umar
memegang erat firman Allah surat Al-bagarah ayat 173

113

yang artinya “..jika dalam keadaan terpaksa bukan
snegaja hendak melanggar atau mau melampaui batas
maka tidaklah ia berdosa. Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.” Sehingga, hukum yang berlaku
dengan tetap memperhatikan illat atau alasan pidana yang
terjadi. Pada masa Umar pula, mulai ada hakim yang
memutus perkara dan bertanggungjawab penuh untuk
mengadili perkara. Hal inilah yang kemudian diikuti dan
berlaku hingga sekarang ini. Termasuk negara Indonesia.

Kasus yang terjadi pada putusan no.2/Pid.Sus-
Anak/2022/PN.Jpa, hukuman yang diberlakukan adalah
hukuman takzir dengan mengesampingkan had
sebagaimana yang terjadi dimasa Umar lbn Khattab.
Karena hukum Indonesia menganut hukum barat, dimana
pelaku pencurian tidak dihukum potong tangan,
melainkan hukum penjara atau denda, dan dalam
pemidanaan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945

yang menegaskan bahwa semua produk hukum yang
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berlaku di masa Hindia-Belanda tetap berlaku selama
belum ada yang baru. Sebelum Islam datang, adat
Indonesia untuk hukuman pelaku kejahatan tentu dengan
menggunakan hukum adat. Melihat bahwa Islam datang
ke Indonesia dengan secara bertahap dan metode sendiri-
sendiri. Seperti yang dilakukan walisongo, mereka
berdakwah dengan cara yang berbeda-beda. Ini artinya,
sebelum Islam datang, Indonesia menganut agama lain,
tentu dengan adat dan aturan yang berbeda dengan
setelah Islam datang.

Melihat tidak sesuai dengan perkembangan zaman,
dimana pada masa sekarang banyak undang-undang yang
mengatur perihal hukuman HAM, dan dianggap hukum
potong tangan ini tidak sesuai dengan tujuan penegakan
hukuman HAM. Salah satunya adalah hak hidup aman.
Selain itu, di Indonesia tidak semua penduduknya
menganut agama Islam. Hal ini yang menjadi alasan
kurang cocok atau tepatnya hukum potong tangan di

Indonesia.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisa penulis, maka dapat disimpulkan
bahwa :

1. Bahwa putusan no.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jpa terdakwa
merupakan anak dibawah umur yang seharusnhya
mendapatkan pendidikan layak, dan pembimbingan dari
keluarga. Pelaku anak seperti bagaimana seusianya.
Keadaan pelaku anak sehat, tidak gila, dan mampu
bertanggungjawab. Sehingga, dengan pertimbangan
hakim yang memberatkan, Pengadilan menjatuhkan
pidana selama 8 bulan kepada anak. Selain itu, anak juga
pernah melakukan tindak pidana yang sama dengan
sekarang, yakni melakukan tindak pidana pencurian
motor(residiv).

2. Dalam pandangan Hukum Pidana Islam, anak merupakan
seorang yang sudah balig dan mumayyiz sehingga
terbilang mukalaf. Kriteria ini sudah memenuhi anak
dikatakan mampu bertanggungjawab. Karena dalam hal
ini, anak sehat jasmani dan rohani, sudah balig dan tidak
gila. Namun, Indonesia memiliki sistem sendiri, yang
pada kaitannya dijatuhi dengan sanksi takzir, dan

menghindari had. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar
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bin Khattab dalam menjatuhi hukuman kepada seseorang
dengan alasan pada keadaan mendesak, tidak berlebihan
dalam mengambilnya. Sehingga, pelaku anak dijatuhi
hukuman ta’dib atau pembelajaran akhlak oleh lembaga
yang berwenang. Hal ini digiyaskan oleh umar bin khattab
dalam surat Al-Bagarah ayat 173. Dalam hukum Islam
yang selaras dengan hukum positif yakni takzir, yang
dalam putusan ini pelaku anak dijatuhi dengan hukuman
takzir berupa ta’dib atau pembimbingan akhlak. Hal ini
selaras dengan apa yang diputuskan oleh Hakim yaitu
anak dibimbing, dibina dan diberi pelajaran akhlak pada

pihak berwenang.

B. Saran
Berdasarkan hasil analisis sebagaimana di atas, penulis
menyarankan sebagai berikut;

1. Setiap suatu tindak pidana memiliki resiko dan
tanggungjawab masing-masing. Namun, melakukan
kesalahan yang sama merupakan bentuk
ketidaktanggungjawaban pada diri sendiri.

2. Keluarga anak vyang berperan penting dalam
perkembangannya, perlu lebih teliti dan lebih perhatian
lagi terhadap anak. Sehingga, anak tidak lagi melakukan
kesalahan yang dapat merugikan orang lain. Terlebih,

sampai memakan barang yang haram. Karena hal ini pasti
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ada pertanggungjawaban dari yang bertanggungjawab
penuh atas kehidupan anak.

Kepada pembaca, untuk lebih mendekatkan diri kepada
Allah swt., dan menjalin hubungan yang baik dengan
keluarga, sehingga segala apa yang dilakukan masih
dalam pengawasan dan tanggungjawab penuh pada

keluarga.
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LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FUTUSAN
Homor 3% Sus-Anskd 207 2PN Jpa

EMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN TANG MAHA ESA
Pengacilan Megeri Jepara Kelas | B yang mengadii pevkara-perkasa

pidana pada peradian sngkat pertama dengan acxa pemerksaan biasa,
menjaiuhkan putusan sehagaimana tersebut di baaah ini dalam perkara Anak:

Mama lengkap © g

Tenpat lahir : Jepama;

Ui/ Tanggal s © 16 tahun £ £ Jull 2005

Jores kelamn : Lasa-laks;

Febangsaan : Indonesa;

Ternpat inggal : Dess Kuamar Ri. 04 R 02 Kec. Mayong Kab.
depama ;

SAgama . Islam;

Pekerjaan . Pengangguran;

Anak diiahan dalam perkara kun;

Anak ti persidangan didamping aksh Sor. MUH YUSUFRS.E.SHMH,
did.  AdwokatPenasihat Hulwm pada “Poshakum Pengadiln Negesi Jepara™
dengan slamat di A KH. A& Fauzan Mod Jepara, berdasarkan Penetapan
Nomor 2FdSus-Anaki2022PM Jpa, fanggal 23 Maret 2022 fentang
Penunjulan Penasius Hukum;

Ak didampingl oleh walinga (kakak kandung] dan Pemismbing

Kemasyarakaian

Pengadilan Negen tersebut ;
Telsh membaca dan menshh sural-sural dan berkas perkama yang
bersangiodtan :

1. Sumt Pelmpahan berkas perkom acara pemerksaan biass Momor B-
36M.2 32/Ech.2/03/2022, tanggal 17 Maret 2022;

Z. Penetapan Ketsa Pengadian Neges Jepara Kelas | B Nomor 2Pid.Sus-
Anaki2022FN Jpa, anggal 1E Maret 2022 [entang penunjukan Hakim yang
mengachl perkara g

3. Penetapan Hakim Momor 2P Sus-AnakZ022FN Jpa, tanggal 18 Maret
2022 hemiang penetapan har sidang perama, yaiu han Raty, anggsl 23

Hislanas 1 Gan 1§ Pubdent Nomee 20 Suk- Ak 200N0N Joa
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maret 2022;
4. Laporan Hasil y dari Baky F Y Kias 1l

Pan Nomor Register 151 82022, tanggal Febniar 2022 afas nama Anak
(alm};

Talah Surat D Penuntut Umum &
persidangan;

Tehh mendengar keterangan saks saksi dan Anak sena memenksa
batrang bukt sera bukd surae yang diyukan d persdangan;

Telah mendengar Scrat Tunksan Peruntut Umemn No. Reg. Perkarac

PDM-1B/IPARAERh. 203/2021 tanggal 5 April 2022, yang pach pokokrya agar
Halom yang memerksa dan mengadfl perkara i memutus  dengan

menyasakan sebagal bersut:

1 Menyaiakan Anak terbuktl bersainh melaskukan sndak pidana “Pencunan
dalam a0 datur dalam Pasal 363 ayat (1)
ko4 dan 5 KUHP;

2 pidana dop Anank dengan pidana penjara d LPXA

xmupmmm)m
3 F g Kemasywakatan  untuk  mofakukan
P gan dan pengawasan ferhadap Anak seama
Ankm-mn-pu-umam gan Anak
kepada Jaksa:
4. Menetapkan barang bukt berupa -
- 1 {satu) Une sepeda motor Honda Kharsma beskut STNK Tya tanpa &
lengkapl Plat Nomor Polisl, wama hitam dengan Nomor Rangka ©
MHLIB21194K416733 dan Nomor mesin - JE21E-1412152 atas nama
STNK EKO SUMADIYONO Alamat Desa Mayong Loe RT 02 RW 01 Kec
Mayorg Jepara;
Dkembaitian kepada saksi pemnilknya yanu saks NGASERI| Bin TUMIRAN
(aem);
- Sebuah Kund T
Dinyatakan deampas untuk dmusnahkan;
5 Menetapkan supaya Anak dbebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000. (kma ribu rupiah);

Malatue 7 et 18 Pudosen Nomor 29 Sav Ak IR2PN 3w
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar pesmohanan dan Penasihal Huloom Anak secara san
dpErsdangan, yang pata pokoknys mohon Kernganan bk

Telsh mendengar tanggapan dan Penunhst Umasm secara |san yang
pada pokolrya ietap pada funhssnmys sedangkan Ansk dan Penasinal
Hukumnya ietap pada permohonanmya;

Telsh mendengar pendapat wali (kakak kandung) anak, yang pada
pokokrya mohon keringanan hukuman dan besany akan letsh memperhaskan
anak dan masih sanggup uniuk merssal anak;

Menimbang, babwa Anak diagean ke persidangan oleh Pemuntut
Urmasn  didsiovs  berdssarkan sumt  dsiowsan Mo Reg Perkaa PO
1AUPARAEch 2/03/2022 tanggal 17 Maret 2022 sehagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama ABDUR ROEYID Alias DCIT Bin SOLUKHM (DPD)
pada han Jumat anggal 10 Desember 2021 sekitar pid. 17.30 wib. atau pada
SuAty wakie dalam bulan Desember 2021 atau setidak-ooaknya dalam tahun
2022 bertempat di tepi jaan tepaimm i brash pohon pisang jalan Raya
Sendang - Batukah Hec. Kalingamatan Kab. Jepara atau setidak-tidaknya o
susy temps  dalam daersh hukum Fengadian Negesi Jepara, telah
mengaminl barang sesusiu, yang scluruhnya siau sebagian kepunyaan orang
bn, cengan maksud wmuk cimikkl secay melawan fukum, yang dilakukan
gleh dua orang atau lebih dengan berssasu, yang untuk masuk ke t=mpat
melalokan kegahaian aias univk sampal pada basang yang  damising,
diakukan dengan merusak, MEMoDng Atau memangat, atag dengan memakal
anak kuno palsu, penniah palsy atau pakaian jabatan palsu;
Perbustan iersefnr diakukan Anak dengan cars antara |am sshagal benkut ©
+ EBaftea pada har Jumat tanggal 10 Desembes 2021 sekear pid. 1730
will. Anak dan ABDUR ROSYID Aliss OCIT Bin SOLEHIN (DPD)
: Lk F meeka bendua
berbonoengan menup ke arah Desa Sendang Kec kalinyamatan Kab

Jepara

+ Baftwa sckiar pkl. 17.30 wab. Mereka sampas di jalsn pesawahan tepi
jalan Raya Sendang - Batukak Kec Kalimyamatan Bah. Jepasa fepatnya

di bawah pohon psang melhat 1 (salu) ot sepeda motor Honda

Ehansma NOPOL © K-BE25-FC [ahun 2004 warna hitam siker , Nomor

mesn - JE21E412152 dan Nomor rangks : MHLIB21ISKA16733 mikk

salsi korban NGASERI Bin TUMIRAN {alm) terpariar di jalan pinggir

Maslaoan 3 0an I8 Pulcen Vomor 2P Sus-Ane 000N o
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persawahan, karena Shewi sepi maks mereka sepakst mengamil
sepeda moior it q Anak sepeda moior
sedangikan ABDUR ROSYID Alias OCIT Bin SOLIKHN (DPO) beada o
aias sepeda motor hdak muh dan lokas) kejadian berfuges mengaees
siluasi sekitar, kemudian Ansk mensak bagian kunc sepeda mosor
menggunskan buno leter T, hingga akhenya mesin sepeds  mobor
berhasil dimyalakan lak dikendaral oleh Anak tanpa segin pemibkoya
menuju ke numah Jayadi alas Gogan Bin Sanaji (Am) Desa Sengon
Bugel Ri. 02 Rw 03 Koo Mayong Kab. Jepasa uniuk distipkan yang
nantimya motor tersebit akan diual kepada ceang lain;

Bafrem pada hari Sabiu fanggal 11 Desember 2021 selitar pid. 16.00
witl. saks imam Anfin Alas Codot Bin Jasmani (Alm) menjual sepeda
moior Honds Kharsma NOPOL © K-G625-FC tahun 2004 warna heam
silver, Momor mesn @ JE2IE4I21S2 dan Momor  rangka
MHLIEZ11545 416733 kepada =aksi Mustaman Alirs Gondrong Bin
Jasmo Rp.1. 200,000, {kma rabes by upiah), kemudian uang terssbut
dinagi beriga yailu Anak memperoien Rp. S00.000,- (ima raus ribg
rupiah), ABDUR ROSYID Alas OCIT Bn SOLIKHIN (DPO) mempesoleh
Rp.G00.000, (enam rahs riw rupiah) dan sskei imam Anifn Alas Codot
Bini Jasmani (Am] mempemnich hagian sshecw Rp 100,000, (ssahs
ribu rupsak];

+ Baftaa pada saat Anak mengambdl 1 {safu) unit sepeda moioe Honda
Khansma NOPOL - K-6625-FC tahun 2004 warna hiam siver , Nomar
mesn : JE1E41 ZIEZ dan Nomor rangka @ MHLIBZ1194K416733 tdak
meminia ijin kepada pemilknya yaitu saksi korban WGASER| Bin
TUBAIRAN {akm);

+  Baitam perbustan Anak mengakdhatkan saksi NGASERI Bin TUMIRAN
{aim) mengalami kerugian sekiar Fp 3.000.000.- (g8 e nupah);

Perbustan Anak diaiur dan pidana dalsm Pasal 363 ayat

(1) loz-4 dan ke-5 KLHP;

Menimbang, balea atas dakesan Penunist Umom iersebot, ansk
menyatokan mengers dan bak anak seria Pemashal  Hukummoyn Sdak
mengajukan keberatan { ekseps;

Menimbang, bahwa selanpemya pelugas dan Balal Pemasyarakatan
Has || Pad felah membacokan Hasl Penelsan Kemasyasakatan dan Bals
Pemasyarakatan Klas 0 Pali Momor Register Litmas 15082022, tanggal

Mk 4 Gan I8 Pubkciéd Moo 2007 Sud- Arak DO0REN foa
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Qo.ld

Februan 2022 atas nama Andk, yang pada ranya merckomendaséan agar
anak dapat dberkan "pidana peryaa sennganJnganya’;

Mersmbang, babwa untuk membuiktikan dakwaannya Penuntut Umum

terangan o) persdangan yarg Dok okra meno g

« Bahwa pada han Jumat tanggal 10 Desember 2021, seltar jam 17.30
Wib, di jalan rayn Sendang - Batiall arut Desa Sendang Ri. 04 Rw. 01
Kec. Kalnyamatan Kab. Jepara, saks felah kehiangan 1 (satu) unit
sepeda motor milk saksg

- Balwa sepeda motor yang hiang fersebett berupa 1 (satu) unit sepeda
mator merk Honda Kastsma dengan nomor polis © K - 6625 - FC, tahun
2004, warna hitam silver, nomor mes:n © JB21E412152 nomor rangka ¢
MHIIB21154K416733, atas nama EKO EKO SUMARDIYONO alamat
Desa Mayong lor Rt. 02 Rw. 01 Kec. Mayong Kab Jepara beseria
STNKnya,

- Bahwa saat iy, saksi memarkrkan sepeda motomya tanpa dkuna stang
dan tidak ada pengaman kuna yang kain, sedangkan STNKnya berada o
cajam jok motoe;

- Babwa akibat s
sejumish Rp3.000.000.00 (tiga juta rupsah)

- Bahwa saksi ook pernah memberi ipn kepada anak untuk mengambi
sepeda motor tersebut;

- Babwm saks membenarkan basang buke sepeda motor fersebut adalah
mudknya;

Arxs keterangan saksi o atas, Anak menyatakan membenarkan dan sdak

sekear

b o L

- Bahwa pada han Jumat tanggal 10 Desember 2021, seftar jam 17.30
Wib, di jalan rayn Sendang « Batsali art Desa Sendang RI. 04 Rw. 01
Kec. Kalryamatan Kab. Jepas, Sdr. NGAESER telah kehitsngan 1 (samu)
unit sepeda motor Moy

Mk S e 18 Pukcsen NOmor 2008 Sus- Ak/20020N v
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Febeuan 2022 atas nama Anak, yang pada rerya merckomendasian agar
anak dapat dberkan “pidana pergara serngan-nnganeTya”,

Menimbang, bahwa untuk membuikdikan dakwasnnya Penuntut Umum
felah * k-sakes! seb bernlg:

eiornngan ol pers

« Babwa pada han
Wib, di jalan raya . arut Desa ¥) Rt 04 Rw. 01

Kec. Kalnyamatan Kab. Jepara, saks felah kehlangan 1 (satu) unit
sepeda motor millk sakst

« Balwea sepeda motor yang hiang fersebet berupa 1 (satu) unit sepeds
mator merk Honda Karsma dengan nomor polis © K - 6625 - FC, tahun
2004, warna hitam siver, nomor mesin © JB21E412152, nomoe rangka |
MHIJB21194K416733, atns nama EKO EKO SUMARDIYONO  alsmat
Desa Mayong lor Rt. 02 Rw. 01 Kec. Mayong Kab. Jepara beserta

STNKnya;

- Babwa saat itu, saksi rkrkan sepeda ya tanga dkuno stang
dan tdak ada pengaman kuna yang lan, sedangkan STNKnya berada de
calam jok motos;

- Bahwa akibat saks sekitar

- o L'g

sejumiah RP3.000.000,00 (tiga juta rupéah)

- Bahwa saksi tidak pernah memberi ipn kepada anak untuk mengambid
sepeda motor tersebut.

- Bahwa saks membenarkan barang buks sepeda motor fersebut adalah
milknya;

Azxs keterangan saksi o atas, Anak menyatakan membenarkan dan sdak

- Balwa pada han Jumat tanggal 10 2021, sekitar jam 17.30
Wb, di jalan raya g surt Desa g Rt. 04 Rw. 01

Kec. Kalsryamatan Kab. Jepasa, Sde. NGAESERI telah kehilangan 1 (saeu)
unit sepeda motor milaTy
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Gan ok per=dangan yao kD e DS ROgkan

- Bahwa saxt ini saksi sedang menalan pdana pengara di rumah tahanan
terkast penourian motor;

- Babwa pada bulsn Desember 2021, sekgar jam 13.00 Wb, Anak
menitipkan 1 (satu) unit sepeda molor Honda Khansma wama Hiam di
rumah saksi dengan alamat tusut Desa Sengon buged Rt 02 Rw. 03 Kec.
Mayong Kab. Jepara,

+ Balwe keesokan hannya anxk dan Sdr. OCIT datang ke rumah bersama
Sdr. IMAM ARIFIN alias CODOT, sedang ngobrol setelah itu datang Sdr.
GODRONG datang membenkan uang kepada Sce. IMAM ARIFIN alixs
CO0OT setelsh au Sdr. GODRONG pulang dengan membasa satu undt
sepeda motor merk Honda Kansma dengan nomor polesi © K- 8625 - FC,
wama hitam sibver;

- Bahwa sepeda motor tersebut telah diual kepada Sdr. GONDRONG dan
sak= diben uang dan anak sejumiah Rp100.000,00 (seratus ribu napsah);
- Bahwa saksi mengetahul bafrea sepeda motor tersebut adalah hasi

Quran yang anak e Y

- Batwa saksi bersama dengan arak juga pemah mengambé sepeda
motor merk Yamaha Mio di wilayah Nalumsari Jepara;

Awxs keterangan saksi o atas, Anak menyatakan membenarkan dan sdak

keberatan;

g, bafwa o gan telah pula ddengar kelerangan

Anak yang pada pokoknya menerangian sebagal benkut:

- Bahwaanak lhr pada tanggal 4 Jub 2005 dan berumur 16 tabun;
Bahwa saat ini besada di rumah tahanan kyena sedang menjaian podana
penjara atas perkara pencunan;

- Bahwa Anak sudah lulus Sekolah Dasar dan saxt o tidak sekofah g

- Bahwa paca han Jumiat tanggal 10 Desember 2021, selitar jam 17.30 wib,
di plan raya Sendang - Batukall tunit Desa Sendang Rt. 04 Rw. 01 Kec.
Kalnyamatan Kab. Jepara, anak bersama dengan Sde OCIT telah
mengamibi 1 (satu) uret sepeda motor miltk arang kun;

Bahwa sepeda motor yang diambd yautu merk Honda Karsma dengan
nomor polisi - K - 6625 « FC, tahun 2004, wama hzam séver, nomor mesn -
JB21EA412152, nomor rangka : MHIJB21194K416733, atas nama EXO EKO

Madirnan 7 Gan 18 Pulstin Nomor 20 Sul- Ak /0020N Jpe
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SUMARDIYONO alamat Desa Mayong lor Ri. 02 Rw. 01 Kec. Mayong
Kab. Jepara beserta STNKnyx,

- Bahwa asainyn pada han Jum'at tanggal 10 Desember 2021 selitar jam
13.30 wib, Anak diwnpri cleh Sck. OCIT dan diak main ke rumah feman
Anak yang bernama Sdr. GOGON d Desa Sengon bugel Kec. Mayong kab.
Jepara, sehrutnyn sekitar fm 15.30 wib, Anak, Sdr. GOGON (bersama.
dengan Scr. OCIT dengan sepeda motor
merk Honda Vario 125 mitk Sdr. OCIT dengan tupan mencan barang yang
besa o cun;

Bahwa saat itu Sdr. OCIT sudah membawa kunci letter T dan rumah, dan
sant dipian kundk letter T tersebut di benkan kepada Anak, dan saat sampai
di jalan raya Sendang Basdkall mrut Desa Sendang Kec Kalmyamatan,
Anak mekhat ada sepeda motor yang diparkitkan di bawah pohon pisang,
dan saat itu Anak mefihat permiléavya sedang berada di sawah;

Bahwa kemudian Anak turun dari sepeda motor dan langsung mengambd
sepeda motor tersebut dengan cara merusak lobang kuno sepeda motor
dengan menggunakan kuno lesler T sedangkan Sdr. OCIT =aat it
menunggu Anak dan atas sepeda motor, dan setelah berhasl mengambé
sepeda motor curan tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Anak bawa
ke numah Sdr. GOGON;

- Bahwa keesokan hannya yautu pada han Sabtu tanggal 11 Desember 2021
selatar jam 16.00 wib, Anak menyuruh Sdr. IMAM ARIFIN alias CODOT Bin
JASMANI (3m) untuk menjualkan sepeda motor owlan fersetes, dan
akhenya sepeda motor fersetut dijual dengan harga Rpl.200.000,00 {satu
Fia dua ratus ribu rapah);

< Bahwa uang hasil pengualan fersebot kemodan dibagr-bagl dengan nncan
Anak mendapatian hasil ssyumiah RpS00.000,00 (kma ratus riu rupah),
Sdr. OCIT mendapat RpS00.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Sar.
IMAM ARIFIN akxs CODOT mendapat Rpl100.000,00 (seratus nbu rupiah);

- Bahwa uang yang dperolch Anak tersebut telsh dipergunakan untuk
mesmbed makan dan rokok;

- Bahwa Anak sdak pemah mendapat yn untk membawa sepeda motor
tersebee dan pemsdinya;

Bahwa Anak membenarkan bamng buks sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dan ya tidak
=xcsi yang mennganikan (a de charge) di persidangan;

Hilianan 8 Gan 18 Pulssin NOmor 2P Sus-Ane0220N Jpe
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Qo.d

Menimbang, bafwa Penuntut Umum mengyjukan barang buktl sebagy
benkut:

- 1 (saty) unt sepeda motor Honda Khansma benkag STNK mya tarpa déengkaps
Plat Namor Polsl, warna hetamn, Nomor mngka © MHLIB21194KA16733, Nomaor
mesn - JB21E412152 ates mama STNK EXO SUMARDIYONO  alsmat Desa

wong Lor RLO2 R0l Maryong, Jegara;

~ Setuah Kunci T,

yang telah dista secara sah dalam periasa L,

g, bafren di gan telah bukti surat cleh
Penuntut Umum berupa Kartu Keluarga Nomor 3320041802200001, tanggal 31
Mares 2020, yang menerangkan bafwa Anak , lahir o Jepara pada tanggdl 4

i 2005;

9, balwa dan o gan ielah
alyt bukti berupa gan saksi dan gan Anak yang salng
jan serta o ghkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka
dapat diperoieh adanya fakta hukum sebagal benkut:

- Bahwaanak lahir pada tanggal 4 Juk 2005 dan besumur 16 tahur;

- Bahwa saat ni berada di rumah tahanan karena sedang menjaiani padana
penjara atas perkara pencunan;,

- Bahwa Anak sudah lulus Sekofah Dasar dan saxt 3 tidak sekofah lag;

- Bahwa paca han Jumiat tanggal 10 Desember 2021, sekitar jam 17.30 wib,
di plan mya Sendang - Bahskali tunt Desa Sendang Ri. 04 Rw. 01 Kec.
Kalnyamatan Kab. Jepara, anak bersama dengan Sdr. OCIT telah
mengamid 1 (satu) urt sepeda motor milk saksi NGAESERI;

- Bahwa sepeda motor yang diambd yatu merk Honda Karsma dengan
nomor polisi © K - 5625 - FC, tahun 2004, warma hitam séver, Nomor mesn -
JE21E412152, nomor rangka - MHIJB21194K416733 beserta STNKmyx

- Bahwa saainya pada han Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sektar jam
15.30 wib, Anak, Sdr. GOGON bersama dengan Sce. OCIT berbonoengan
dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vano 125 mikk Sar. OCIT
dengan tupuan mencan barang yang besa di cun;

- Bahwa sanat sampai di jalan raya Sendang Bxtukall mrut Desa Sendang
Kec. Kalinyasmatan, Anak methat ada sepeda mosor yang dipaskirkan o
bawah pohon psang, dan sat it Anak mefthat pemitknya sedang berada
i =xwah;

Aiinan 9 N 18 Pulsen Nomor 20 Sus- A CD022PN Jpa
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Ealrea kemudian Anak wun dan sepeda moior dan lngsung mengambd
sepeda motor lersehut dengan cara menussk lobang luno sepeda mokoe
dengan menggunakan buno leSer T ssdangkan Sdr. OCIT saal o
menunggu Anak dan ates sepsds moior, dan seielsh berhasl mengambd
sepeda molor curan fersebul, kemudian sepeda moloe terssbut Anak baea
ke namah Sdr. GOGOM;
Ealwa beesokan harimya yaitu pada hari Sabhs tanggal 11 Desember 2021
selitar fam 1600 wib, Anak menyunh Sdr. A ARIFI alias CODOT Bin
JASMAMI [sim) uniuk menjualksn sepsda moios ourian derseiwe, dan
akhimya sepeda mator iersetut dijual dengan hanga RpL.200.000,00 (sahs
rEa dua ratus nbu nopsil;
Batrwa uang hasil penjualan tersebar kemudian dibagi-hagi dengan rincan
anak mendapatkan hasil ssumiah RpS00.00000 (Ima s by nupiah),
Sdr. OCIT  menciapal RpGO0.000 (=nam raius riby rupiah) sedangkan Sor.
IMAM ARIFIN alias CODOT mendapat RpL00.000,00 (serats ribu rupiah);

- Bahwa uang yang ciperoieh Anok iemebut melsh dipemgunakan unhsk
membseli makan dan rokok;
Baltea Sdr. NGAESER| hdak pemah memben gin kepada Anak uniuk
mengamibil sepeda moilor fersebul;
Bahwa albai kejadian fersebul Sdr. MGAESERI mengalami kesugian
seldtar sejumiah Rp3.000.000,00 {iga pta npmah];

-  Bahwa barng buka dalam perkara i berkaRan dengan perbustan anak;

Menimbang, baften wniuk  meneniukan  apakah Anak  bersalah
melalukan sustu tndak pidana sebagamana didakeakan Perumiul Umum,
maka harus ferebih dahuly ditelti apakah fakda hukum yang tetsh terungkap
lersebut, telah memeihi unsur-unsur bndak pidana seperti dalam daossan

Ui it s=hag diatur an dalam Pasal 363 ayat
[1) ko4 dan k-5 KUHP, yang unsur-unsurmya adalah sebagai beriot -
Unsur “Barang siapa;
Uinesur “Misngambil hamng sesimm;
Unsur “Selununnya atau sehagian kepunyaan orang lain™;
Unesur “Desnpgan misksud unil cimibki secarn melmsan hulm®;

Unesur “Dulakouican okeh dua orang atsy letih dengan bersekumr;
Unsur "Masuk ke fempai melakukan keahatan, aiau enisk
sampal pada basang yang dismibd, dilakukan dengan mensak, memoiong

|n e W e
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atau memanjat ats dengan memakou anak kunc paisu, perintah paisu atau
pakaian jahatan palsy”;

9, baiwa fersebent di atas, Halam akan
mempertmbangkan seperti tersebut diranh m sesua dengan fakta hukum
yang ferbuks di persdangan;

Sl Lol Baang o
Mernumbang, bahwa  unsir "Barang sapa”™ adalah subyek hukum
atau orang yang dapat QUG- atas yas

Menimbang, balwa daam percea sl yang diayjukan o depan
persidangan  oleh  Penuntit Umum  adalsh  Anak dan  setelah  melaks
di gan, tesnyatn Anxk sama dengan dakveaan
Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pdana yang
dalam sueat Penuntut Umum adalah benar Anak dan

bukan arang lan;

Menimbang, bafa selama pemerksaan persidangan tersebut, Anak
mampu semua gan, hal ini Wy dengan
adanyn  kemamgpuan dan  Anak dalam s seluruh y

yang dan tanggap pgapan dan Anak

gan yang ocleh para saksi sehingga Haken mentls

bahwa Anak adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungawabkan atas
perbuatannya;

Merurbang, babwa dengan demidan unsur ke-l dan pasal o atas
tetah terpenuhi secasn sah dan meyakinkan menurut oo

.2 Vo Mengamt S2meg Seeal

0. bahwa yang dengan unsr “mengambd barang
sesuaty” adaiah memindahkan bavang dan tempat semula ke tempat Eain. In
berasti membawa barang d bawah kekuasaannya yang myata. Perbuatan

g berars yang g baang berada di huar

ya dan peng fersebut dianggap sclesal, apatsla
barang-barang tersebut sudah berpindah tempat,

. bahwa fakta hukum yang diperoleh dan

keterangan para saksi dan keterangan Anak dan dicatkan dengan barang buks
bahwa pada har Jumat tanggal 10 Desember 2021, sekitar jam 17.30 wb, o
Man raya Sendang - Batukall tunt Desa Sendang Rt 04 Rw. 01 Kec.

ket 11 Gan 18 Pukeen NOmor 2% Sus- Ak 20020N a
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Kalnyamatan Kab. Jepara, anak bersama dengan Sce. OCIT tefah mengamil 1
(satu) unkt sepeda motar mikk saksi NGAESERE

Mensmbang, bafrwa sepeda motor yang diambil yasu merk Honda
Kansma dengan nomar pobsi - K - 6625 - FC, tahun 2004, wama hitam siver,
nomeor mesin - JE21E412152, nomar rangha © MHIJB21194K416733 beserta
STNKsp:

Memnimbang, bafen awainya pada han Jumat tanggal 10 Desembes
2021 sekitar jam 15.30 wib, Anak, Sdr. GOGON (bersama dengan Sde. OCIT

gan dengan 00 sepeda motor merk Honda Vario 125

miik Sdr. OCIT dengan tuyuan mencan barang yang bisa di oui;

Menambang, babwa saat samps o jalan raya Sendang Batukak st
Desa Sendang Kec. Kalmyamatan, Anak mefihat ada sepeda molor yang
diparkekan d bawah pohon psang, dan saat ifu Anak medhat pemiona

sedang berada df sawah;
Mermimbang, bahwa kemudian Anak trun dan sepeda motor dan
] gy sepeda molor tersebut dengan cara lobang kunc

s;en-mmmwmmmrwsm.ocnm
su menunggu Anak dai atas sepeda motoe, dan setefah berhasil mengamod
sepeda motor cunan fersebut, kemudian sepeda motor tersebut Anak bawa ke
rumah Sdr. GOGON;

Mensmbang bahwa keesokan hannya yatu pada han Sabtu tanggal 11
Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib, Anak meryuruh Sdr. IMAM ARIFIN alas

COCOT &in JASMANI (aim) wiuk menuakan sepeda motor ourian tersebut,
dan akhimya sepeda motor tersetat dijal dengan hasga Rpl.200.000,00 (satu

2 dua ratus ribu rupiah);
Mensmbang, bahwa uang hasd penjuatan fersebt kemudian dibagi-bage
dengan nncian Anak hasil (ima rass

nbu rupish),  Sdr. OCIT mendapat RpG00.000 (enan rates rbu rupah)
sedangkan Sdr. IMAM ARIFIN alias CODOT mendapat Rp100.000,00 (serats
nbu rupah) dan uang yang diperoleh Anak tersebut telah dipergunakan untuk
membed makan can rokok;

v, batwa bahwa gan di atas barang-
barang mik saks NGAESER! tersebut felah berpndah tempat karena
perbuatan Anak sehingga ursur ke-2 dan Pasal terschut di atas tefah
terpenuhi;

.3, Unmur clungdiya atay sebagian keounyaan orang i

Halanian 22 0o I8 Puksen Nomor 2000 Sus- Ak /022N Joa
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Memmbang, bahwa yang ya  amu g
kepunyaan omng lan” amnyn sesustu bamang baik selundhnya meupun
sefagian adalsh mili orang lain, baik secara formal maupun materd bak oleh
percEangan maupun kelompok badan atau ceganisas;

Menimbang, bahwa bemdasarkan fakta hukum yang diperolen dan
ketevangan para saksi dan keterangan Anak babwa harang yang diambil oleh
Anak fersebut adalsh bukan mikk Anak melsnkan milk saksi NGAESERI,
dengan demikian Hakim berpendapat unsur ke-2 dan pasal tersebut o ates

Memmbang, bafwa yang dmaksud  “dengan  maksud wmuk dimidila
secara melawan hukum® adalah wnser i erwagued dalam kehendak, keinginan
atau wyuan dan pelsoy uniuk memiiln barang secara mekwan hulkum. Jadi
yang dimakesur unsLr il yaiu sesorang alau bebernpa orang yang bestindak
alas sesuahs barang seclah-olah barang tersebot mibk menska walaupun
sehenamya orang tersebul mengetahul pemiliknya dan Sdak benwenang atau
etk ack fin dar pemilikriya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakia hukosm, Anak secara sacar unbuk
mengamisl barang milk saksi NGAESER! yang felah cijelaskan dafam unsur
ke-2 o atax, yang diketshul berdasarkan keteangan Anak bafwa Anak Sdr.

GOGON bersama dengan Sdr. OCIT v mial ursuk meng sepeda
molor ersebul dan setalah berhasil mengambll sepeda mobor By laky Anak
dan y lanpenya hasil penj tersebus telan di bagr-

bagi dengan nncian &nak mendapascan hasil sejumiah ApS00.000,00 (bma
rahes ribu upiah], Sdr. OCIT mendapat RpG00.000 (snam s b nupiah)
sedangkan Sdr. IMAM ARIFI alias CODOT mendapat RpLO0.000,00 [seraus
ribu nupiah) dan wang yang diperoleh Anak tersetut seiah dipergunakan unisk
membeli makan dan rokok, sefengga haken menganggap  seskan-akan
bamang-barang iersetne  adalsh mik Anak, dengan demikan  Hakm
berpendapat ursur ke-4 fan Pasal fersebut di alas telah Eerpenuhi;

£01.5. Ui "Dilakuican oleh dun orang g kebin dengan bersehgu®
Menimbang, balwa makna pencurian yang diakukan cleh dua orang

atay letih secarn berselony yakn harus diakukan secam et seria melakukan
bukan hanya sekedar datam hal pembansuan;

Makisart 23 i I8 Pulckan Momor 2P Sus-Anek 20000 Joa
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9, batwa fakta hukum di atas, sebagamana
jelah durakan dalam unsur ke2 o atas, maka telah jelas batwa Anak
bersama  Sar. GOGON, Sdr. OCIT tehh untuk

sepeda motoe mitk orang Lain yang memitl peran masng masing yatu Anak
yang mengamtil sepeda motor sedangkan Sdr. GOGON dan Sdr. OCIT
mengawas keadaan sekgar, dengan demikan unsr koS dan Pasal di atas
telah terpenuht;

Mensmbang, bahwa unsur lersebet menggunakan  kata  “atar”,
sehingga apabils salah satu dan clemen dan unsur fersebut Sefah terbukdi
maka sk pedu dibukskan yang kunnya karena sudah terbuiditsh unsar
tersebut,

W, bahan fakta hukum yang diperokeh dan
keterangan para sxksi dan gan Anak o ghkan dengan barang
bulka(, sebagaimana telah diurukan dalam unsur ke-2 maka diketahul bahwa
Anak dalam mengambd sepeda motor tersebut dengan cara mesusak lobang
funci sepeda motor dengan menggunakan kunci leier T, sehingga sepeda
mator tersebut tisa dihidupkan dan dkendarai oleh Anaic

3, bahwa atas Anak yang kunc kontak

dengan menggunaskan kuno letter T maka Hakm berpendapat unsur ke-G yam
“merusak” dan pasy tersebut A atas telah terpenuby;

Mensmbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur unsur
dalam cakwaan fersetest  Pasal 363 ayat (1) ked dan ke5 KUHP maka

terdapatiah cukup buks-bukti yang ssh P dan bagi
Hakim bahwa Anak tersebut telah g
yang dicdakwakan tersetu yakes °F Daam

batwa ] adak

terboktl adanya abwanalasan yang menghapuskan kesalahan Anak yastu
berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaad dan tdak pula ferdapat
absanalasan  yang G sifat hukum Arak,

gga Anak harus atas

Malariat 24 030 18 Pukcen NOTor 2P0 Sus- Ak Q0220 Jpe
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Menmbang, hatwe don pnsp dosy hok anok, maka amk dibeskan
gan yang tetbosk Wl pokok yang hans dbenlan oleh Hakm,
=ehinggn dalam pengaien putusan dafam perkam aguo, Hakim akan membenkan
PN yang ek tag sk yang ddasykan pada sdak adanya dsinmnas
pembedann, dengan tetap memperhatkan fok hdup don kelangmungan ser
perkembangan anak iersebut Uik masa depanimya sepertl pendoian akhiak dan

bk pekerty, px orang L, masy dn
g, tahwa yang oleh Amak yang berhadagan
dengan huloum, ddasarkan pada bestheg fakaor yong o antaranya adakh kurangnya
perhatian oang s dan ga p dan pen; anak
rendafya momites akhiak dan buck pekem anak, perlsku cang ua yang ok
ya aaupun ek yang scak mamp,
yang can orang fua, kelusega, sert ngkungan
masyaraiat selity, maka  Hokm penciapd Anak
tusaniah menpakan kesakshan pritad dan Anck, San tetap menpakan kesalaan
knlekt dan oming W, g dan SO NOGIEA SEGYS

Menmbang, batwa pada hakelaimyas wguan dan adarya sesem peradian
pdana anak i adalah umuk memberkan perindungan hukum bagl ansk pelaka
tndak pictana dp fhkan secara sehagy anak-anak, dan putusan
yang diakrian aleh fakim dmakeudkan untck mendidic petsku tndak pdana anak
ager dapat mempescieh hioToh dan kesalatan yang teth dperbustnys, sehegge
dhampian pelaku amak akan jera uniuk Scak mencotacoba g melsiakan Sndak

pdana dan untuk mengmin adasma Fukum dengan membenian
petincungan pada hak omng kg

. e 2 chalam dan saan dani Hasil
F dan Bals Kias I Pat Namor

Register Utmas 158 8/2022, tanggal Februan 2022 atas nama Anak, yang pada
mmnyn mesckomendasikan agy Anak dapat diberéan “pidana pergaa
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPXA) Kutuano Jawa Tengah®™ maka
besdxsarkan pemmbangan o atas maka Hakim dengan

dan saran tersetxt sehrggn add dan pakst Anak menjalys masa pemdanaan d
daiam Lembaga Pemasynmibatan yang welsh pubs xia =siem-ssiem pembinaan
yang cukp untuk mempersiapkan Ark kel ke daiam Inglungan masyaraiart;

Hakatn 25 (a0 18 Pulisin Nomor 20 Sus- Ak 0020 Joa
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fo.id
99

. bahwa o yang akan dyatuh acap Anak
ditaraah ini, sama sekall bukan 2, balas
yang dhiluti dengan peny leteh pada
dan pendidican mental yang dengan pemidanaan termaksud Anak akan dapat

g untuk meny ya secara “hngga seToat
o masa

Pe 3

Memmbang, batwa dampak yang lebih ks juga diharapkan dan
but agar luas ) cermen dan

rami untuk agar tcdak terad hal

A0 b an

sebagumana dialami oleh Anak;

Menimbang, bafwa oleh karena saxt inl Anak besada didalam tahanan
kyena perkara bun maka masa penahanan perkasa ini Scak pestimbangkan
letah lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang buidi berupa:

- 1 (sak) unt sepeda motor Honda Khansma benkat STNK mya tarpa diengkags
Fiat Nomor Polsm, warna hitam, Nomor mngka © MHLIB21194K416733, Nomor
mesn - JB21E412152 ates mama STNK EXO SUMARDIYONO  alymat Desa
Mayong Lor Rt.02 Rw01 Kecamatan Mayong, Kabupasen Jegora;

Ofeh karena barang bkt tersebut adalah meli saks NGAESER! bin TUMIRAN

(@im) maka kepaca pemilkry g

- Sebuah Kunci T,

Cich karena barang bukt #u adalah alat yang digunaian Anak untuk melakukan

maka akan

- ol ¥

Menimbang bahwa cieh karena Anak telah serbuktl bersalah dan akan
diatufs pidana, maka sebagamana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Anak
akan dbebankan untuk membayar aya perkan dalam perkara £

9, batwa el podana kepada Anak, dan
terlebth  dahulu  dpestimbangkan halhad yang membesatkan dan yang
[PoF guna hulkum yang adé dan setimpal dengan
perbuatan Anak yang telah teshukt tersebut.
Halhal yang memberasan,
L Anak h Y
- Anak g berare dalam b

Makitian 216 dan 18 Pulcend Nomer 2 Sus. Ak 20020N Jpa
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- Anak sudah pernah dipidana;

Hal-hal yang mevingankan.

~ Anak menyesall perhuatarya serta berany Sdak akan menguiangnya
tag:

- Ansk mash berusa mech, dan mash mempunyal Rarapan masa degan yang
leth hadk

« - Kakak kandung Anak, mash untuk Anak;

Memperhatkan Pasy 363 ayat (1) ked dan keS KUHP, Undng-

uncang Nomor 8 Tafun 1961 termang Huloum Acam Prana, Undang Undang Nomor

11 Totwn 2012 tentang Sistem Peradibn Pdana Anak sorta pemiran perundang-
an

gar e R

MENGADILI:
1 Menyataikan Anak tersebut teiah terbuktl secarn sah dan meyakonkan
bersalsh  melakukan  tndak  pdana Pencurian Dalam  Keadsan
Memberatkan®,
2 Menptuhian pdana kepads Ansk oleh kasena #u dengan pidana pengsa di
LPKA Kutoarpo sefama. 8 (delapan) butan;

Y Pewugas g y utuk
pinga gan dan Anak selama
Ansk menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak
kepacta Jaksa

A Menetapkan barang bukt bersper

- 1 (sa) unt sepec mokor Honda Khansma bersat STNK myn tarpa dienghap
Phat Nomor Folst, wasma htam, Nomor rangia @ MHLIB21194K416733, Nomor
mesn - JB21E412152 atns nayma STNK EKO SUMARDIYONO  alymat Desa
Mayorg Lor RL02 Rw01 Kecamatan Mayong. Kabupaten Jepan

Diembalkan kepada NGAESERI bin TUMIRAN (alm);

- Sebush kuno T,

Demusnahkan;

8. Membebankan kepadas Anak wrtuk membayar biwya perkara sejumiah
Rp5.000,00 (§ma ritxs rupsah);

Halaouin 27 Ao 18 Pulssen NOTor 200 Sus Ak 20020N Joa
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Demikianish diputuskan pade han Selasa, tanggal 5 Ageil 2022 oleh
PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. sehag Hakim pada Pengadian Neges
Jepam Kebs | B, putusan tersebut ducapkan dalam sidang yang terboia untuk
umum pada hari dan tanggal itu pga oleh Hakim tersebut, dengan dbarsu oleh
PURWANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadian Negeri Jepara kelas 1B
serta divadn BASUKI EKO YULIANTO, S.H. Penunaut Umum pada Kejpksaan
Negen Jepara don ditadii pula Anak dengan dxdampingi sy
serfa Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Penggantl, Hafam,

PURWANTO, S.H. PARLIN MANGATAS BONATUA, SH.

Halarien) 28 dan 18 Pukotiet NOmor 200 Sui- Ak 20250N e
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Hasil wawancara dengan Hakim Mangatas Bonatua selaku yang

mengadili kasus ini.

1. Dalam kasus di putusan no.2 pid.sus Anak ini, terdapat 3
pelaku. Yang pertama Anak bersama Ocit sebagai eksekutor
dalam pencurian sepede motor di daerah Kalinyamatan. Untuk
Anak disini sudah saya dapatkan identitasnya,pak. Untuk Ocit
bisakah bapak cerita sedikit ttg Ocit ? Kemudian disini
pembantu juga ada Imam Arifin alias Codot. Bisakah bapak
ceritakansedikit ttg mereka ?

Ocit ini temannya, yang ikut melakukan kegiatan tersebut.
Ocit sudah dewasa, kemudian dia disidangkan dalam perkara
dewasa. jadi kan si Anak dan Sdr. Ocit ini kan yang
mengambil, jadi sebenarnya,mbak.. yang mengeksekusi motor
tersebut adalah Anak sendiri dengan menggunakan kunci
Letter T yang sudah disiapkan. Pada waktu itu mereka
melihat ada motor nganggur dan pemiliknya ada di sawah.
Kan jauh. Dia menyamperi motor itu, dirusak kunci motornya
dengan kunci letter T sehingga bisa hidup, barulah dia yang
bawa. Sedangkan Ocit, dia tugasnya menunggu, tugasnya
menjaga-jaga situasi barangkali ketahuan, bisa dia kabur
atau bawa si Anak ini untuk kabur juga. Ternyata berhasil,
motor itu dibawa oleh Anak kerumahnya Sdr. Gogon.
Kemudian disini juga, keesokan harinya, hari Sabtu Anak
menyuruh Imam Arifin Alias codot untuk menjual sepeda
motor. Jadi, perannya si Imam arifin ini menjualkan motor.
“tolong dong kamu jual” harganya telah disepakati Rp.
1.200.000,- kemudian berhasil dijual, lalu dibagi-bagilah
Anak mendapat lima ratus ribu, dan Ocit mendapat enam
ratus ribu, nah sisanya, Codot atau Imam Arifin mendapat
seratus ribu, si yang jual dapat seratus ribu.
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2. Di kasus ini, adalah kasus pencurian dengan pemberatan.
Dengan vonis pidana pada Anak adalah 8bulan lamanya.
Mengapa Anak dijatuhi dengan hukuman 8 bulan pak? Padahal
ada kemungkinan Anak hanya menjadi kakitangan dr Sodara
Abdur Rasyid atau Ocit ini.

Itu, kemungkinan. Tapi berdasarkan fakta persidangan,dia
selaku pelaku. Kebetulan saya menjadi Hakim dalam perkara
ini, menurut Hakim perkara ini, dia selaku pelaku yang
mengambil motor tersebut. Jadi, atas dasar kemauan sendiri.
Walaupun mereka Anak dengan Ocit sama-sama pergi, untuk
mencari barang yang bisa dicuri. Jadi, berdasarkan UU
perlindungan Anak, maksimal anak itu dibagi setengah.
Contohnya, perkara ini maksimal untuk dewasa adalah 6
tahun, jadi untuk anak adalah 3 tahun. kemudian, pidana
Anak tidak mengenal minimal sepeerti perkara Narkoba.
Banyak anak juga terlibat perkara narkoba. Jadi, perkara
narkoba kan ada minimalnya, itu tidak berlaku bagi anak.
jadi bisa satu tahun, delapan bulan. Kalo dewasa minimal 4
tahun, kalo narkotika.

3. Saya baca dari keterangan saksi bernama Jayadi, bahwa Anak
juga pernah melakukan pidanapencurian sepeda motor. Apakah
dalam pelaksanaannya sama dg kasus kali ini pak?

lya, dalam pemberatan ini saya masukan Anak sudah pernah
dipidana. Bisa juga, saat saya menjatuhkan putusan karena
Anak sudah pernah melakukan pidana. jadi istilahnya
residivis. Kalo anak, untuk hukumanya pasti pembinaan,
pidana penjara tapi di LPKA. Bisa pembinaan, bisa
dikembalikan orang tua. Tergantung Hakimnya.
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4. Berarti dalam hal ini, Anak melakukan residivis atau

pengulangan tindak pidana. Apakah dalam kasus sebelumnya
Anak juga dihukum penjara ? Atau hanya pembinaan ?

Kalo anak pasti pembinaan,mbak. Hukuman penjara tapi di
LPKA. Jadi, hukuman tergantung hakimnya. Bisa di LPKA,
atau dikembalikan pada orang tua.

Dalam hal residivis ini menjadi alasan pemberatan. Lalu,
apakah jika Anak melakukan residivis atau pengulangan pidana
terus menerus akan bisa dijatuhi pidana seperti halnya orang
dewasa ?

Bisa. Makasudnya hal dewasa lebih naik lagi, misalkan ini 8
bulan, tahun depan atau 2 tahun lagi, melakukan tindak
pidana. kemudian diputus 1 tahun 6 bulan. Bisa saja. La
hukuman 1 tahun 6 bulan ini biasanya diputus pada perkara
dewasa. kadang-kadang orang dewasa kami putus 8 bulan,
tergantung faktanya. Misalnya, dia mencuri, belum dibawa,
sudah dihidupkan ketahuan. Berarti belum satu hari belum
saya nikmati itu motornya. Berbeda dengan orang yang sudah
menkmati, yang sudah menjual hasil uang jualannya dibagi.
Nah, ini kan uangnya sudah dibagi-bagi jadi, tergantung
hakimnya menilai bagaimana.

Kalo boleh tau, apa motif Anak melakukan pencurian?

Kalo ini kebutuhan aja. Ada kesempatan juga, kejahatan dan
ada kesempatan.

Dan saya lihat, umurnya sangat belia. 16 tahun. Seumuran
mereka merupakan umur kelas 10 SMA sederajat. Lalu,

apakah Anak ini tidak sekolah? Apa faktornya ?
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Alasan dari si Anak, selain dari biaya pendidikan dari orang
tua. Dan faktor dia mencuri ini juga karena kebutuhan
makan.

8. Berarti, apakah dari pihak wali tidak menanggung biaya
hidupnya ?

Tidak. Dari pihak keluarganya tetap memberi makan, dan
bahkan keterangannya pendidikan juga ditanggung, tetapi
Anaknya yang tidak mau. Apalagi sudah residivis,mbak.
Sudah terbiasa dalam hal untuk mencuri.

9. Lalu, dalam persidangan dia ditemani dengan Kakaknya, tidak
dengan orangtuanya. Apakah Anak ini adalah seorang yatim
piatu ? Atau hanya yatim ? Lalu kemana orang tuanya yang
satu?

lya, memang dari sisi kemampuan. Kadang-kadang banyak
perkara yang saya dapat orangtuanya mampu,tapi dasar
anaknya yang tidak mau. Bahkan sampai orangtuanya nangis
saya juga bingung pak, terhadap anak saya. Saya sekolahkan,
tapi laporan dari sekolah anak saya bolos. Ya dasar memang
si  Anaknya. Bahkan juga, dari orangtua malah
berterimakasih, tolong penjarakan anak saya. Karena saya
sudah tidak mampu ngatur, barangkali dibagian rutan atau
lapas atau penjara. Bahkan begitu orangtua, saking gak
kuatnya dia dalam mendidik anaknya. Jangankan umur 16 ,
umur 14 saja kadang kita susah ngaturnya kita sebagai
orangtuanya, terkait dengan ini di persidangan, kakaknya
selaku walinya, yang jelas sebelum menjatuhkan pidana, saya
bertanya dulu kepada walinya apakah masih sanggup untuk
mendidik si Anak ini. masih sanggup,pak. Dan selama ini pun
dia yang mendidik dia yang merawat juga si Anak itu. Tapi
tanpa diduga si Anak melakukan tindak pidana tanpa
sepengetahuan walinya ini. dalam perkara Anak, kita tetap
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menanyakan kesanggupan, jika tidak sanggup,bisa lebih berat
saya dalam menjatuhkan pidana. mending di LPKA dia dibina

10. Apakah jika alasan mencuri untuk memenuhi kebutuhan bisa

11.

12.

meringankan?

Tidak. Tidak menjadi dasar alasan pembenar atau pemaaf.
Jika dia butuh duit, maka masih banyak cara untuk
mendapatkan uang. Bukan dalam arti kita mencuri maka
disahkan. Karena merugikan orang lain.

Saya baca dalam dakwaan, disini sebenarnya ada Pembantuan.
Lalu, mengapa tidak dicantumkan pasal pembantuan pak?
Hanya pasal ttg pencurian pemberatan.

Oh gini, pasal 362 salah satu unsurnya barangsiapa
mengambil sesuatu milik oranglain dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, pasal 363 ditambah,
dilakukan 2 orang atau lebih kemudian melakukan kejahatan
dengan dilakukan memotong, merusak segala macam. Ini
adalah 363 ke-4 dan ke-5. Ke-4 dan ke-5 ini harus terpenuhi
juga. Nah, ternyata dilakukan oleh dua orang atau lebih.
Yaitu si Anak dan teman-temannya. Karena 363 sudah
mengatur itu, maka tidak di Joncto kan ke pasal 55. Kalo
Judi, atau perkara yang lain yang tidak ada unsur ini, pasti
ada Joncto 55. Karena di pasal 363 ini ada unsurnya, maka
dimasukin yakni turut serta, saling membantu. Kemudian
yang 363 ke-5 merusak, terbukti. Yakni dirusak dengan kunci
letter T.

Untuk pertanggungjawaban motornya,pak. Karena sudah dibeli
dan dikembalikan pada korban, lalu bagaimana nasib dari
pembeli motor hasil curian tersebut ?

Kalau perkara ini, walaupun sudah dijual, bisa dikembalikan
dan disita. Ke polisi, jaksaan, dan pengadilan. Dijadikanlah
barang bukti. Ketika motor hasil curian ini diketahui milik si
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korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Dan resiko
dari pembeli motor curian itu tidak mendapat uang kembali.
Bahkan bisa juga dia dijadikan penadah. Makanya dalam
keseharian kita harus berhati-hati dalam membeli barang.
Banyak,mbak. Contohnya saya nawarin motor ke mbak,
contoh motor yang sah adalah dengan ciri-ciri adanya stnk,
bpkb, dan dicek fisiknya betul. Tapi kalau saya menjual motor
tanpa surat, apalaagi bpkb gak jelas. Apalagi mbaknya tau
kalo motor ini milik orang lain, la itu diduga mbaknya tau.
bisa juga mbaknya dijadikan penadah. Dan mbaknya minta
ganti rugi kepada saya, padahal mbaknya tau, kalo itu barang
curian. Dan gak ada ganti rugi, karena dia patut diduga dia
tau kejahatan tersebut. Jika dia tidak tau, maka bisa dituntut
penipuan si penjual motornya

13. Untuk pertanggungjawaban motornya,pak. Karena sudah dibeli
dan dikembalikan pada korban, lalu bagaimana nasib dari
pembeli motor hasil curian tersebut ?

Kalau perkara ini, walaupun sudah dijual, bisa dikembalikan
dan disita. Ke polisi, jaksaan, dan pengadilan. Dijadikanlah
barang bukti. Ketika motor hasil curian ini diketahui milik si
korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Dan resiko
dari pembeli motor curian itu tidak mendapat uang kembali.
Bahkan bisa juga dia dijadikan penadah. Makanya dalam
keseharian kita harus berhati-hati dalam membeli barang.
Banyak,mbak. Contohnya saya nawarin motor ke mbak,
contoh motor yang sah adalah dengan ciri-ciri adanya stnk,
bpkb, dan dicek fisiknya betul. Tapi kalau saya menjual motor
tanpa surat, apalaagi bpkb gak jelas. Apalagi mbaknya tau
kalo motor ini milik orang lain, la itu diduga mbaknya tau.
bisa juga mbaknya dijadikan penadah. Dan mbaknya minta
ganti rugi kepada saya, padahal mbaknya tau, kalo itu barang
curian. Dan gak ada ganti rugi, karena dia patut diduga dia
tau kejahatan tersebut. Jika dia tidak tau, maka bisa dituntut
penipuan si penjual motornya.
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